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Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
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Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Perencanaan  Pembangunan
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Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024;



Mengingat

10.

11.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan



Menetapkan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1247);

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

414);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-
2024.

Pasal |

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1247) diubah menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Kementerian PPN /Bappenas menyusun
Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan dokumen yang bersifat
indikatif. Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, maka Kementerian PPN/Bappenas
menyusun Renstra Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal tercapainya perencanaan dan
pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Kementerian PPN /Bappenas dilaksanakan melalui pendekatan
proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara
teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik,
Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian
dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang wutuh, maka Renstra
Kementerian PPN/Bappenas disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara
pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode
2020-2024.

Pada bagian awal Renstra Kementerian PPN/Bappenas ini diuraikan kondisi umum
yang merepresentasikan pencapaian sasaran makro pembangunan nasional dan
kinerja Kementerian PPN/Bappenas selama tahun 2015-2019 serta tantangan
pembangunan global dan nasional dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai
Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Kementerian
PPN/Bappenas bertanggungjawab atas perencanaan dan pembangunan nasional
jangka panjang, menengah dan tahunan.

Selain capaian utama tersebut, pencapaian visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas
dalam hal pelayanan publik tidak terlepas dari dukungan, aspirasi dan harapan dari
stakeholders yang semakin dinamis. Aspek aspirasi stakeholders kepada Kementerian
PPN /Bappenas dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renstra ini. Aspirasi
ini merupakan aspek penting dalam dimensi pelayanan publik yang harus terus
ditingkatkan oleh Kementerian PPN/Bappenas di masa yang akan datang. Aspirasi
stakeholders tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders
atas pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam lima
tahun terakhir.

1.1.1 Capaian Pembangunan Nasional 2015-2019

Pelaksanaan pembangunan pada periode RPJMN 2015-2019 menghadapi berbagai
peristiwa ekonomi global, seperti Brexit, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat
terkait proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses
rebalancing ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era commodity boom. Hal tersebut
menyebabkan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pascakrisis
keuangan global tahun 2008 berjalan lamban.

Namun demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh rata-rata 5,0 persen per
tahun sepanjang pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi tersebut
lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara
berkembang di dunia sebesar 4,4 persen per tahun (data World Economic Outlook
Database IMF Oktober 2019). Pencapaian tersebut terjadi utamanya karena berbagai
kebijakan reformasi struktural dapat berjalan baik, antara lain pembangunan
infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan
efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut didorong oleh
pertumbuhan di berbagai sektor, antara lain: (1) Industri pengolahan tumbuh rata-
rata 4,2 persen per tahun; (2) Industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7 persen per
tahun, yang salah satunya didukung oleh perbaikan infrastruktur pertanian untuk
memacu produktivitas; (3) Industri jasa yang mampu menjadi motor pertumbuhan
ekonomi, di antaranya jasa informasi dan komunikasi; dan (4) Industri transportasi
dan pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 8,9 dan 7,1 persen per tahun.
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Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun dan
merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi, Dukungan terhadap
pertumbuhan i1nvestasi utamanya bersumber dari perbaikan iklim investasi,
pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan investasi. Selanjutnya,
konsumsi rumah tangga mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun. Di samping
itu, konsumsi pemerintah mampu tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun. Ekspor
dan impor barang dan jasa riil masing-masing tumbuh sebesar 2,1 dan 0,6 persen
per tahun.

Sementara itu, stabilitas makro ekonomi diupayakan tetap terjaga, yang tercermin
dari terkendalinya laju inflasi dan nilai tukar, cadangan devisa yang meningkat, dan
defisit transaksi berjalan vang berada dalam batas aman. Menurut Laporan Inflasi
Bank Indonesia Tahun 2019, sepanjang tahun 2015-2019 inflasi mencapai rata-rata
3,2 persen per tahun, berada dalam rentang target yang telah ditetapkan. Sementara
itu, di tengah upaya pengendalian nilai tukar dan defisit transaksi berjalan, kondisi
neraca pembayaran Indonesia masih relatif kuat yang tercermin dari peningkatan
cadangan devisa Indonesia dari USD111,9 miliar pada tahun 2014 menjadi USD12¢,2
miliar pada tahun 2019, ’

Di sisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan
menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal
jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang hanya 30,2 persen
Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan defisit anggaran yang terjaga lebih rendah
dari 3,0 persen PDB (data dari Kementerian Keuangan, 2020).

Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat
meningkat. Ekspansi perekonomian domestik mampu menciptakan tambahan lebih
dari 11 juta lapangan kerja pada tahun 2015-2019, melebihi target 10 juta lapangan
kerja. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,28 persen pada tahun 2019
dari 6,18 persen pada tahun 2015. PDB per kapita terus meningkat dari USD3.531
pada tahun 2014 menjadi USD3.927 pada tahun 2018, setara dengan GNI per kapita
(Atlas Method) USD3.840 mendekati ambang batas negara berpendapatan menengah-
tinggi. Perlu diketahui bahwa batas GNI per kapita (Atlas Method) negara
berpendapatan menengah tinggi menurut World Bank per Juli 2019 sebesar
USD3.996.

Dari aspek kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan turun hingga satu digit
(9,41 persen pada Maret 2019), yang menunjukkan bahwa program penanggulangan
kemiskinan telah dilaksanakan secara efektif. Rasio gini mengalami penurunan dari
0,414 (2014) menjadi 0,382 (2019) yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan
antar golongan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami
peningkatan dari 68,90 (2014) menjadi 71,39 (2018). Pencapaian hasil sasaran makro
pembangunan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kementerian
PPN/Bappenas dari sisi perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan
kredibel disertai langkah pemantauan dan evaluasi dalam mengawal pelaksanaan
pembangunan nasional. Pencapaian Sasaran Makro secara keseluruhan dapat dilihat
pada Gambar 1.

Gambar 1. Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2015-2019
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Sumber: RPJMN 2020-2024 (diclah)
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Penilaian hasil pembangunan periode 2015-2019 berdasarkan sasaran Pokok pada
Dimensi Pembangunan menunjukkan pencapaian sasaran pokok pembangunan
RPJMN 2015-2019 yang cukup baik. Sasaran pokock RPJMN 2015-2019 yang
mencapai target secara optimal sebesar 58,15 persen, sedangkan 41,85 persen
sisanya tidak dapat sepenuhnya tercapai. Pencapaian sasaran pokok yvang ditetapkan
dalam RPJMN periode 2015-2019 berdasarkan dimensi pembangunan dapat terlihat
pada gambar berikut.

Gambar 2. Rekapitulasi Capaian Sasaran Pokok pada Dimensi Pembangunan
RPJMN 2015-2019
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|
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; Keamanan

‘ = Prognosa capaian tercapai @ Prognosa capaian sulit tercapai

Sumber: Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2010 (Bappenas, 2019)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa prognosa capaian sasaran pokok
tertinggi terdapat pada Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan (sebesar 70 persen). Sedangkan prognosa tercapai dengan capaian paling
rendah dialami pada Dimensi Perkembangan Ekonomi yaitu sebesar 42,86 persen.
Sasaran pada dimensi pokok pembangunan lainya memiliki capaian Prognosa
Tercapai yang lebih besar, yang artinya mayoritas target yang ditetapkan dalam
perencanaan pembangunan pada periode 2015-2019 telah tercapai.

Jika dilihat dari dukungan output K/L, maka menunjukkan bahwa K/L telah
berperan aktif dalam tercapainya target pembangunan nasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari capaian dukungan K/L
terhadap RKP 2019 seperti dalam Tabel 1.

Tabel 1. Dukungan Output K/L terhadap Pencapaian Prioritas Nasional RKP Tahun
2019

1 Pembangunan Manuma mela.lul Pengurangan 96,67 99,73 98,20

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan
Dasar e
O 90,64 =92.32.
| 'Kemarltiman e e
3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonoml dan 98,08 73,88 85,98

Penciptaan Lapangan Kerja melalui
Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa
Produktif

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan F
“Sumber Daya Air

64,05 | 78,53

5 | Stabilitas Keamanan Nasional dan 94,11 99,30 86,71
Kesuksesan Pemilu




B

Sumber: Hasil Evaluasi RKP Tahun 2019 (Bappenas diolah, 2020)

Evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2019 menunjukkan bahwa
dukungan output K/L terhadap pencapaian sasaran PN belum sepenuhnya
dijalankan oleh K/L. Pencapaian PN RKP hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa
masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target
pembangunan.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan PN RKP 2019 di antaranya
permasalahan regulasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia (SDM).
Masalah regulasi tercermin dalam pelaksanaan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah
Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan
Jasa Produktif Lainnya yang terkendala oleh tidak adanya sinkronisasi kebijakan
antar instansi terkait serta pada PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan
Sumber Daya Air yang terkendala oleh masih adanya peraturan pemerintah level
teknis yang kurang memberikan suasana kondusif bagi pelaku usaha sehingga perlu
percepatan perumusan regulasi yang mendukung pelaksanaan PN.

Selanjutnya, kurangnya peningkatan sarana dan prasarana menjadi faktor
penghambat peningkatan produksi barang dan jasa terutama dalam pelaksanaan PN
4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air. Adapun
permasalahan SDM yaitu masih rendahnya kualitas SDM dan ketidakselarasan
antara tingkat kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang
dibutuhkan oleh dunia usaha juga menjadi permasalahan dalam pencapaian PN RKP
2019, Pencapaian RPJMN 2015-2019 dan dukungan K/L terhadap RKP di atas
menjadikan tantangan bagi Kementerian PPN/Bappenas, terutama dalam
meningkatkan kualitas penyusunan RKP khususnya upaya menjaga sinergi antar
K/L untuk mencapai sasaran prioritas nasional dan sektor, dan upaya pengendalian
atas pelaksanaan rencana vang lebih akuntabel untuk memastikan dicapinya
sasaran/ target.

1.1.2 Capaian Kinerja Kementerian PPN /Bappenas 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN
dan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan
pembangunan nasional dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di K/L dan
Daerah, Bappenas memiliki peran sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional
Perencana (JFP) melalui penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan JFP dan
pengelolaan beasiswa dan pendidikan dan pelatihan perencanaan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019
memuat 2 (dua) tujuan yaitu:
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis,
dan kredibel.
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di
Kementerian PPN /Bappenas.

Kedua tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU)

di tingkat kementerian yaitu:

1. Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana
kerja kementerian/lembaga/daerah;

2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (Perpres RKP);

3. % rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional
yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga;

4, Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Pada Tabel 2 berikut terlihat bahwa capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas
menunjukkan hasil yang baik dalam mencapai kedua tujuan tersebut.
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Tabel 2. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019

Persentase (%) keselarasan

encana pembangunan %

~ ] nasional dengan rencana

| kerja =

Kementerian/Lembaga/Daera

' h :

= 9% keselarasan muatan RKP

~ dengan RPUMN

= % keselarasan muatan
Renja K/L dengan RKP

* % keselarasan muatan RKA
K/L dengan RKP

2 | Rancangan Perpres RKP 100% 100% 100% 100% 100%

- 3 | % rekomendasi pemantauan, 100% 100% 100% | 92,38 90,35
| evaluasi, dan pengendalian : % %

_ | rencana pembangunan '

| nasional yang ditindaklanjuti

K/L

4 | Tingkat kualitas tata kelola 100% 100% 100% 100% 100%
pemerintahan Kementerian
PPN /Bappenas

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian PPN /Bappenas Tahun 2015-2019 dan Laporan Kinerja UKE 1

Capaian kinerja pertama yang diukur dari keselarasan muatan sasaran RKP terhadap
RPJMN, Renja K/L, dan RKA K/L terlihat dari tren peningkatan kualitas keselarasan
perencanaan pembangunan dengan Rencana Kerja (Renja) K/L setiap tahun. Capaian
kinerja ini menunjukkan adanya upaya yang optimal untuk menyelaraskan antara
RKP terhadap Renja K/L dan RKA K/L oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai
pelaksana perencanaan.

Terkait dengan pencapaian kinerja kedua, Kementerian PPN/Bappenas telah
menghasilkan dokumen RKP Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang disusun
sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat
dan Daerah. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas dalam kurun waktu 2015-2019
telah menghasilkan beberapa produk perencanaan seperti: (i) dokumen Visi Indonesia
2045 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RPJP 2025-2045; (ii)
Rancangan RPJMN 2020-2024; (iii) pengembangan sistem Kolaborasi Perencanaan
dan Informasi Kinerja Anggaran (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja
Anggaran (KRISNA)); serta (iv) penerapan prinsip money follows program serta
pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan perencanaan tersebut berimplikasi
kepada dimulainya proses perencanaan dalam koridor Prioritas Nasional (PN),
Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN).
Pendekatan PN ini mengharuskan pencapaian sasaran/ target/indikator PN secara
bersama-sama oleh K/L terkait dan didukung oleh daerah sesuai sasaran PN yang
tersebut pada tingkat kewilayahan.

Capaian kinerja yang ketiga “% Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L” dilakukan
dengan cara mengukur capaian pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan RKP 2019 terlihat telah mencapai 90,35%. Pencapaian kinerja ini
menghadapi kendala terjadinya ketidaksesuaian beberapa komponen/sub komponen
kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L dengan sasaran yang ditetapkan dalam
Prioritas Nasional RKP 2019. Kementerian PPN/Bappenas mendapat amanat untuk
menyusun perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan
tahunan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan nasional. Peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas di masa
mendatang diharapkan lebih kuat dalam hal: (1) peningkatan koordinasi dan
sinergitas program pembangunan K/L/D; (2) peningkatan koordinasi dan kerja sama
dengan Kementerian Keuangan dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKP;



dan (3) pengintegrasian sistem informasi dan data perencanaan dan penganggaran
untuk mengendalikan prioritas nasional RKP.

Capaian kinerja ke cmpat terkait peran Kementerian PPN/Bappenas dalam
mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih
menunjukkan bahwa tingkat kualitas tata kelola pemerintahan telah tercapai dengan
"Baik". Hal ini dicapai dari perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) serta Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN dan RB yang
terlihat pada Gambar 3. Selama periode tahun 2015-2019 secara konsisten dicapai
Opini WTP yang secara berturut-turut sejak tahun 2008. Selain itu, Nilai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) selalu meningkat dan hasil penilaian
tahun 2019 berhasil mencapai predikat “A”, sedangkan Indeks RB juga konsisten
meningkat dan hingga 2019 juga mencapai predikat “A”.

Gambar 3. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019

Opini BPK atas
Laporan Keuangan

77,49
{BB)

. Nilai Hasil Evaluasi
AKIP (A)
Indeks Reformasi
Birokrasi

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PPN/ Bappehas Tahun 2015-2019 dan Laporan Kinerja UKE 1

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan
pendekatan THIS (Tematik-Holistik-Integratif-Spasial) yang lebih baik, Kementerian
PPN/Bappenas terus berupaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan
kualitas proses perencanaan. Survei kepuasan stakeholder atas pelaksanaan
penyusunan RKP 2020 telah dilakukan kepada Bappeda dan Kementerian/Lembaga
serta unit kerja di Bappenas, terutama terhadap aspek administrasi seperti waktu
dan proses pelaksanaan kegiatan, serta aspek substansi seperti penyampaian
indikasi Proyek Pricritas dan pembahasan rancangan dalam pertemuan koordinasi.
Berdasarkan hasil survei kepuasan stakeholder, diperoleh tingkat kepuasan dengan
metode perhitungan weighted average sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Capaian Kepuasan Stakeholder dalam Penyusunan RKP 2020

Responden Tingkat Kepuasan

Bappeda 77,07 Baik
K/L 78,35 Baik
Internal Bappenas 80,33 Baik
Total rata-rata 78,58 Baik

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: Kategori Tingkat Kepuasan 25,00-43,75 (tdak baik); 43,76-62,50 (kurang baik), 62,51-81,25
(baik); 81,26-100 (baik sekali)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Kepuasan yang diperoleh
berkategori “Baik”. Begitu juga halnya dengan capaian tingkat kepuasan pelayanan
internal dan pelayanan publik tahun 2015-2019 berkategori “Baik”. Dinamika tingkat
kepuasan tersebut menjadikan tantangan bagi Kementerian PPN/ Bappenas untuk
semakin memperbaiki pelayanan publik di bidang perencanaan. Hasil survei tingkat
kepuasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas,
ditemukan beberapa masukan terkait teknis maupun substansi pelaksanaan
perencanaan pembangunan. Secara teknis, publik dari Kementerian PPN/Bappenas
menyatakan sudah cukup puas terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan
yang telah dilakukan, sedangkan terkait dengan substansi pelaksanaannya ada
beberapa masukan yang disampaikan yaitu kualitas materi pembahasan pada saat
Musrenbangnas, dan usulan yang disepakati merupakan keputusan final dan tidak
perlu ada pembahasan lanjutan. Selain itu, terdapat banyak masukan dari
Kabupaten dan Kota pada saat Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
(Rakortekrenbang) tidak terakomodir pada saat Musrenbangprov.

i
|
|
|
|
i
|
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Upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan nasional di antaranya adalah dengan menciptakan proses

perencanaan dan penganggaran yang lebih terpadu. Upaya ini sekaligus

mengejawantahkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya

pasal 34 yang berbunyi: “Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas :

. berbagi pakai data (data sharing) perencanaan dan penganggaran serta realisasi

belanja;

2. menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang
terintegrasi,

3. menyusun format, klasifikasi, dan sistem basis data Renja-K/L dan RKA-K/L”.

Menindaklanjuti hal terebut, pada tahun 2017 Kementerian PPN/Bappenas
meluncurkan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang
berfungsi mengintegrasikan platform perencanaan dan penganggaran untuk
mendukung efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan nasional. Aplikasi
elektronik itu juga terkoneksi langsung ke RKA K/L. Beberapa keunggulan KRISNA
adalah mampu melakukan pemantauan perencanaan dan penganggaran secara real-
time, transparan, dan tanpa kertas (paperiess). KRISNA turut berperan dalam
kerangka besar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan
menciptakan ekosistem pemerintahan digital di Indonesia.

Pada awalnya KRISNA hanya mempunyai satu sub-sistem yang berfungsi dalam
penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), kemudian pada
tahun 2018 menjadi KRISNA 2.0 yang memiliki beberapa sub sistem: (i) KRISNA-
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk menyusun prioritas nasional dalam RKP, (ii)
KRISNA-Dana Alokasi Khusus (DAK] untuk menyusun pengusulan, penilaian,
sinkronisasi dan pengalokasian DAK Fisik, dan (iii) KRISNA-SELARAS untuk Rapat
Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortek Renbang) dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). KRISNA 3.0 sebagai generasi
ketiga telah menyempurnakan KRISNA versi sebelumnya dan memiliki sub-sistem
untuk RPJMN dan Renstra K/L yang terkoneksi dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan. Dengan kondisi ini KRISNA menjadi instrumen untuk
menyelaraskan antara RPJMN, Renstra K/L, RKP, dan Renja K/L, serta menjadi
acuan dalam menyusun RKA K/L. Harapan selanjutnya bagaimana setiap perubahan
RKA K/L dapat secara otomatis mengubah Renja K/L dalam KRISNA, dan sekaligus
menjadi bahan pemutakhiran sasaran-sasaran RKP.

Saat ini, KRISNA telah digunakan oleh 87 kementerian dan lembaga negara, 34
pemerintah provinsi, 514 pemerintah kabupaten /kota, serta seluruh unit perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri. KRISNA juga telah terintegrasi dengan sistem
informasi pemerintahan lainnya, yakni Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), e-Monev (Kementerian
PPN/Bappenas), SatuDJA, Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara dan RKA-K/L (Kementerian Keuangan), Data Pokok Pendidikan (Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan), serta Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Selain menjadi penentu kebijakan dalam perencanaan pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas juga telah melaksanakan koordinasi dan penugasan khusus yang
bersifat strategis dan lintas bidang, terutama yaitu:

1. Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable
Development Geoals (SGDs).
&,w Sy

Sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas berperan
sebagai Koordinator Pelaksana Dewan Pengarah dan
Ketua Tim Pelaksana dengan tugas:

a. Dalam rangka pencapaian sasaran nasional, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan
menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan Rencana Aksi o s
Nasional (RAN) TPB.

b. Dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, Menteri PPN/Kepala Bappenas
mengoordinasikan:

1) fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 5



(lima) tahunan;

2) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan
daerah;

3) penerbitan Panduan Kemitraan Multi-Pihak untuk Pelaksanaan TPB/SDGs di
Indonesia.

4) sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang
sah dan tidak mengikat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian TPB/SGDs, adalah
sebagai berikut:

Pengarusutamaan SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024.

Localizing SDGs di tingkat daerah.

Fasilitasi pendirian SDGs Center di 13 universitas.

Kemitraan strategis dengan institusi non-pemerintah.

oo o p

2. Satu Data Indonesia

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(SDI) maka Kementerian PPN/Bappenas berperan
sebagai Ketua Dewan Pengarah, Koordinator Forum
Satu Data Indonesia dan sekaligus pengelola
Sekretariat Satu Data Indonesia. Secara khusus,
Kementerian PPN/Bappenas bertugas menetapkan
Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

SATU DATA
INDONESIA

Satu Data adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia

untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Sementara Satu Data
Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data
yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah
diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui
pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode
Referensi dan Data Induk.

Output yang dihasilkan dari pelaksanaan SDI adalah:

Peraturan Presiden/Menteri tentang pelaksanaan SDI tingkat Pusat dan Daerah.
Penetapan data Prioritas tahun 2020

Penetapan RAN SDI.

Petunjuk Teknis SDI Tingkat Pusat dan Daerah.

Sistem Informasi PORTAL SDI.

Bimbingan Teknis di tingkat Pusat dan Daerah tentang PORTAL SDI.
Interoperabilitas terhadap Data Induk/ Kode Referensi pada beberapa K/L tertentu
ke dalam Portal SDI.

h. Interoperabilitas terhadap Data Prioritas ke dalam Portal SDI.

i. Pusat dalam mengambil keputusan terkait pembangunan

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
Kementerian = PPN/Bappenas turut berperan  dalam
pengembangan Arsitektur SPBE Nasional yang bertujuan
untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi
Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi
SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan
SPBE yang terpadu secara nasional.

© e a0 o

Selain itu, Rencana Strategis SPBE juga mengamanatkan Kementerian
PPN /Bappenas melaksanakan Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan
Barang Jasa (PBJ) Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi,
Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data Nasional. SPBE memberi peluang untuk
mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,
partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi
pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai
tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada
masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk
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kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan
pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

4. Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK)

Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai Ketua Majelis
Wali Amanat Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang
merupakan instrumen utama pemerintah Indonesia dalam
mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pembangunan
rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim. Konsep
Pembangunan Rendah Karbon (PRK) menekankan pada
mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi
(ekonomi hijau) melalui sinergi kebijakan lintas sektor yang
dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan

G oy PEMBAMGUNAN
ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya RENDAH KARBON
penurunan emisi; serta mendorong tumbuhnya green INDONESIA

investment untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Output kegiatan yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam PRK,
adalah:

a. Update Kebijakan PRK.

b. Sistem informasi terintegrasi untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan PRK.

c. Pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen PPRKD dan penyusunan
Peraturan Gubernur PPRKD pada 34 Provinsi.

d. Fasilitasi dan pendampingan pada lima provinsi percontohan.

e. Fasilitasi Kegiatan Adaptasi dan Ketahanan Iklim.

f. Komunikasi Strategis.

g. Dukungan Operasional Kesekretariatan.

5

Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan

Kementerian PPN/Bappenas selain melaksanakan tugas pokoknya
juga mendapat amanat dari Presiden untuk menyiapkan pemindahan
IKN berupa kegiatan penetapan alternatif lokasi dan persiapan
pemindahan IKN. Kementerian PPN/Bappenas bertugas melakukan
analisis awal mengenai potensi lokasi yang memenuhi kriteria IKN
baru dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan
kebencanaan dengan kementerian/lembaga, para ahli di bidang
masing-masing, dan pemerintah daerah. Dalam proses persiapan
pemindahan IKN, Kementerian PPN/Bappenas juga bertugas
mengawal agar pemindahan IKN berjalan dengan baik dan memberi
dampak positif bagi masyarakat sekitar IKN dan Indonesia, termasuk
menyiapkan berdirinya Badan Otorita yang akan menjadi pengelola
IKN. Keseluruhan penugasan ini didukung dengan dibentuknya Tim
Koordinasi Strategis Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara yang terdiri dari 9
kelompok kerja beranggotakan seluruh Kementerian/Lembaga terkait dengan
koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Seluruh hasil analisis kemudian
dikonsolidasikan dan diintegrasikan dengan masukan dari Kementerian/Lembaga,
akademisi, pakar dan tenaga ahli, serta masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui
berbagai forum diskusi.

Output kegiatan yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam

perencanaan pembangunan IKN, adalah:

a. Analisis dan policy paper awal Pemindahan IKN.

b. Pre-feasibility analysis dan Pre-Masterplan.

c. Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN (Masterplan IKN) termasuk
analisis Lingkungan Hidup Strategis.

d. Dokumen naskah akademik tentang pemindahan Ibu Kota Negara.

e. Materi Komunikasi dan Publikasi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan
Timur.

f. Analisis dan policy paper terkait dengan ASN dalam rangka perpindahan ke Ibu
Kota Negara.

g. Dokumen Naskah Akademik RUU IKN dan Rancangan Peraturan Presiden
mengenai badan otorita ibu kota negara.
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6. Insiatif Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu arah
kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah
meningkatkan peran Indonesia dalam KSST dan
untuk mendukung pertumbuhan yang berkualitas
melalui peningkatan perdagangan dan investasi.

Peningkatan kualitas KSST yang telah dilakukan

Kementerian PPN/Bappenas melalui:

a. Penyusunan Rencana Induk dan Cetak Biru
KSST; Grand Design Peran BUMN/Swasta.

b. Penetapan 22 Resource Centers penyedia
keahlian dan pengalaman pembangunan.

c. Knowledge sharing tentang perencanaan pembangunan nasional untuk
negara di kawasan ASEAN.

d. Koordinator (focal point) kerja sama pembangunan kerangka Reverse Linkage,
berdasarkan MoU antara Menteri PPN /Kepala Bappenas dengan Presiden Islamic
Development Bank pada Desember 2017. Melalui skema Reverse Linkage.
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan model kerja sama yang mendukung
manfaat ekonomi dengan Kirgizstan, Maroko, Tunisia, Nigeria dan Senegal.

e. Partisipasi aktif dalam forum internasional sebagai kontribusi dalam arsitektur
pembangunan global: Buenos Aires Plan of Action (BAPA +40), Country Led
Knowledge Sharing (CLKS) Dialogue Meeting if IsDB member countries (3 2-C
meeting).

7. Masterplan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Nasional (National Capital
Integrated Coastal Development/NCICD)

Fenomena penurunan muka tanah (land
subsidence) di permukaan daratan Jakarta yang
diperkirakan dapat mencapai lebih dari tiga meter
dalam waktu lima puluh tahun telah menjadi isu
strategis pembangunan nasional. Untuk itu,
Kementerian PPN /Bappenas berinisiatif
mengupayakan penanganannya melalui
penyusunan Masterplan Pengembangan Terpadu
Pesisir Ibukota Nasional (NCICD). NCICD
mencakup konsep pembangunan tanggul lepas
pantai di utara teluk di Jakarta sebagai langkah
untuk melindungi ibu kota dari bencana lingkungan.

Laguna besar pada sisi dalam tanggul akan dikelola untuk menampung air tawar dari
13 sungai di Jakarta (coastal reservoir). Rencana NCICD tersebut terintegrasi dengan
upaya pengembangan Kawasan pesisir serta perlindungan terhadap bencana
lingkungan dan bencana alam. Berbagai peran yang diemban Kementerian
PPN/Bappenas tersebut mengacu pada karakter lembaga yang bersifat lintas sektor
dan kemampuannya sebagai think tank/enabler, yang harus terus dijaga dan
ditingkatkan di masa mendatang.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai beragam potensi yang dapat menjadi faktor

penguat dalam menjalankan fungsinya antara lain:

1. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 telah mempertegas posisi Kementerian
PPN/Bappenas sebagai koordinator seluruh Kementerian/Lembaga dan daerah
dalam perencanaan dan pembangunan nasional serta memberikan pemikiran
strategis pembangunan kepada Presiden.

2. Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga pemerintah dengan tugas dan
fungsi perumusan perencanaan pembangunan, mempunyai sumber daya
manusia yang mampu dengan cepat menanggapi perubahan lingkungan strategis

pembangunan yang semakin kompleks dan tidak terprediksi termasuk dampak
bencana alam dan non-alam (seperti pandemi penyakit menular Covid-19) di
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antaranya dengan: (i) bertindak sebagai pemberi informasi dan rekomendasi hasil
pembangunan kepada Presiden dan pihak terkait dalam pemerintahan; dan (i)
memberikan sistem peringatan dini atas isu-isu strategis nasional yang
membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat.

Kementerian PPN /Bappenas memiliki jaringan koordinasi luas baik dengan mitra
kerja dalam negeri (pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, masyarakat sipil,
media, dan perguruan tinggi) maupun dengan mitra pembangunan internasional
sehingga berpotensi menjadi lembaga think tank pemerintah yang menghasilkan
analisis dan policy paper yang dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan
berbasis fakta (evidence-based planning) serta menghasilkan kebijakan inovatif
dan terobosan dalam tahap pembangunan selanjutnya.

Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan
pembangunan nasional. Hal ini dimungkinkan dengan adanya fungsi
pengendalian pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sehingga pemantauan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilakukan
secara berkala yang hasilnya dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan
sasaran dan pelaksanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan dapat
diwujudkan secara efektif dan efisien.

Kementerian PPN /Bappenas merupakah salah satu Kementerian/Lembaga yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden
sehingga memiliki akses komunikasi dan koordinasi secara langsung kepada
Presiden.

Kementerian PPN/Bappenas telah diamanatkan oleh Presiden pada Pidato
Pelantikan Presiden menjadi clearing house perencanaan yaitu untuk
memastikan seluruh usulan kementerian/lembaga dalam rangka pembangunan
nasional termasuk prioritas nasional untuk menjamin ketepatan sasaran
pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional.

Kebijakan penyederhanaan struktur birokrasi berpotensi menjadikan
Kementerian PPN/Bappenas lebih efisien dan efektif dalam menjalankan
fungsinya. Sejalan dengan itu, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana
berpotensi memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think-tank
melalui penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan penelitian
(research based policy).

Kompetensi dan kemampuan pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan
nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel telah cukup memadai.

Pengalaman dan kompetensi Bappenas dalam mengelola program pengembangan
SDM Pembangunan Nasional sejak pembentukan Overseas Training Offices (OTO)
melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan beasiswa
di dalam dan luar negeri.

Kemampuan Kementerian PPN/Bappenas dalam mengoordinasikan peningkatan
kualitas pengelolaan Data dan Informasi pembangunan melalui inisiatif Satu
Data Indonesia, yang membuka akses data dan informasi pembangunan bagi
seluruh K/L dan Daerah serta menjadi referensi bagi dunia usaha, akademik,
dan masyarakat luas.

1.2.2 Permasalahan

Berdasarkan kondisi umum di atas, terdapat beberapa permasalahan utama yang
dihadapi Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
antara lain:

1.

Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil. Penyebab

dari permasalahan tersebut adalah:

a. Rencana pembangunan jangka menengah belum optimal dijadikan sebagai
acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan.
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Rencana pembangunan belum optimal mempertimbangkan kesiapsiagaan
terhadap bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan, industri
4.0 dan ekonomi digital, termasuk penanganan dampak pandemi penyakit
menular (Covid-19).

Beberapa bagian tata kelola/tahapan penyusunan RKP berdasarkan
peraturan yang berlaku sudah tidak relevan lagi, sehingga diperlukan
pemutakhiran atas tata kelola/tahapan penyusunan RKP.

Belum optimalnya dukungan K/L/D terhadap pencapaian sasaran Prioritas
Nasional (PN); Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek
Prioritas (ProPN);

Terdapat indikasi tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan antar K/L
di pusat dan kurang optimalnya kontribusi kinerja daerah dalam
mendukung sasaran pembangunan nasional;

Sumber-sumber pendanaan Non APBN belum dimanfaatkan secara optimal
untuk pembangunan seperti investasi BUMN dan Swasta maupun skema
pendanaan lainnya;

Belum dibakukannya Readiness Criteria untuk pelaksanaan Prioritas
Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP); Proyek Prioritas
(ProPN) dan Major Project (MP);

Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan dalam
melaksanakannya secara efektif dan efisien;

Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah
satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas
nasional;

Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan
informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berbasiskan Satu
Data;

Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran dalam perencanaan namun
perlu dioptimalkan lagi dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan
perencanaan, khususnya mengarahkan K/L untuk menjalankan PN, PP, KP,
dan Proyek Prioritas serta Major Project.

Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Peraturan
Pemerintah No. 17 tahun 2017 belum berjalan optimal.

Kualifikasi dan kompetensi SDM perencana Pembangunan belum memadai
dalam mendukung tercapainya sasaran Prioritas Nasional.

Permasalahan Pengelolaan Dukungan Manajemen Kementerian PPN/Bappenas
meliputi:

a.

b.

Masih kuatnya budaya yaitu masing-masing unit kerja berdiri sendiri
dibanding bekerja secara terintegrasi antar unit

Minimnya Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi,
sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan
lintas K/L/D, termasuk hubungan perencanaan pusat dan daerah.
Unit-unit Kementerian PPN/ Bappenas belum mengimplementasikan proses
evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem untuk
mengimbangi tugas perencanaan.

Kurang optimalnya kualitas layanan umum, penyusunan Kkegiatan dan
anggaran unit, instrumen penilaian kinerja pegawai, pengelolaan anggaran,
data dan informasi internal, peningkatan kapasitas perencanaan para
pegawai, layanan regulasi kepada pemangku kepentingan.

Belum adanya SOP yang mengatur hubungan dan peran yang jelas antara
Pejabat Struktural dan JFP yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan
mekanisme hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat
fungsional perencana tingkat madya dan pejabat perencana ahli utama.
Belum adanya mekanisme layanan yang baku untuk mendukung proses
penyusunan perencanaan pembangunan terutama Rapat Koordinasi Teknik
(Rakortek), pertemuan antar pihak (multilateral), Rapat Koordinasi Pusat
(Rakorpus), dan musrenbangnas.
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g. Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi belum SMART (Specific, Measurable,
Achievable, Realistic, and Time-Bound) dan terstruktur (ter-cascading) secara
individu.

h. Masih lemahnya manajemen pengelolaan SDM yang ditunjukkan oleh (i)
belum tersedia analisis beban kerja sehingga perencanaan kebutuhan
sumber daya manusia belum didukung oleh data yang memadai; (ii) belum
diterapkannya hasil analisis potensi SDM sehingga penempatan sumber
daya manusia masih belum sepenuhnya sesuai latar belakang pendidikan
dan keahlian; (iii) belum tercukupinya jumlah PNS yang dibutuhkan untuk
mendukung kinerja Kementerian PPN/Bappenas, dan/atau belum
dioptimalkannya ASN yang ada.

1.2.3 Tantangan Pembangunan Nasional 2020-2024

Ketidakpastian Global

Ketidakpastian global tahun 2019 masih akan terus berlanjut hingga 5 (lima) tahun
mendatang. Sampai tahun 2024 diproyeksikan kondisi perekonomian Indonesia
masih akan dihadapkan oleh ketidakpastian global. Ketidakpastian tersebut datang
dari berbagai masalah global, termasuk ketegangan Amerika Serikat dan Cina yang
masih berlanjut. Selain itu, ancaman bencana alam, ketegangan politik global, perang
dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah, hingga
wabah virus Corona (Covid-19) masih berpotensi mengganggu perekonomian global.
Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung
stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7
persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024 (World Economic Outlook Database IMF
Oktober 2019). Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain
batu bara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah.

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0, yang memberikan tantangan
dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi,
otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan
meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan
kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu
proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui
pembelajaran jarak jauh (distance learning), pemerintahan melalui e-government,
inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech), dan pengembangan UMKM
seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi
industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60
persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia,
diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu,
tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi
oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas
transaksi tersebut.

Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan
internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh
ekspor komoditas, tidak berbeda dengan kondisi 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor
terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen (2000) menjadi 21,0 persen (2018).
Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mendekati
3,0 persen PDB. Sementara beberapa peer countries sudah mencatatkan surplus.
Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi
pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Relatif Stagnan

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 53
persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi
Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan
tinggi. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat
produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan
baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (Growth Diagnostics)
menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most
binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak
mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi,
serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala
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mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak
segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk
bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi
yvang semakin meningkat. Kendala lain yang perlu diatasi adalah rendahnya
penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang perlu
ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

Pandemi Covid-19

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yaitu tahun 2020, ekonomi
Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar
terhadap pencapaian sasaran RPJMN tersebut. Pandemi Covid-19 menyebabkan
tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan
penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19,
identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah
dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah
dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan,
perdagangan, dan transportasi. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan
SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai
penerbangan. Tekanan besar juga pada sistem kesehatan terutama pencegahan,
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan
sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji
laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi
dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target
pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan
pengendalian penyakit terhambat.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan
tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan
beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu.
Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi
produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali
keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan
menjaga keseimbangan harga.

Mitigasi Bencana Alam dan Non-Alam

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian
bencana cukup tinggi baik bencana alam maupun non alam. Hal demikian tentunya
pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian
bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, ekonomi, bahkan
politik. Hampir semua jenis bencana alam dan non alam telah menimbulkan korban
jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana
publik yang ada, pengungsian, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan
masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Sains dan teknologi mempunyai
kemampuan untuk memberitahukan bahwa bencana yang terjadi di masa lalu bisa
terjadi kembali di masa datang. Pandemi, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api
dan berbagai bencana berulang terjadi. Namun, sering terkejut dan tidak siap ketika
mengalami bencana yang berulang itu. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dan
kebijakan tepat dan cepat untuk mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut.



BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2020-2024

2.1 Visi

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan
Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun
2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda
Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim; dan

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, Kementerian
PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap
perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai
lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi
instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang
selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang
berkualitas. Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas
kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil
pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya
strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat
mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi
pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan Xkapasitas
kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian
PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel
untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan
pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi
Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan
pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya
masing-masing;
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2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat
diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan
daerah, dan antardaerah; dan

3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean
governance.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan,
informasi, dan data yang terkini (evidence based) dengan
mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif
dan berorientasi ke depan.

2.2 Misi
Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan
pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 : Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang
efektif dan efisien.

2.3 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian
PPN /Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun
ke depan, sebagai berikut:

Misi-1 :

e Tuyjuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil
dan mempercepat kemajuan Indonesia.

e Tuyjuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang
inklusif dan berkelanjutan.

Misi-2 :

e Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang
berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

2.4 Indikator Tujuan

Dalam mengukur pencapaian atas tujuan-tujuan yang telah ditargetkan oleh
Kementerian PPN/Bappenas untuk periode tahun 2020-2024, berikut ini
dirumuskan indikator tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas:

Tujuan - 1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil da
mempercepat kemajuan Indonesia

e Indikator Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi
Hasil

Untuk mengukur pencapaian Tujuan -1 dilakukan dengan mengukur kesiapan
proyek-proyek prioritas yang mendukung Major Project pada tahun 2024. Kesiapan
perencanaan sebuah proyek dalam hal ini diartikan sebagai tersusunnya rencana
proyek prioritas yang terintegrasi antara kerangka investasi, kerangka pendanaan,
kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan sasaran Major Project.
Secara lebih lanjut, pengukuran terhadap indikator tujuan tersebut dilakukan
melalui penilaian terhadap:

a. tersusunnya dokumen executive summary dan info memo secara terintegrasi
Kesiapan pembiayaan: Pembiayaan Pemerintah dan Pembiayaan Non-
Pemerintah (KPBU, Badan Usaha, CSR, Filantropi, dan Dana Keagamaan)
Kesiapan regulasi untuk menjamin berfungsinya Major Project

- Kesiapan lembaga yang mengoperasikan Major Project
b. proyek-proyek telah sesuai dengan kriteria kesiapan pelaksanaan (readiness
criteria)
- Analisis kelayakan proyek dan/atau rancangan teknis proyek (detail
engineering design);
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- Analisis biaya-manfaat;
- Analisis hukum;
- Kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- Kesesuaian dengan kelestarian lingkungan hidup; dan
- Rencana pengadaan lahan dan/atau kesiapan lahan.
c. proyek sudah groundbreaking
- Penyerapan tenaga kerja
d. tersedianya kerangka pengendalian untuk memastikan semua proyek
prioritas selesai sesuai dengan rencana.

Tujuan - 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan

¢ Indikator Tujuan: Terwuwjudnya Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang
Inklusif dan Berkelanjutan

Untuk mengukur pencapaian Tujuan-2, adalah dengan melakukan survei kepada
Kementerian/Lembaga (K/L) atas kebijakan yang telah disusun oleh Kementerian
PPN/Bappenas dan dilaksanakan oleh K/L terkait. Sehingga untuk
pengukurannya, setiap tahun perlu dilakukan inventarisasi atas kebijakan
percepatan serta inovasi pembangunan yang sudah disusun dan dibandingkan
dengan jumlah kebijakan yang diterapkan oleh K/L melalui perencanaan di dalam
Renja dan RKA K/L.

Tujuan - 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas,
akuntabel, efektif dan efisien

¢ Indikator Tujuan: Tingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas,
Akuntabel, Efektif dan Efisien

Untuk mengukur pencapaian Tujuan-3, adalah dengan menggunakan indikator
berupa tingkatan atas tata kelola pelayanan yang diberikan oleh Kementerian
PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dari segi kualitas,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensinya. Pengukuran nilai dari tingkatan tata
kelola pelayanan perencanaan tersebut dilakukan dengan mencari nilai rata-rata
dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

(1) Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PPN/Bappenas;

(2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan
Pembangunan Nasional; dan

(3) %Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Untuk dapat ditemukan nilai rata-rata dari ketiga aspek tersebut, maka untuk
aspek indeks RB dan indeks kepuasan pemangku kepentingan akan dikonversikan
ke dalam bentuk % dalam proses perhitungannya.

2.5 Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN /Bappenas di
tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan
yaitu:

Tujuan - 1:
e Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
perencanaan pembangunan nasional.
e Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan
nasional.
Tujuan - 2 :
e Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang
visioner.
Tujuan - 3 :
e Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang
bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

2.6 Indikator Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di
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tahun 2020-2024, dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan Indikator Sasaran
yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian
PPN/Bappenas, untuk lima tahun ke depan yaitu:

2. Sasaran Strategis untuk Tujuan — 1:
a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan
nasional.

Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional selain digunakan untuk
mengukur kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh Kementerian
PPN/Bappenas, dapat pula digunakan untuk mengukur Kkinerja
penyusunan perencanaan K/L. Indeks Perencanaan Pembangunan
Nasional ini diukur dengan mencari nilai rata-rata dari 3 (tiga) aspek,
yaitu:
* Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat
Definisi: Bauran program/kegiatan/proyek K/L untuk mencapai
sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang
dalam RKP baik antar waktu, antarruang, antar fungsi.
Diukur dengan melihat:
o % Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN.
o % Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP,
KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP (di
samping untuk mengukur indeks kinerja Perencanaan
Kementerian PPN/ Bappenas, juga untuk mengukur Indeks
Kinerja Perencanaan K/L).
o Y% Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran
RPJMN (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L)
o % Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran
Renstra K/ L (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L).
* Tingkat Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Pusat
Definisi: Keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai
sasaran PN,PP, KP, proyek prioritas dalam RKP baik antar waktu,
antarruang, antar fungsi.
Diukur dengan melihat:
o Y% kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk
dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP,
proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP.

= Tingkat Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

Definisi: Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian

sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP, serta Keselarasan

KEM Daerah dengan KEM Nasional.

Diukur dengan melihat:

o % kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk
mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas
dalam RKP.

o % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya
(pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio
gini) selaras dengan KEM nasional.

b. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional

Indikator Sasaran : Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Kinerja pengendalian pembangunan nasional ini diukur berdasarkan dua
aspek yaitu:

*  Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat
Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/
bidang yang telah ditetapkan dalam RKP.
Diukur dengan melihat:
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o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L
dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek
prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP.

* Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah

Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian

sasaran/target pembangunan daerah dalam mendukung capaian

sasaran prioritas nasional.

Diukur dengan melihat:

o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh
Daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target
Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran,
kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah.

o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh
Daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target
kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung
capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam
RKP.

3. Sasaran Strategis untuk Tujuan - 2:
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
e Indikator Sasaran:

1)

2)

% Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan

Nasional yang dijalankan K/L

Definisi: Rekomendasi penyelesaian isu strategis pembangunan nasional

yang dijalankan K/L adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh

Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden yang menjadi perhatian

nasional yang sifatnya lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaerah,

antarruang, dan antar waktu dan ditetapkan menjadi kebijakan/program

untuk dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga terkait.

Diukur dengan melihat:

o % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan
Nasional yang dijalankan K/L

% Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan

K/L

Definisi: Inovasi pembangunan nasional yang ditetapkan sebagai

kebijakan/ program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Diukur dengan melihat:

o % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang
dijalankan K/L

Sasaran Strategis untuk Tujuan - 3:

Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan
profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
¢ Indikator Sasaran :

1)

2)

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kinerja tata kelola dan
perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan
kualitas pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas khususnya di
bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan
kaidah-kaidah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.
Diukur dengan melihat:

o Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang

Perencanaan Pembangunan Nasional

Definisi: Ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan

Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya

pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan

Diukur dengan melihat:

o Rata-rata hasil pengukuran kinerja pelayanan unit kerja khususnya di
bidang perencanaan pembangunan
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3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional
Diukur dengan melihat:
o % integrasi berbagai sistem data dan informasi perencanaan
pembangunan

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:
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Gambar 4. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024
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BAB 1II
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan
bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka
menengah. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dari tahapan RPJPN
2005-2025 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024
dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Kementerian PPN/Bappenas
merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional berkewajiban untuk mengawal tercapainya
sasaran dan target kedua hal tersebut.

Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dapat tercapai melalui
pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Setiap Agenda Pembangunan memiliki
sasaran, indikator dan target pembangunan sampai dengan akhir tahun 2024, Dalam
melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024
ditetapkan pula 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Major Project merupakan
proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran
prioritas pembangunan nasional.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, maka
Kementerian PPN/Bappenas penetapan dukungan pengarustamaan (mainstreaming)
di dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri atas 4 (empat) pengarustamaan sebagai
bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang
berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menjiwai seluruh pembangunan sektor dan
wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat
pengarustamaan tersebut adalah:

Pembangunan Berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan
pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga
peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gender,
yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam
pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam
pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan. Modal Sosial dan Budaya, yang
dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan
budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Transformasi
Digital, yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyelarasannya dengan
pembangunan nasional.

Di sisi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang
tanggap akan perubahan terhadap pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka
disusunlah perencanaan pembangunan tahunan atau biasa disebut dengan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi
atas prioritas-prioritas setiap tahunnya, termasuk pelaksanaan Major Project. Major
Project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan
mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber
pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat
terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan
pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas memposisikan diri sebagai
regulator dan koordinator guna tercapainya pembangunan nasional baik jangka
panjang, menengah, maupun tahunan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping itu, peran Kementerian
PPN /Bappenas terhadap Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden RI dijalankan melalui
peran Clearing House untuk menyelaraskan perencanaan, implementasi (Renja K/L,
RKA K/L, rencana sektor swasta/BUMN), dan mobilisasi berbagai sumber dan skema
pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan
nasional.

Peran aktif dan dukungan program seluruh unit kerja kedeputian sesuai lingkup
bidangnya, termasuk kolaborasi sinergi antar unit kedeputian sangat diperlukan
sebagai koordinator untuk mengawal tercapainya pembangunan nasional RPJMN
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2020-2024, Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dengan
target rata- rata pertumbuhan ekonomi 6 (enam) persen setiap tahunnya. Pencapaian
transformasi ekonomi harus menyesuaikan kondisi potensi dan kekhasan wilayah
sebagai basis pembangunan dan didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing,
reformasi mental dan pembangunan kebudayaan, serta pembangunan infrastruktur,
Selain itu juga mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup serta kerentanan
bencana alam dan non-alam di setiap wilayah. Namun, terdapat prasvarat dalam
pencapaian transformasi ekonomi yaitu kondisi politik, hukum, pertahanan, dan
keamanan harus kondusif yvang dilakukan melalui stabilitas politik dan pertahanan
keamanan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Di samping itu, terdapat
beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan
vaitu lingkungan hidup dan kerentanan bencana.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas
3.2.1 Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas serta
mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah
kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Renstra Kementerian
PPN /Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan
berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/ Bappenas
dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan
tersebut adalah:

1. Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House

Presiden menginstruksikan dalam sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020-2024,
bahwa Kementerian PPN/Bappenas menjadi Clearing House untuk melihat
konsistensi antara rencana strategis di setiap K/L dengan yang tertuang di RPJMN
dan Visi dan Misi Presiden.

Kementerian PPN/Bappenas dapat mencapai tujuannya dalam hal menjaga
konsistensi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan secara lebih optimal
dengan menjadi Clearing House pembangunan nasional sebagaimana dimandatkan
oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas
sebagai Clearing House maka pendekatan yang digunakan adalah THIS.

Fungsi sebagai Clearing House menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai
koordinator perencanaan pembangunan yang memberikan persetujuan atas rencana
pembangunan K/L dan bertugas untuk menjaga visi dan misi Presiden. Dengan
demikian Kementerian PPN/Bappenas mengambil peran: (1) perencanaan; (2) alokasi
anggaran; (3) pengendalian; dan (4) enabler pembangunan nasional, Kementerian
PPN/Bappenas mendorong untuk terlaksananya agenda pembangunan tersebut.
Dukungan Kementerian PPN/Bappenas melalui perannya diarahkan agar bisa
terlaksananya 7 (tujuh) agenda pembangunan.

2. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti (evidence
based planning).

Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada
pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta
menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat
tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan
pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan
memberikan akses partisipasi kepada publik.

Perencanaan berbasis bukti (evidence based planning) merupakan pendekatan proses
perencanaan dengan memrioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data
dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan
membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan
kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak. Perencanaan berbasis bukti
diharapkan dapat memberi hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

3. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan
efisien melalui pengendalian proses pembangunan

Salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan pada periode
sebelumnya (2015-2019) adalah tidak berjalannya proses pengendalian
pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama.
Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 dan seterusnya, Kementerian PPN/Bappenas
akan memaksimalkan fungsi pengendaliannya untuk memastikan bahwa rencana
yang sudah disusun dan disepakati, minimal terlaksana sesuai dengan rencana yang
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tersusun. Upaya pengendalian ini telah terwadahi Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan.

4. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan
pembangunan nasional.
Untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan
dengan situasi perubahan yang begitu cepat, maka Kementerian PPN/Bappenas
diharapkan ke depannya mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan
nasional bersama-sama dengan K/L/D terkait dalam kapasitasnya sebagai enabler
pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang lebih inovatif.
Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna
mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam
meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan
agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan
percepatan pembangunan.

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan
Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas
Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16
Destinasi Pariwisata Geopark; dan dalam Agenda 7: Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada: (1) Kegiatan
Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama
Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan
Perencanaan dan Penganggaran.

6. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN /Bappenas sebagai lembaga perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang dilakukan pada periode ini
diprioritaskan untuk menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D
dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Untuk
dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti
(evidence based planning), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik
di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan,
pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan
dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform online.

3.2.2 Strategi Kementerian PPN/Bappenas

1. Strategi untuk Perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti, meliputi:

a. Proses penyusunan rencana pembangunan (RKP, RPJMN, dan RPJP) harus
didasarkan pada hasil evaluasi atau hasil analisis ilmiah yang terbukti dan
mempertimbangkan Visi Indonesia 2045.

b. Menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan terhadap
pencapaian Visi Misi Presiden dan Prioritas Nasional melalui peran sebagai
Clearing House.

c. Menjaga keselarasan perencanaan jangka menengah dan tahunan baik terhadap
prioritas nasional, sektoral (K/L), maupun kewilayahan.

d. Melaksanakan perumusan perencanaan teknokratik untuk sektor strategis
seperti Major Project atau untuk inovasi pembangunan yang didasarkan pada
bukti dan ilmu pengetahuan.

e. Mengembangkan model investasi publik dan portofolio pembiayaan
pembangunan melalui skema creative financing dan delivery mechanism.

f. Optimalisasi sistem informasi yang kredibel dalam mendukung digitalisasi
perencanaan pembangunan.

g. Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial
(THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi
pembangunan.

h. Memastikan keselarasan antara sasaran dan target Renja K/L dan RKA K/L
terhadap sasaran dan target Prioritas Nasional melalui penelaahan yang
didukung oleh kelengkapan dokumen kesiapan pelaksanaan proyek, dan
terhadap sasaran/target pembangunan sektor nasional.
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Mempertimbangkan tantangan-tantangan terutama kesiapsiagaan terhadap
bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan hidup, revolusi industri
4.0, dan ekonomi digital.

Melaksanakan koordinasi perencanaan pemindahan ibu kota negara
Memprioritaskan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi penyakit
menular, termasuk COVID-19, melalui revitalisasi sistem kesehatan,
perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan menghadapi
bencana.

Meningkatkan koordinasi dan penggunaan Satu Data Indonesia dalam proses
perencanaan pembangunan nasional untuk keseragaman data sebagai dasar
pengambilan kebijakan.

Meningkatkan koordinasi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Membuka ruang dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan
pembangunan dan penyusunan kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan
media sosial.

Meningkatkan kompetensi perencana di Indonesia yang sesuai dengan
kebutuhan perencanaan pembangunan.

Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka membangun
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Melaksanakan koordinasi strategis pembangunan dalam hal perencanaan dan
penganggaran serta dukungan fungsi dengan kementerian yang membidangi
aparatur negara dan kementerian yang membidangi keuangan negara dalam
rangka akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.

Melaksanakan koordinasi strategis di bidang data dan hasil penelitian
pembangunan dengan kementerian/lembaga yang membidangi pusat data
statistik, penelitian pembangunan, dan pengawasan pembangunan.
Melaksanakan kaidah-kaidah ketatakelolaan pemerintah yang baik (good
governance) dalam penyusunan perencanaan pembangunan,

Strategi untuk memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara
efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan, meliputi:
Peningkatan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang bernilai
guna tinggi.
Optimalisasi sistem informasi yang ideal dalam menghasilkan pemantauan dan
evaluasi yang efektif dan efisien.

Pengendalian atas pelaksanaan Prioritas Nasional, Proyek Prioritas dan Kegiatan
Prioritas dalam RKP.

Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam
pengendalian proses pembangunan.

Mengawal pelaksanaan Major Projects, melalui fungsi Clearing House akan
berperan memastikan terlaksananya Proyek Prioritas Strategis (Major Project)
2020-2024 sesuai target.

Pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasiskan prinsip
“Money Follow Program”.

Strategi untuk mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan
pelaksanaan pembangunan nasional, meliputi:
Menyelenggarakan percepatan pembangunan dan revitalisasi kualitas
pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama pembangunan dengan K/L/D,
aktor non-pemerintah, dan mitra pembangunan.
Optimalisasi fungsi think-tank Kementerian PPN/Bappenas dalam menghasilkan
perencanaan yang inovatif dan visioner.
Melakukan penyiapan sarana dan prasarana kelembagaan (regulasi, anggaran,
mekanisme koordinasi dan kapasitas SDM) untuk pelaksanaan kebijakan
pembangunan oleh K/L dan pemangku kepentingan.
Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam rangka
percepatan pelaksanaan pembangunan strategis.
Melaksanakan penugasan Kkhusus diantaranya Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s), Sistem Pendidikan dan
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Pelatihan Vokasional (Technical and Vocational Education and Training | TVET),
dan Stunting.

Melaksanakan telaah isu-isu tematik untuk bahan penyusunan kebijakan
strategis pemerintah.

Menjadi motor penggerak atau inisiator pembangunan yang adaptif terhadap
perubahan dinamis baik di tingkat nasional maupun global.

Menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, dan Fasilitasi
Jabatan Fungsional Perencana untuk meningkatkan kompetensi dan daya
tanggap terhadap tantangan inovasi dan percepatan pembangunan.

Strategi untuk Pengelolaan Pricritas Nasional, meliputi:

Untuk pelaksanaan proyek koordinasi strategis pengembangan geopark berbasis
tuyjuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (TPB/SDGs],
strategi yang dilaksanakan adalah:

a.

b.

i =2

Melakukan Koordinasi multipihak dengan melibatkan kolaborasi berbagai
stakeholders di tingkat pusat dan di daerah.

Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD)dalam rangka mencari solusi dari isu-
isu dalam pengembangan Geopark yang ada di daerah hingga isu global.

Melakukan perumusan desain model kelembagaan dan pola pendanaan.
membentuk lembaga pendanaan pengembangan Geopark.
penyusunan pipeline pengembangan Geopark-Geopark di Indonesia.

Lokakarya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark dan penyusunan
dosster.

Untuk pelaksanaan proyvek Knowledge Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan
Triangular (KSST), strategi yang dilaksanakan adalah:

a.

Menjadi fasilitator bagi kementerian/lembaga dan aktor non-pemerintah dalam
melakukan kerja sama pembangunan internasional dengan negara-negara
berkembang.

Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi
didorong untuk meningkatkan peran kementerian/lembaga, pemerintah daerah,
BUMN, swasta, filantropi, CSOs, akademisi, dan mitra pembangunan.

. Mewujudkan pelaksanaan kerja sama pembangunan yang inklusif melalui

instrumen Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk percepatan pencapaian
TPB/SDGs.

Mengambil peran sebagai focal point program Reverse Linkage sesuai MoU yang
telah ditandatangani antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden
Islamic Development Bank (IsDB).

Untuk pelaksanaan proyek Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, strategi yang
dilaksanakan adalah:

a.

b.

{48

Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat.
o menyusun roadmap integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah
pusat;
o menyepakati proses Dbisnis perencanaan dan penganggaran yang akan
dituangkan dalam peraturan perencanaan dan penganggaran;
o melakukan assessment terhadap sistem informasi perencanaan dan
penganggaran;
o menyusun dan melakukan standarisasi Bagan Akun Standar (BAS).
Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
o menyusun roadmap integrasi perencanaan dan penganggaran
pemerintah pusat;
menyusun standarisasi Bagan Akun Standar (BAS) Daerah;
melakukan pemetaan dan assessment sistem informasi yang saat ini ada;
menyepakati proses bisnis;
integrasi internal pemerintah daerah;
integrasi antar Kabupaten-Kota dan Provinsi,
Integrasi antara Desa dengan Kabupaten/Kota.
eningkatkan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.
menyepakati proses bisnis antara perencanaan dan penganggaran pusat dengan
perencanaan dan penganggaran daerah serta harmonisasi peraturan di tingkat
pusat dan daerah,;
o sinkronisasi BAS Pusat dan BAS Daerah;
o menyepakati metadata di tingkat pusat dan daerah,;

O’S:OUOODD
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¢ melakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran antara pusat
dengan daerah setelah proses integrasi di tingkat daerah selesai dilakukan.

5. Strategi untuk meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai
lembaga yang memiliki nilai budaya BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan
publik, dan sebagai lembaga perencanaan pembangunan yvang Berintegritas,
Visioner, dan Unggul, meliputi:

a. Mengacu terhadap mnilai budaya BerAKHLAK dalam menjalankan fungsi
pemerintah sebagai pelayanan publik yaitu BERorientasi hasil, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan sebagai dasar untuk
penilaian kinerja pegawal.

b. Menggunakan nilai budaya berintegritas, visioner dan unggul sebagai semangat
dalam menjalankan tugas perencanaan dan menjadi landasan bagi para pegawai
dalam membuat rencana yang berkualitas dengan pendekatan money follow
program dan dasar THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial), serta proses
dengan mekanisme Clearing House untuk memastikan proyek prioritasnya
delivered.

c. Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.

d. Meningkatkan pelayanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan
dukungan manajemen lainya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

e. Meningkatkan pelayanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi.

f. Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas
kinerja aparatur.

g. Meningkatkan produktivitas kerja dan pencapaian kinerja organisasi dan individu
yang didukung oleh sistem kerja Integrated Digital Workspace dan Smart Office.

h. Meningkatkan quality assurance (QA) perencanaan pembangunan melalui trusted
advisory inspektorat.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi berisikan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku Kementerian PPN/Bappenas dalam
penyelenggaraan negara. Kebutuhan kerangka regulasi Kementerian PPN/Bappenas
untuk tahun 2020-2024 harus mampu mengakomodasi proses transformasi di
Kementerian PPN/Bappenas ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan
organisasi yang efektif dan efisien.

Salah satu bentuk transformasi adalah penguatan lingkup peran dan fungsi yang
mencakup: (a) perencanaan pembangunan, (b) pengalokasian sumber daya
pembangunan, (c) pengendalian atas pelaksanaan pembangunan, serta (d) peran
sebagai enabler yaitu koordinasi inisiatif sebagai pemampu upaya strategis-taktis
dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil
pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan yang dihadapi. Selain hal-hal mendasar mengenai transformasi
Kementerian PPN /Bappenas pada tugas dan fungsi, implikasinya terhadap seluruh
aktivitas juga harus dipetakan ke dalam bentuk kerangka regulasi.

Tabel 4 mendeskripsikan kerangka regulasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-
2024, sedangkan rincian Kerangka Regulasi dapat dilihat pada lampiran.
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Pengatur
Organisasi Tata Kerja
(SOTK) Bappenas

gka Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024
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Berdasarkan hasil analisis atas evaluasi

kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi
Bappenas yang masih belum terakomodasi
pada regulasi yang ada

2 Pengaturan tentang Untuk memastikan pencapaian prioritas
pendampingan dan nasional yang didukung oleh Pemerintah
penguatan terhadap K/L Daerah, perlu ada regulasi yang mengatur
dan pemerintah daerah terkait dengan pendampingan dari
terkait pencapaian Kementerian PPN /Bappenas terhadap daerah
prioritas nasional

3 Pengaturan tentang Perlu peraturan dan turunannya hingga
pengembangan petunjuk teknis dan lapangan untuk
pembangunan yang kebijakan yang bersifat lintas sektor seperti
bersifat lintas sektor isu penyandang disabilitas,
sesuail dengan prioritas keberlanjutusiaan, dan isu lainnya
nasional

4 Pengaturan tentang Regulasi yang ada belum menjelaskan secara
sinkronisasi kelembagaan khusus terkait dengan investasi publik
dan regulasi terkait
investasi publik yang
memadai

5] Pengaturan tentang Regulasi yang ada belum menyebutkan
sinkronisasi dan sinergitas | langsung mengenai kegiatan lintas Kemenko
kebijakan strategis
nasional, serta kegiatan
lintas Kemenko

6 Revisi PP 39 Tahun 2006 Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor
tentang Tata Cara, 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Pengendalian, dan Perencanaan dan Penganggaran
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Rencana Pembangunan

7 Pengaturan koordinasi Belum adanya regulasi yang mengatur
dalam melakukan exercise | negosiasi alokasi anggaran K/L mitra dengan
alokasi anggaran K/L Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan.
mitra dengan Direktorat Selain itu perlu juga penajaman dalam proses
Alokasi Pendanaan koordinasi antara Kedeputian Bidang
Pembangunan Pendanaan Pembangunan Kementerian

PPN/Bappenas dengan Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan
koordinasi antara Kedeputian Pendanaan
Kementerian PPN /Bappenas dengan
direktorat sektor.

8 | Pengaturan SOP atau Belum adanya SOP atau panduan mengenai
panduan perencanaan dan | evidence base planning and policy
kebijakan berdasarkan
evidence

9 Pengaturan koordinasi Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas
penyusunan anggaran di lewat SOP yang diatur dalam Persesmen/
Internal Bappenas Kepsesmen untuk penguatan dan sinergi Biro

Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana,
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan, dan
Inspektorat Bidang Administrasi Umum
dalam pengendalian penyusunan
perencanaan dalam pengendalian
penyusunan perencanaan dan penganggaran
vang efektif dan efisien pada unit-unit kerja di
Kementerian PPN/Bappenas secara holistik
dan terintegratif

10 | Pengaturan koordinasi Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas

penyusunan anggaran

lewat SOFP dalam pengendalian penyusunan
perencanaan dan penganggaran yang efektif
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-30-

i pembentukan berdasarke
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dan efisien untuk K/L. Proses sinkronisasi

diperlukan untuk menjaga target-target
prioritas nasional yang sudah ditetapkan
dalam RPJMN 2020-2024. Perlu segera
disusun peraturan yang menjadi acuan bagi
para penelaah Kementerian PPN/Bappenas
dalam menjaga konsistensi target prioritas
nasional, utamanya pada saat pelaksanaan
anggaran. Pada saat ini, peraturan yang ada
masih terbatas pada tataran perencanaan,
namun demikian proses pelaksanaan
anggaran K/L, Kementerian PPN/Bappenas
tetap bisa menjalankan perannya sebagai
pengendali pembangunan.

11

Pengaturan pengendalian
RPJMN dan RKP

Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas
lewat SOP yang diatur dalam Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka
sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian
PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN
dan RKP terutama terkait dengan isu-isu
substantif seperti PN, PP, KP, Major Project
secara holistik dan terintegratif. Selain itu,
diperlukan sinkronisasi data sharing
perencanaan dan penganggaran serta
realisasi belanja K/L

12

Pengaturan kelembagaan

Belum adanya pengaturan kelembagaan
Kementerian PPN /Bappenas agar secara
fleksibel mampu beradaptasi dengan mudah
terhadap perubahan lingkungan strategis
nasional.

13

Pengaturan juklak
penyusunan RKP sebagai
tindak lanjut Permen
PPN /Bappenas Nomor 5
Tahun 2018

Belum ada peraturan yang mengatur turunan
dari Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun
2018 mengenai juklak atau penanggung
jawab pembuatan RKP secara jelas. Termasuk
proses rangkaian musrenbangprov,
musrenbangnas, rakorbangpus, dan tindak
lanjut setelahnya.

14

Evaluasi terhadap UU
SPPN dan peraturan teknis
yvang telah ada dan yang
perlu diterbitkan

Perlu dilakukan pemilahan, penyusunan, dan
pembentukan peraturan perundang-
undangan yang diperlukan, dan
mengutamakan pengawasan internal sejauh
mana implementasinya

Penyesuaian Permen No.
1/2017 tentang Pedoman
Evaluasi Pembangunan
Nasional dengan PP No. 17
Tahun 2017

Perlunya penyesuaian pedoman evaluasi
pembangunan nasional yang selaras dengan
perkembangan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional

16

Penyusunan UU tentang
RPJPN Tahun 2025-2045

UU ini untuk mengakomodasi penyusunan
RPJPN Tahun 2025-2045

17

Penyusunan Penyesuaian
Peraturan tentang
Pembinaan Jabatan
Fungsional Perencana

Perlunya penyesuaian peraturan Jabatan
Fungsional Perencana dimaksudkan untuk
memenuhi tuntutan dinamika perubahan
yang ada serta menjamin kualifikasi dan
kompetensi Jabatan Fungsional Perencana
sesuai dengan standar.

18

Dasar Hukum Pemindahan
Ibu Kota Negara

Diperlukan dasar hukum yang jelas berupa
Undang-Undang terkait dengan pemindahan
Ibu Kota Negara (IKN). Kementerian
PPN/Bappenas sebagai salah satu pengelola
proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
perlu mempersiapkan regulasi tersebut.
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3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas diarahkan untuk dapat

mentransformasikan kelembagaan perencanaan dan pembangunan nasional, agar

secara efektif mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kerangka

kelembagaan adalah perangkat kementerian yang meliputi struktur organisasi

ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Rancangan Teknokratik

RPJMN 2020-2024 menekankan pentingnya penataan arsitektur kelembagaan

sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan nasional secara efektif dengan

berdasarkan prinsip “Structure Follow Strategy”. Penataan arsitektur kelembagaan

ke depan mencakup pada 3 (tiga) aspek yvang meliputi:

1. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;

2. Mengarahkan perubahan tata kelola pemerintahan dalam mencapai tujuan
pembangunan; dan

3. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi dan
ketepatan proses (tata laksana organisasi).

Sejalan dengan agenda penataan arsitektur kelembagaan tersebut serta
memperhatikan tantangan pembangunan ke depan, hasil evaluasi kelembagaan pada
tahun 2019 menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas perlu melakukan
transformasi untuk menjalankan peran strategis dalam perencanaan pembangunan
nasional sebagai penguat kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan ini akan
menjadi landasan untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian
PPN/Bappenas. Terdapat rumusan peran baru yang ditujukan untuk mendorong
percepatan pembangunan nasional melalui pengembangan kebijakan inovasi
pembangunan, pengembangan kapasitas ASN perencana pembangunan, sinkronisasi
kelembagaan dan regulasi, sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional
dan mendorong kerja sama multipihak (termasuk non pemerintah). Rumusan peran
baru Kementerian PPN /Bappenas tersebut sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Perencanaan

Alokasi

Pengendalian

Enabler

Penyusunan ¢ Mengalokasikan Pengendalian ¢ Pengembangan
ekonomi makro pembiayaan pembangunan kebijakan
Penyusunan berdasarkan yang menjamin inovasi

tema, sasaran, prioritas tercapainya pembangunan
arah kebijakan, nasional pada hasil yang bersifat
dan prioritas sektor dan pembangunan lintas sektor
pembangunan proyek strategis (outcome) sesuai dengan
Melakukan nasional yang Pendampingan proyek
koordinasi, berkelanjutan dan penguatan strategis
sinkronisasi Pengembangan terhadap K/L nasional
pelaksanaan model investasi dan pemerintah | ¢ Perumusan
kebijakan publik dan daerah terkait policy paper di
perencanaan portofolio dengan bidang

dan pembiayaan pencapaian perencanaan
penganggaran pembangunan proyek strategis pembangunan
penyiapan Melakukan nasional dan kebijakan
rancang perumusan Koordinasi lainnya.
bangun sarana grand design intensif dengan » Penguatan
dan prasarana terkait K/L terkait, kapasitas
Penyusunan koordinasi konsultasi perencanaan di
rencana kelembagaan publik dan pusat dan di
pembangunan yang terlibat penguatan daerah dalam
nasional secara berikut sumber peran Kemenko menciptakan
tematik, daya Koordinasi mekanisme
holistik, manusianya lintas pelaku pendanaan
integratif, dan dan pembangunan yang inovatif
spasial (THIS) pembiayaannya dengan K/L, dan kreatif
dalam Melakukan pemerintah « Sinkronisasi
penetapan evaluasi daerah, kelembagaan
program dan capaian target akademisi, dan dan regulasi
kegiatan pembangunan kunjungan terkait

K/L/D sebelumnya lapangan investasi publik
Kesepakatan dan perumusan pelibatan peran yang memadai
global perencanaan serta para




B0,

penentuan
asumsi baseline
kondisi terkini
Mengalokasikan
sumber daya
dan berperan

pelaku

pembangunan
beserta menjadi
vocal point
untuk
koordinasi
penanganan isu

» Sinkronisasi

dan sinergitas
kebijakan
strategis
nasional, serta
kegiatan lintas
Kemenko

aktif dalam global tersebut Meningkatkan
menyelesaikan peran serta
isu global kemitraan non

pemerintah
serta kegiatan
lintas Kemenko
¢ Penguatan
peran
Kementerian
PPN /Bappenas
sebagai think-
tank untuk
menyusun
perencanaan
vang lebih
inovatif dan
visioner

Pelaksanaan dari peran Perencanaan | Pelaksanaan dari | Pelaksanaan dari
dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas | peran peran Enabler
Kementerian PPN/Bappenas sebagai | Pengendalian dilakukan melalui
Pengambil Keputusan, Koordinator, | dilakukan melalui | kapasitas
Think-tank, dan Administrator kapasitas Kementerian

' o L PPN/Bappenas
sebagai Think-tank

| Think-tan

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas maka
telah dilakukan langkah penguatan dan penataan kelembagaan dengan
mempertimbangkan kebijakan kelembagaan nasional sebagaimana tercermin dari
peran-peran yang akan diambil selama S (lima) tahun ke depan ini. Penataan ini
meliputi penguatan fungsi, penataan struktur organisasi termasuk kebijakan
penyederhanaan birokrasi. Dengan adanya rumusan-rumusan peran tersebut,
kebijakan penyederhanaan birokrasi dan semakin berkembangnya penugasan-
penugasan strategis Kementerian PPN/Bappenas maka ke depannya struktur
organisasi akan mengarah kepada struktur organisasi yang semakin fungsional dan
berbasis keahlian. Peran ini akan dilakukan secara terkoordinir baik oleh para

Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta secara keahlian dilakukan oleh para Jabatan

Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya sesuai bidangnya.

Pembagian peran tersebut dalam rangka melakukan arah kebijakan dan strategi

Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

s Pejabat Madya dan Pratama akan berperan sebagai pemberi arahan strategis
dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan serta peran
manajerial;

e Staf Ahli akan berperan sebagai quality assurance dan supervisi pelaksanaan
tugas-tugas strategis sesuai bidangnya dan penugasan khusus;

« Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya
akan menjadi think-tank berdasarkan keahlian bidangnya.

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 telah mempertegas posisi Kementerian
PPN/Bappenas sebagai lembaga yang memberikan pemikiran-pemikiran secara
langsung kepada Presiden. Hal ini akan memperkuat posisi Kementerian
PPN/Bappenas sebagai mesin perencana dalam melakukan perencanaan dan
pembangunan di Indonesia. Rincian dan penjelasan turunan dari kerangka
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kelembagaan akan dijabarkan dalam tugas dan fungsi serta struktur organisasi
Kementerian PPN/Bappenas selanjutnya.

3.4.1 Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Sebagaimana dalam Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara
dyelaskan bahwa Kementerian PPN /Bappenas masuk dalam Kementerian Kelompok
Il yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian
Kelompok Il mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara sesuai dengan peran Kementerian PPN /Bappenas dalam pelaksanaan agenda
pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran
penting dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama: (i) berperan dalam
menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional yang
mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yvang
meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik
Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); dan (ii) berperan dalam
menyinergikan perencanaan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan pusat
dan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian PPN /Bappenas masih
mengacu pada Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2021 tentang Kementerian PPN dan
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2021 tentang Bappenas. Berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian PPN,
fungsi Kementerian PPN adalah sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan
nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor,
dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka
regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;

2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan
penganggaran pembangunan nasional;

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian PPN;

4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian PPN; dan

5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN,

Dalam rangka mengoperasionalkan fungsi kementerian tersebut, maka dituangkan

fungsi Bappenas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang

Bappenas. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden tentang Bappenas tersebut

mengamanatkan fungsi Bappenas untuk melaksanakan:

1. pengoordinasian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan
nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal, sektoral, lintas
sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional,
rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan
pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan nasional,

2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana
dan prasarana;

3. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam
penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;

4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka
sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara; -

5. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;

6. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan
nasional;

7. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana
pembangunan nasional;
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pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber
pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk
pembangunan bersama-sama instansi terkait;

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di
Kementerian PPN /Bappenas;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Kementerian
PPN /Bappenas;

. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian PPN/Bappenas; dan
pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian PPN/Bappenas.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga
menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
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3.4.2 Struktur Organisasi Kelembagaan

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka memiliki struktur
seperti pada Gambar 5.

organisasi

Gambar 5. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas 2020- 2024
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Hal strategis pada lingkup struktur organisasi dan sumber daya manusia
Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2020-2024 berdasarkan arahan Presiden
adalah penyederhanaan struktur birokrasi. Penghapusan Eselon IIl dan eselon IV
berimplikasi pada pengalihan jabatan struktural tersebut menjadi jabatan fungsional.
Struktur yang berlaku sebelum penyederhanaan birokrasi masih menempatkan
adanya posisi Eselon Il dan eselon 1V seperti yang terlihat pada gambar 6.

Gambar 6. Struktur yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas sebelum
Penyederhanaan Birokrasi

inspekturtitama -

 Auditor B

i
=8

Sumber: Bappenaé, dmlah[2019)

Sejalan dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi secara nasional dalam
struktur birokrasi pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan
mekanisme kerja Integrated Digital Workspace (IDW) dan Smart Office. Penerapan
mekanisme ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja
pegawai di Kementerian PPN/Bappenas. Inisiatif ini untuk mendukung mekanisme
kerja sesudah adanya penyederhanaan birokrasi. Gambar 7 berikut menjelaskan
bagaimana perubahan mekanisme dan alur kerja dalam struktur tersebut.

Gambar 7. Perubahan Alur Kerja Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024
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 Sumber: Bappenas, diolah (2019)

Perubahan terhadap struktur tersebut kemudian akan didukung dengan
mekanisme hubungan kerja antara JPT dengan JFP dalam kerangka think tank dari
Kementerian PPN /Bappenas, sebagaimana terdapat pada Gambar 8 berikut.
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Gambar 8. Mekanisme Hubungan JPT dan JFP dalam Kerangka Think-
Tank Kementerian PPN/Bappenas
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Tugas Kementerian PPN /Bappenas terhadap 7 (tujuh) agenda adalah mengefektifkan
kolaborasi antar unit kedeputian untuk secara sinergi mewujudkan transformasi
ekonomi. Pencapaian transformasi ekonomi harus menyesuaikan kondisi potensi dan
kekhasan wilayah sebagai basis pembangunan dan didukung oleh SDM berkualitas
dan berdaya saing, reformasi mental dan pembangunan kebudayaan, serta
pembangunan infrastruktur. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi lingkungan
hidup dan kerentanan bencana di setiap wilayah. Namun, terdapat prasyarat dalam
pencapaian transformasi ekonomi yaitu kondisi politik, hukum, pertahanan, dan
keamanan harus kondusif yang dilakukan melalui stabilitas politik dan pertahanan
keamanan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Di samping itu, terdapat
pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan yaitu
lingkungan hidup dan kerentanan bencana.

Penguatan institusi Kementerian PPN/Bappenas juga dilakukan dengan penentuan
arah dan strategi Kedeputian dan Staf Ahli di Kementerian PPN/Bappenas dengan
penjabaran sebagai berikut. Arah dan strategi ini diorientasikan dalam rangka
mengefektifkan kolaborasi antar unit kedeputian untuk mewujudkan transformasi
ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan melalui pencapaian
sasaran/target masing-masing agenda. Secara rinci, dilaksanakan melalui Program
Perencanaan Pembangunan Nasional di masing-masing unit kerja eselon I sebagai
berikut:

1. Kedeputian Bidang Ekonomi
Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Ekonomi pada Program FPerencanaan
Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM). Deputi Bidang Ekonomi
menjadi penanggung jawab tim KEM yang bertugas untuk memberikan
arahan strategis dalam penyelesaian penyusunan dan pemutakhiran KEM.

b. Penyusunan target pertumbuhan sektoral untuk digunakan acuan bagi
kebijakan sektoral sebagai dasar penentuan alokasi masing-masing K/L.

c. Penyusunan Resource Envelope (Ketersediaan Anggaran) berdasarkan hasil
penelaahan asumsi makro yang akan digunakan untuk menyusun rencana
belanja K/L.

d. Penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal dan moneter nasional.

e. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor ekonomi.
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Selain fungsi strategis tersebut, Arah program Kedeputian Bidang Ekonomi
difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1
RPJMN 2020-2024, vyaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, serta mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan
Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan
menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; dan Agenda 5
RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya
saing.

b. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
ketahanan ekonomi.

c. Penyusunan rencana akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan
perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif
dan digital.

d. Pengembangan inovasi penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya
saing.

e. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.

Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Regional pada Program
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan kerangka ekonomi makro
regional.

b. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
di bidang pengembangan regional.

c. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor regional.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang
Pengembangan Regional difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan
sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan
bagi penentuan agenda pembangunan lain, serta mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi
Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu:
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan Agenda 7
RPJMN 2020-2024 vaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin
pemerataan dengan pemenuhan pelayanan dasar.

b. Penyusunan rencana pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan
inklusif berdasarkan potensi sumber daya dan keunggulan daerah,
penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang,
penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah,
penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah serta peningkatan
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kapasitas keuangan daerah, peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar
secara merata dan peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan
bencana dan perubahan iklim.

c. Pengembangan inovasi pembangunan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin
pemerataan.

d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan wilayah.

e. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pengurangan kesenjangan dan pemerataan wilayah.

Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
(PMMK)

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Regional pada Program
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan.

b. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor pembangunan manusia, masyarakat dan
kebudayaan.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang PMMK
difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 3
RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, serta mendukung pencapaian
dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi
landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain, yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas dan berdaya saing yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif,
inovatif, terampil dan berkarakter untuk pembangunan yang inklusif dan
merata (Agenda 3).

b. Penyusunan kebijakan revolusi mental untuk mengubah cara pandang,
sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan (Agenda
4).

c. Penyusunan rencana peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
berdasarkan peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta, peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas, serta
peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (Agenda 3).

d. Penyusunan rencana revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
terpadu berdasarkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi
beragama, penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas (Agenda 4).

e. Penyusunan rencana pengembangan SDM dan iptek berbasis keunggulan
wilayah (Agenda 2).

f. Pengembangan inovasi pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya
saing, dan revolusi mental yang berorientasi pada kemajuan dan
kemodernan.

g. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk Peningkatan SDM yang berkualitas dan
berdaya saing yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif,
terampil dan berkarakter (Agenda 3).

h. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).
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i. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (Agenda 4).

Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (KK)

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada
Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.

b. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor kependudukan dan ketenagakerjaan.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang
Kependudukan dan Ketenagakerjaan diarahkan untuk membantu mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu:
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi
landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 3 RPJMN 2020-
2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan; dan Agenda S5 RPJMN 2020-2024 yaitu:
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar, yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan
perlindungan sosial untuk peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya
saing (Agenda 3).

b. Penyusunan rencana pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola
kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; pengentasan
kemiskinan; dan peningkatan produktivitas dan daya saing (Agenda 3).

c. Penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja
berbasis keunggulan wilayah (Agenda 2).

d. Pengembangan inovasi pembangunan ketenagakerjaan, kependudukan,
kemiskinan, dan perlindungan sosial.

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk (1) pengembangan sumber daya tenaga
kerja; (2) pengendalian kependudukan; (3) pengentasan kemiskinan; dan (4)
penguatan perlindungan sosial (Agenda 3).

f. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pengembangan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan
perlindungan sosial untuk peningkatan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).

Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana pada Program
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang sarana dan prasarana.

b. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor sarana dan prasarana.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Sarana dan
Prasarana difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran
Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu:
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Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi
landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; dan Agenda 7 RPJMN
2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik, yvang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan penguatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas
perekonomian serta pemerataan pembangunan (Agenda 4).

b. Penyusunan rencana penguatan infrastruktur berdasarkan pembangunan
infrastruktur pelayanan dasar; pembangunan konektivitas multimodal;
pembangunan infrastruktur perkotaan; Pembangunan energi dan
kelistrikan; dan pembangunan dan pemanfaatan teknologi, informasi, dan
komunikasi untuk transformasi digital (Agenda 4).

c. Penyusunan rencana peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara
merata untuk mendukung pengembangan wilayah (Agenda 2).

d. Pengembangan inovasi pembangunan penguatan infrastruktur untuk
mendukung aktivitas perekonomian serta pemerataan pembangunan.

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk penguatan infrastruktur pendukung
aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan.

f. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pembangunan untuk penguatan infrastruktur pendukung aktivitas
perekonomian dan pemerataan pembangunan.

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA)

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam pada
Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam.

b. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor kemaritiman dan sumber daya alam.

c. Sinkronisasi kegiatan sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional dalam
proses perencanaan dan penganggaran K/L terkait seperti: memfasilitasi
pemberian insentif tambahan, memprioritaskan anggaran untuk penelitian
dan pengembangan di bidang energi, pengembangan pilot penguasaan
teknologi energi tertentu dan pembangunan infrastruktur energi,
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama bersumber dari
energi baru terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur EBT secara
berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak akan mendapatkan jaringan
listrik dalam jangka panjang, dan perluasan jaringan infrastruktur energi
untuk peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi minyak tanah ke LPG
(liquefied petroleum gas).

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang KSDA

difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 6

RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan

Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat

Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk

Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan

bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu:

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk

Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN

2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
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Bencana dan Perubahan Iklim; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu:
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik,
yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung
percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing
(Agenda 1).

b. Penyusunan kebijakan pembangunan lingkungan hidup; peningkatan
ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).

c. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup
pemenuhan pangan dan pertanian, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan
perikanan, juga dalam hal pengelolaan sumber daya air, sumber daya energi,
serta kehutanan (Agenda 1).

d. Penyusunan rencana peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan
ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan pembangunan rendah karbon
(Agenda 6).

e. Penyusunan rencana pengembangan komoditas unggulan daerah (Agenda
2).

f. Pengembangan inovasi pembangunan pengelolaan sumber daya alam untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengembangan komoditas unggulan
daerah, pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana;
dan perubahan iklim (Agenda 1,2, dan 6).

g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk pengelolaan sumber daya alam
pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan
berdaya saing; serta pengembangan wilayah (Agenda 1 dan 2).

h. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan
bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).

i. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pengelolaan sumber daya alam pendukung percepatan pertumbuhan
ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing; serta pemerataan
pengembangan wilayah (Agenda 1 dan 2).

j. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan
perubahan iklim ( (Agenda 6).

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan (Polhukhankam) pada Program Perencanaan Pembangunan
Nasional adalah:

a. Dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Regulasi Nasional.

b. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

c. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor kemaritiman dan sumber daya alam.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) difokuskan untuk
memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 7 RPJMN 2020-2024
yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik, serta mendukung pencapaian tujuan Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yang meliputi:
a. Penyusunan kebijakan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan,
dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap
bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).
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b. Penyusunan rencana reformasi kelembagaan birokrasi; penataan kapasitas
Lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan gender dan kebebasan;
perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan
siber; peningkatan akses keadilan dan anti korupsi; optimalisasi kebijakan
luar negeri, khususnya melalui dukungan ProPN "Knowlegde Sharing Kerja
Sama Selatan-Selatan dan Triangular'; dan peningkatan rasa aman,
penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan (Agenda
7).

c. Pengembangan inovasi pembangunan stabilitas politik, hukum, pertahanan
dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik (Agenda 7).

d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk stabilitas politik, hukum, pertahanan
dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan
melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda
T

e. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi
pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta
menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).

Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Arah program Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan difokuskan untuk

memastikan kebijakan dan rencana pendanaan sesuai Kerangka Pendanaan

dalam RPJMN 2020-2024, untuk mencapai sasaran/target 7 (tujuh) agenda

pembangunan. Untuk itu, fungsi strategis Kedeputian Bidang Pendanaan

Pembangunan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber
pendanaan pembangunan.

b. Penyusunan rencana pemanfaatan sumber-sumber pendanaan
pembangunan.

c. Koordinasi pengelolaan dan pencarian sumber-sumber pendanaan alternatif
Non-APBN seperti KPBU.

d. Penyusunan kerangka pendanaan pembangunan, pagu indikatif, pagu
anggaran dan alokasi anggaran.

e. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan pendanaan
pembangunan.

f. Koordinasi kebijakan dan peraturan pendanaan pembangunan dalam
perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

g. Koordinasi sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
pembangunan nasional,

h. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan pendanaan
pembangunan.

Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Arah program Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan difokuskan untuk menerjemahkan kaidah pelaksanaan
terutama kerangka evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMN 2020-2024
untuk memastikan pencapaian sasaran/ target 7 (tujuh) agenda pembangunan.
Untuk itu, fungsi strategis Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan, yaitu:

a. Penyusunan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian
pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RKP setiap tahun.

b. Penyusunan panduan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang
terukur, konsisten, koheren, serta sistematis bagi stakeholder dalam
melaksanakan pencapaian sasaran/target.

¢. Perumusan dan pembangunan sistem dan informasi pemantauan, evaluasi,
dan pengendalian yang memudahkan stakeholder mendapatkan data
perkembangan dan capaian.
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d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian
sasaran/ target nasional dan dampaknya terhadap kemajuan dan
kesejahteraan.

e. Koordinasi pelaksanaan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintah
Berbasis Elektronik.

Inspektorat Utama

Untuk memastikan keteraturan, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan
maupun prosedur administrasi di Kementerian PPN/Bappenas, ditugaskan
kepada Inspektorat Utama untuk memantau kolaborasi unit kedeputian dalam
mewujudkan transformasi ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda
pembangunan. Tugas dari Inspektorat Utama meliputi:

a. Pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian PPN/Bappenas terhadap
kinerja dan keuangan melalui pengawasan, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya.

b. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Kementerian
PPN /Bappenas.

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri
PPN /Kepala Bappenas.

d. Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di
Kementerian PPN /Bappenas.

e. Melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai
lingkup bidang tugasnya.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas

menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur Kementerian PPN/

Bappenas yang mendukung unit kedeputian dalam mewujudkan transformasi

ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan. Selain tugas tersebut,

Sekretariat Kementerian/Sekretariat melaksanakan fungsi pembinaan dalam

implementasi peran Kementerian PPN/Bappenas dalam peningkatan kualitas

SDM Perencanaan Pembangunan, koordinasi pengelolaan Data dan Informasi

Pembangunan, dan koordinasi lembaga Think tank pemerintah. Secara rinci

tugas Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama meliputi:

a. Pengoordinasian kegiatan dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.

b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian PPN/
Bappenas.

c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.

d. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum.

e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan
pengadaan barang/jasa.

f. Penyelenggaraan program pendidikan gelar dan non gelar bagi aparatur
negara dalam bidang perencanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional
Perencana Pemerintah. '

g Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan Data dan Informasi perencanaan
pembangunan nasional dalam kerangka kebijakan Satu Data Indonesia.

h. Penyelenggaraan koordinasi antar lembaga think tank pemerintah dalam
mendukung proses perencanaan pembangunan nasional.
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Tabel 6. Sinkronisasi antar Deputi Terhadap 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

= 7 (TUJUH) AGENDA PEMBANGUNAN RPIMN 2020-2024 .
Agenda 2 Agenda 3 Agendad Agenda § Agenda 6 Agenda 7

Asa 1

MemperkuatKetahanan  Mengembangkan Meningkatkan  RevolusiMenta! dan Memperkuat Membangun Memperkuat Stabititas
Unit kerja Ekonomi Wilayah untuk Sumber Daya Pembangunan Infrastruktur untuk Lingkungan Hidup, Polhukhankam dan
: untuk Pertumbuhan Mengurangi Manusiayang Kebudayaan Mendukung Meningkatkan Transformasi
yang Kesenjangandan Berkualitas dan Pengembangan Ketahanan Pelayanan Publik
Berkualitasdan Menjamin Pemerataan BerdayaSaing Ekonomidan Pelayanan Bencana,dan
Berkeadilan ; ; Dasar Perubahaniklim
| v B i 0
748 Deputi o v 4] 0 0
:Hl Deputi KSDA 0 0 L 0 v
Deputi KK 4] 0 0 0 0
3 Deputi PMMK 0
" Deputi Sapras 0 iy v 0
n.- ':':_'“l_l’P_bII L ; & i 0 |
Deputi Pendanaan Pembangunan £ £ £ £ £ 3 £
Deputi PEPP o “ : . - 0

Keterangan:

v : PiCapaian Sasaran dan Capaian Dukungan K/L Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

0 : Dukungan capaian sasaran dan dukungan K/L Agenda Pembangunan RPIMN 2020-2024

£ : Dukungan Pendanaan Agenda Pembangunan RPIMN 2020-2024

so : P Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Agenda Pembangunan RPIMN 2020-2024

Sumber: Bappenas, diolah (2020)
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Gambar 9. Mekanisme Kolaborasi antar Deputi
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Berdasarkan gambar tersebut di atas, mekanisme kolaborasi antar deputi meliputi:
(1) telaah hasil evaluasi pembangunan, (2) penyusunan Kerangka Ekonomi Makro
(KEM); (3) penjabaran KEM ke proyeksi makro setiap wilayah beserta strategi
pencapaiannya di setiap wilayah; (4) penjabaran kerangka perencanaan wilayah ke
dalam rencana sektor; (5) pengalokasian anggaran (6) penyusunan rencana sektor
nasional dan penjabarannya secara wilayah. Mekanisme kolaborasi ini merupakan
penjabaran untuk mengurangi inkonsistensi dan kurangnya sinergi kebijakan
pembangunan yang disusun antar unit kerja, yang secara rinci diuraikan sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Telaah Hasil Evaluasi Pembangunan

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan sebagai
koordinator dalam penyusunan evaluasi pembangunan menghasilkan hasil
evaluasi dan kegiatan-kegiatan perumusan teknokratik perencanaan menjadi
dasar untuk penyusunan kerangka ekonomi makro, sasaran sektor, sasaran
regional, dan penyusunan RKP (arah kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan).

Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM)

e Dengan mengacu kepada RPJMN, hasil evaluasi RKP tahunan, dan
rekomendasi kebijakan menjadi dasar dalam proses penyusunan target-
target pembangunan. Target-target pembangunan yang dimaksud adalah
Gini Rasio, Indeks Pembangunan Manusia, Kerangka Ekonomi Makro,
Tingkat Pengangguran, Penurunan Kemiskinan, dan Pertumbuhan
Ekonomi. Target-target pembangunan tersebut kemudian diturunkan
berdasarkan capaian yang diperlukan berdasarkan masing-masing sektor
yang ada serta dikelompokkan berdasarkan aspek kewilayahannya.

e Target pembangunan menjadi dasar menajamkan perhitungan resource
envelope yang diperlukan untuk menentukan besaran anggaran yang akan
dialokasikan untuk membiayai pembangunan

Penjabaran KEM ke Proyeksi Makro Setiap Wilayah

Mengacu pada KEM Nasional selanjutnya diturunkan ke dalam proyeksi dasar
makro di setiap wilayah (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan,
IPM, dan gini ratio). Hasil dari proyeksi ini menjadi dasar dalam menyusun
strategi pembangunan wilayah hingga kebutuhan alokasi anggaran untuk
pencapaian proyeksi makro kewilayahan. Produk akhir yang dihasilkan adalah
kerangka ekonomi makro wilayah dan arah kebijakan pembangunan prioritas
per wilayah. Dalam menghasilkan kerangka dan arah kebijakan per wilayah,
Bappeda masing-masing wilayah akan terlibat dalam proses penyusunannya.

Penjabaran Kerangka Perencanaan Wilayah ke dalam Rencana Sektor

e Sektor dan regional melakukan koordinasi menyusun kebijakan, sasaran,
target, program, kegiatan, proyek prioritas, dan kebutuhan anggaran
berbasis wilayah/lokus.

s Penyusunan sasaran dan target pembangunan sektor mengacu pada Tema,
PN, PP, dan KP dengan dasar kerangka pembangunan wilayah dan lintas
sektor.

e Selain menetapkan sasaran dan target sektor dalam kerangka Prioritas
Nasional, dalam rangka mencapai sasaran pemerataan wilayah dan
pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) juga ditetapkan sasaran dan
target sektor.

e Sasaran dan target sektor yang telah ditetapkan menjadi acuan penyusunan
Renja K/L.

Pengalokasian anggaran

Dengan mengacu pada KEM, proyeksi makro kewilayahan, serta target
pembangunan prioritas nasional dan sektor disusun kerangka pendanaan
(resource envelope) sebagai dasar penyusunan pagu indikatif anggaran, pagu
anggaran, dan alokasi anggaran, serta arah kebijakan transfer daerah.
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(6) Penyusunan Rencana Sektor Nasional
e Sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam kerangka prioritas nasional
dan prioritas sektor/bidang menjadi dasar pengalokasian anggaran.
+ Pengalokasian anggaran dilakukan dengan mengacu pada pagu indikatif,
pagu anggaran, dan alokasi anggaran K/L.
e Alokasi anggaran ini menjadi dasar penyusunan RKA K/L.

Penerapan dari mekanisme kolaborasi tersebut diterapkan pada saat penyusunan
produk-produk perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan dengan
menggunakan alur mekanisme kolaborasi tersebut bisa menjadi jalur dalam
penyusunan perencanaan dapat meningkatkan integrasi dan harmonisasi antar
sektor sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan prinsip
THIS.

Lebih lanjut, untuk penyusunan produk perencanaan tahunan (RKP) ada beberapa
poin yang perlu diperhatikan. Terutama produk ini merupakan produk tahunan yang
merupakan salah satu tugas utama dari Kementerian PPN/Bappenas. Beberapa
pokok penjelasan proses penyusunan RKP yang perlu diperhatikan oleh unit kerja
yaitu:
¢ Draf awal RKP berisi tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan
nasional.

¢ Tema, Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan
Proyek Prioritas diturunkan dari 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024
dengan mempertimbangkan capaian sebelumnya ketersediaan anggaran, dan
arahan pembangunan wilayah.

¢ Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mengkoordinasikan pencapaian
sasaran/target pembangunan seluruh sektor.

¢ Penanggung jawab PN/Major Project mengkoordinasikan penyusunan sasaran

dan target PN, PP, KP, dan Proyek Prioritas, sedangkan unit mitra K/L
mengkoordinasikan penyusunan sasaran/target pembangunan sektor nasional,
untuk selanjutnya:

7 Memetakan kementerian/lembaga dan swasta yang terlibat dalam

pencapaian sasaran dan target Prioritas Nasional,
» Memastikan Proyek Prioritas tersebut diacu dalam Renja K/L;
» Memastikan Proyek Prioritas dianggarkan dalam RKA K/L.

e Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mengkoordinasikan pencapaian
sasaran/ target pembangunan seluruh sektor.

Penyusunan RKP merupakan perwujudan penjabaran RPJMN dan menjadi pijakan
acuan penyelenggaraan pembangunan bagi kementerian/lembaga, pemerintah
daerah, badan usaha, swasta, dan masyarakat. Dalam upaya menyelaraskan tersebut
didukung menggunakan aplikasi KRISNA dalam Sistem Kerja Kementerian
PPN /Bappenas.

Selain penyusunan produk perencanaan tahunan, produk-produk utama dari
Kementerian PPN/Bappenas tercerminkan melalui gambar 10 yang menjelaskan
mengenai proses bisnis pada tingkat kementerian. Peran perencanaan dan alokasi
tercerminkan dari produk perencanaan tahunan, jangka menengah, dan jangka
panjang yang dihasilkan. Peran pengendalian tercerminkan dari pelaksanaan
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan
pembangunan. Peran enabler tercerminkan melalui perumusan dokumen rencana
teknokratik untuk menghasilkan inovasi pembangunan, serta penyusunan policy
paper terhadap kebijakan strategis.
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Gambar 10. Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas
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Untuk mengefektifkan pencapaian tujuan pembangunan nasional termasuk pencapaian 7 agenda pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan 4
(empat) peran yang dijalankan sebagaimana dirangkum dalam proses bisnis pada Gambar 11. Peran perencanaan dan alokasi anggaran tergabung menjadi satu
karena menghasilkan output produk yang tak terpisahkan.
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3.4.3 Penguatan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pusat

Perencanaan pembangunan nasional mempunyai tujuan tertentu yang dituangkan dalam
sasaran pembangunan atau indikator-indikator pembangunan nasional. Untuk mencapai
tujuan pembangunan tersebut dan strategi nasional yang digunakan maka perlu
dikomunikasikan kepada daerah. Dukungan tentang apa yang harus diperankan daerah
untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional tersebut sangat penting. Tantangan
utama adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/ RKPD dengan RPJMN/
RKP. Untuk ini perlu adanya komunikasi perencanaan pembangunan yang intensif antara
Bappenas dengan pemerintah daerah khususnya dengan Bappeda-Bappeda. Hal ini dapat
dilakukan dengan menugaskan jabatan fungsional perencana (JFP) baik yang berada di
pusat maupun daerah. Selain itu, kedudukan Bappenas sebagai Kementerian Pembina
Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Nasional baik pusat dan daerah akan memperkuat
komunikasi tersebut.

Peran JFP baik di pusat dan daerah dan networking antara JFP di pusat dan daerah adalah
modal utama yang diperlukan untuk bekerja sama mencari solusi pembangunan Pusat dan
Daerah. Selanjutnya, dengan semakin meningkatnya jumlah Fungsional Perencana Ahli
Utama (PAU), maka penugasannya sebagai Liason Officer (LO) perencanaan pembangunan
daerah di Kementerian PPN/Bappenas diperlukan. Peran LO adalah mengawal dan
memfasilitasi perencanaan pembangunan di daerah sinergi dengan perencanaan
pembangunan nasional. Peran LO oleh PAU tersebut diperlukan agar komunikasi antara
pemerintah daerah dengan Kementerian PPN /Bappenas berjalan lancar.

3.4.4 Pelaksanaan Penugasan Khusus

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan beberapa mandat yang perlu dijalankan
sebagaimana tertuang di dalam peraturan yang berlaku, yaitu terkait dengan:
i Sistemn Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyusunan Rencana Induk Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional. Hal tersebut tertuang pada Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rencana
Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan
berkesinambungan secara nasional. SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam
pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kementerian
PPN /Bappenas diberikan kewenangan untuk menyusun Domain Arsitektur SPBE data dan
informasi. Kementerian PPN/Bappenas dituntut untuk melakukan pembangunan Portal
Data Nasional yang memiliki target waktu penyelesaian pada tahun 2019-2025.

Kementerian PPN/Bappenas juga dituntut melakukan integrasi layanan SPBE. Integrasi

layanan dimaksud adalah Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan melalui

Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi dan memiliki target waktu

penyelesaian pada tahun 2018-2020. Integrasi layanan dilakukan melalui:

e bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah,
akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;

* penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data;

« penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan; akuntabilitas
kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Pada akhir tahun 2024, diharapkan telah tercapai keterpaduan dalam implementasi SPBE,
baik di Pusat dan Daerah, maupun antara Pusat dan Daerah. Untuk mencapai SPBE yang
terpadu, diperlukan pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berupa Rencana
Induk SPBE Nasional. Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Induk SPBE
Nasional yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dengan
memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan
SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018-2025 dan tujuan
pembangunan aparatur negara. Selain penyusunan rencana induk SPBE Nasional,
Kementerian PPN/Bappenas juga ditugaskan untuk melakukan review serta pemantauan
dan evaluasi atas rencana induk tersebut.

Terkait integrasi perencanaan dan penganggaran, yang juga merupakan salah satu aksi
dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), telah ditetapkan target-target
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sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu integrasi 100% untuk tingkat
Pusat pada tzhun 2021, integrasi 100% untuk tingkat Daerah pada tahun 2022, dan
integrasi 100% antara Pusat dan Daerah pada tahun 2023.

2.  Satu Data Indonesia (SDI)

Inisiatif Satu Data Indonesia juga dilaksanakan untuk memenuhi mandat dalam UU No. 25
tentang SPPN yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun atas data
yvang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan terkait SDI pun kemudian
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Perpres Satu Data). Berdasarkan Perpres tentang SDI ini, Kementerian PPN/Bappenas
menentukan target-target capaian program dan kegiatan terkait data dan informasi yang
sejalan dengan implementasi SPBE, antara lain: penyusunan arsitektur SPBE Nasional
Domain Data dan Informasi; Koordinasi Penyelenggaraan Tata Kelola Data dan Informasi
Antar instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; Koordinasi dan Konsultasi Penerapan
Manajemen Data SPBE; Penyusunan Pedoman Manajemen Data SPBE; Portal Pelayanan
Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi; dan Pembangunan Portal Data Nasional.

Selama S (lima) tahun ke depan, SDI akan dioptimalisasikan pelaksanaannya guna
mengelola dan mengoordinasikan pembinaan data dan informasi perencanaan yang lebih
akurat untuk mendukung proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan
secara efektif. Pada tahap awal, kebijakan SDI akan dirumuskan dengan melibatkan
Pembina Data utama dan seluruh Walidata K/L dan Daerah. Tahap selanjutnya akan fokus
pada implementasi kebijjakan Satu Data Indonesia yang didukung oleh Sarana dan
Prasarana TIK, sistem data dan informasi yang terintegrasi, dan ekosistem Data dan
Informasi yang berkualitas. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi perumusan
standar dan prosedur pengelolaan data dan informasi, percepatan interkoneksi dan integrasi
sarana dan prasarana TIK antara K/L dan daerah, pengembangan perangkat analisa dan
informasi serta Decision Support System (DSS) dalam program prioritas strategis, didukung
oleh Capacity Building/Bimbingan Teknis, Knowledge Sharing/Sosialisasi, dan
pengembangan inovasi yang melibatkan masyarakat luas. Setelah platform Satu Data
Indonesia ini sudah mulai bisa dipergunakan, maka pemanfaatan dari data-data yang
tersedia ini akan bermanfaat dalam proses pembangunan nasional pada saat proses
pemantauan, evaluasi serta pengendalian pembangunannya. Ketersediaan data memiliki
peran yang cukup sentral dalam proses tersebut dikarenakan tanpa adanya data yang
relevan dan sesuai, maka tidak bisa dilakukan pengukuran terhadap pencapaian
pembangunan yang telah dilakukan. Ketersediaan data tersebut nantinya akan membantu
Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan langkah-langkah tindaklanjut atas
perkembangan pembangunan sebagaimana hasil data yang diperoleh pada saat
pembangunan tersebut berlangsung.

Di dalam Kementerian PPN /Bappenas, Satu Data akan dikoordinasikan oleh Staf Ahli Bidang
Pemerataan dan Kewilayahan, koordinasi kesekretariatan dilaksanakan oleh Deputi Bidang
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, dan wali data
diampu oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Koordinasi
dilakukan dengan K/L terkait sebagai pembina tingkat pusat meliputi: Kementerian PAN-
RB, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial;, serta berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana satu data di tingkat daerah.

3.4.5 Penguatan SDM

Sampai dengan akhir tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas didukung oleh SDM sebagai
PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 857 orang terdiri atas pegawai laki-laki sebanyak 554
orang (64,64%) dan perempuan sebanyak 303 orang (35,36%). Berdasarkan kualitas
Pendidikan mayoritas berpendidikan lulusan Master (S2) sebesar 43,39%, Sarjana (S1)
sebesar 23,64%, Doktor (S3) sebesar 11,15%, Diploma (D3) sebesar 4,73%, serta
berpendidikan SMU sebesar 16% dan beberapa masih berpendidikan SMP dan SD. Jika
dilihat dari golongan jabatan pegawai, mayoritas terbesar ber-Golongan III sebesar 50,64%,
Golongan IV sebesar 40,02% dan sisanya Golongan Il sebesar 9,33%. Gambaran atas SDM
PNS Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat dari Gambar 11.
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Gambar 11. Kekuatan SDM PNS Kementerian PPN /Bappenas
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Sumber: LKJ Kementerian PPN /Bappenas (2019)

Pada Tabel 7 selanjutnya dapat dilihat jumlah kebutuhan sumber daya manusia agar
optimalisasi peran Kementerian PPN/Bappenas guna mengawal proses pelaksanaan
pembangunan dari siklus awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik. Secara umum,
selama 5 tahun ke depan masing-masing Eselon I yang ada di kedeputian akan mendapatkan
rata-rata per tahun sekitar 24 orang pegawai. Untuk di Kesekretariatan diperkirakan akan
menambah sebanyak 69 orang pegawai rata-rata per tahun. Tujuan penambahan SDM
internal kesekretariatan adalah untuk mengoptimalisasikan pelayanan Kementerian
PPN/Bappenas kepada seluruh unit kerja internal di Kementerian PPN/Bappenas. Pada Unit
Kerja Inspektorat Utama akan mendapatkan tambahan SDM sebanyak 10 pegawai di akhir
2024.

Tabel 7. Proyeksi Kebutuhan PNS Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

1 | Deputi Bidang Ekonomi 27 | 27 | 59 | 19 17 | 149

2 Dep‘utl Bidang Pengembangan %6 %6 30 19 17 118
Regional
3 | Deputi Bidang Kemaritiman dan
4 | Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan 22 22 29 14 14 101
5 | Deputi Bidang Pembangunan
Manusia, Masyarakat dan 24 24 41 19 14 122
Kebudayaan
6 | Deputi Bidang Sarana dan 21 21 90 21 19 172
Prasarana
7 | Deputi Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan 25 25 65 21 17 153
8 | Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan 26 26 42 17 17 128
9 | Deputi Bidang Pemantauan
Evaluasi dan Pengendalian L7 17 59 16 14 123
Pembangunan
10 | Sekretariat Kementerian PPN/
Sekretariat Utama Bappenas 69 69 206 38 22 404
11 | Inspektorat Utama 4 ) 56 11 22 97
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i Jumlah | 287 [ 287 | 691 [ 215 | 190 | 1670 |

Sumber: Proyeksi Kebutuhan PNS Biro Sumber Daya Manusia Kementerian PPN /Bappenas (2022)

Sebagaimana diketahui dari Gambar 12, pada awal Januari Tahun 2020 total pegawai yang
terhitung di Kementerian PPN/Bappenas berjumlah 2.134 pegawai, baik yang PNS maupun
yang non-PNS. Diharapkan pada akhir 2024, jumlahnya akan bertambah 1.770 pegawai
baru atau menjadi 3.904 pegawai yang ada di Kementerian PPN/Bappenas. Dari proyeksi
tersebut, maka pada tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas jumlah pegawainya akan
meningkat sebanyak 83% dari pada sebelumnya. Diharapkan dengan adanya tambahan
SDM tersebut akan berdampak bagi pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Kementerian
PPN /Bappenas yang optimal dan efektif.

Selain menambah jumlah SDM di Kementerian PPN/Bappenas, selama 5 (lima) tahun ke
depan, SDM yang ada saat ini akan terus di tingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk
menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan peran dari Kementerian PPN/Bappenas.
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas di Kementerian PPN/Bappenas diarahkan pada:
1. Penyusunan rencana berdasarkan bukti dengan prinsip THIS.
2. Penyusunan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dan pengembangan model
pembiayaan pembangunan.
3. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi proses pembangunan.
4. Proses dalam menghasilkan inovasi dalam penyusunan rencana dan pengendalian
pembangunan.
5. Penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang inovatif dan cepat tanggap
terhadap kemajuan bangsa dan masyarakat.
6. Peningkatan kapasitas dalam berdiskusi dan bernegosiasi dengan K/L.

Sedangkan untuk rencana pengembangan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan
kapasitas dan kapabilitas meliputi proses-proses sebagai berikut:

1. Penyusunan draft Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk seluruh jabatan yang ada
di Kementerian PPN/Bappenas.

2. Melakukan Re-Assessment terhadap pegawai vang telah di-asses khususnya pada
jabatan-jabatan fungsional.

3. Melakukan penyesuaian terhadap Annual Work Plan (AWP) dan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) Kegiatan Pengembangan Kompetensi di Kementerian PPN/Bappenas,
sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran akibat pandemi COVID-19 untuk
memastikan agar kegiatan pengembangan kompetensi tetap dapat terlaksana.

4. Kegiatan pengembangan kompetensi akan tetap dilaksanakan sesuai AWP
Pengembangan Kompetensi Biro SDM yang mengacu pada Human Capital Development
Plan (HCDP).

5. Melakukan evaluasi pelaksanaan HCDP terutama dengan diberlakukannya Work From
Home (WFH).

6. Pengembangan sistem manajemen kinerja pegawai.

7. Reviu atas kelas jabatan yang telah ditetapkan, mengikuti rencana penyederhanaan
birokrasi dengan penghapusan jabatan Administrator dan Pengawas.

8. Pelaksanaan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ.

3.4.6 Manajemen Perubahan

Dinamika Kementerian PPN/ Bappenas dalam menanggapi berbagai perubahan dari luar
yaitu stakeholder dan masyarakat, mendorong adanya perubahan pengelolaan internal
secara terstruktur dan terprogram melalui Reformasi Birokrasi. Perubahan yang terjadi
terhadap masing-masing staf Kementerian PPN/Bappenas tidak mungkin diakomodasi oleh
Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga mengelola perubahan berdasarkan perubahan
orang per orang tersebut.

Secara garis besar, manajemen perubahan Kementerian PPN/Bappenas difokuskan kepada
(1) penguatan posisi dan peran lembaga perencana; (2) pentahapan perubahan/peta jalan
manajemen perubahan; dan (3) penjabaran operasionalisasi peran, yang diuraikan sebagai
berikut:

(1) Penguatan Posisi dan Peran Lembaga Perencana

Melalui arahan Presiden dan landasan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2017 tentang
Kementerian PPN/Bappenas mengalami reposisi dan penguatan sebagai Clearing House,
dengan kewenangan merumuskan kebijakan nasional, menyusun perencanaan
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pembangunan, melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan

sesuai perencanaan yang disusun, serta menentukan penganggaran dan bersama-sama

dengan Kementerian Keuangan mengawal penganggaran dimaksud.
Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mendorong perubahan Kementerian
PPN/Bappenas untuk 5 tahun ke depan menuju tema National Planning 4.0, di mana
Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu mencapai visi “Perencanaan
Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”,
didukung dengan penguatan wewenang, penguatan kapasitas organisasi internal, dan
penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam mengawal pembangunan
nasional.

(2) Peta Jalan Manajemen Perubahan

Transformasi Positioning Perubahan Kementerian PPN/Bappenas menuju National Planning
4.0 terdiri atas 4 tahapan/fase transformasi, yaitu fase Fondasi Awal Transformasi (tahun
2017-2020), fase Penguatan Kapabilitas Internal (tahun 2020-2021), fase Peran Clearing
House (tahun 2021-2023), dan Fase National Planning 4.0 (tahun 2023-2024),

Masing-masing tahapan/fase terdiri atas beberapa milestone penting yang menandai
pencapaian organisasi menuju penguatan wewenang dan peningkatan kapasitas organisasi
Kementerian PPN/Bappenas. Gambar 12 menunjukkan keseluruhan tahapan/fase
transformasi perubahan dimaksud.

Gambar 12. Peta Jalan (Roadmap) Transformasi Perubahan Kementerian PPN/Bappenas

2017-2020: 2020-2021: 2021-2023: 2023-2024:
Fondasi Awal Penguatan Kapabilitas Peran Clearing House National Planning 4.0
Transformasi Internal
L g LI | L | v
2017 2020 2021 2023 2024
i e ,,nwa MM
Pengesahan PP 17 tahun 2017 ! Pengembangan mekanisme | u Permantapan pelaksanaan i n Peningkatan kinerja organisas
tentang Sinkronisasi Proses i dan implementasi Clearing peran Clearing House : Kementerian PPN/Bappenas
Perencanaan Dan Penganggaran | House Perencanaan | Kementerian PPN/Bappenas
Pembangunan Nasional | Pembangunan sesuai amanat | terhadap seluruh pemangku a Penerapan kewenangan
| Presiden Rl kepentingan. Kementerian PPN/Bappenas
E Penggunaan format baru yang yang sudah efektif didukung
lebih clear, sistematis dan E Implementasi Integrated Perbaikan kinerja dan proses i dengan sumberdaya berbasis
terstruktur untuk penyusunan | Digital Workspace (IDW) di operasional secara digital
RPIMN 2020-2024 | seluruh aktivitas organisasi berkesinambungan :
) o | Kementerian PPN/Bappenas (continuous improvement) H Menjadi benchmark
Penyesuaian organisasi | berikut pendampingan PEResapRI) Gstanh ==
Kementerian PPN/Bappenas implementasinya kepada B Pemantapan penggunaaan pemerintahan berbasis digital
— " platform teknologi terintegrasi (digital government)
Launching inisiatif Integrated | seluruh pegawai, z S5l
ital ks OW) di ] di seluruh proses perencanaan
Digital Workspace (IDW) di i E Peningkatan kapabilitas SOM | Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian PPN/Bappenas i i
e { Peningkatan proses | Evaluasi proses transformasi
~:+ Sudah ada beberapa tools | n operasional organisasi internal ﬂ dan kinerja Kementerian
pendukung proses perencanaan | Kementerian PPN/Bappeas PPN/Bappenas
pembangunan nasional: Data
Renbang, KRISNA, WebGIS Sinkronisasi dan
Perencanaan, E-Monev, SIMREG, | penyempurnaan tools
dan Dashboard SDGs | perencanaan pembangunon |

nasionalyang sudah ada

Sumber: Bappenas, diolah (2020)

Guna memastikan transformasi perubahan tersebut menuju National Planning 4.0, quick
wins, manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 difokuskan
pada tiga aspek yaitu: (i) penyederhanaan birokrasi; (i) perbaikan berkelanjutan atas
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Nasional; dan (iii) penerapan Integrated Digital Workspace
dan Smart Office (IDW-S0). Selanjutnya, pelaksanaan atas manajemen perubahan tersebut
direncanakan seperti pada Gambar 13.

Masing-masing tahapan/fase terdiri atas beberapa milestone penting yang menandai
pencapaian organisasi menuju penguatan wewenang dan peningkatan kapasitas organisasi
Kementerian PPN /Bappenas.

(3) Penjabaran Operasionalisasi Peran

Manajemen perubahan dilakukan dalam rangka memantapkan kualitas pelaksanaan 4
(empat) peran Kementerian PPN/Bappenas yaitu sebagai Perencana, Alokasi, Pengendalian
dan Enabler. Peran sebagai perencana Kementerian PPN/Bappenas memantapkan
pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran,
serta penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik dan integratif dalam
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penetapan program dan kegiatan K/L/D. Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas
nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, dan pengembangan
model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan merupakan memantapkan
peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Alokasi. Penguatan pengendalian dimaksudkan
untuk meningkatkan peran pasca perencanaan untuk memastikan pencapaian sasaran/
target pembangunan baik prioritas nasional maupun reguler. Peran enabler pembangunan
merupakan rumusan peran baru Kementerian PPN/Bappenas yang dimaksudkan untuk
mendorong percepatan pembangunan nasional melalui pengembangan inovasi
pembangunan, sinkronisasi kelembagaan dan regulasi, sinkronisasi dan sinergitas
kebijakan

Selain itu, manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas merupakan upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b)
ketatalaksanaan (business process); dan (c) sumber daya manusia aparatur. Manajemen
perubahan di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan terutama untuk memberi dampak
positif pada perbaikan proses utama perencanaan pembangunan nasional, termasuk juga
aktivitas pengendalian melalui peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House.

Gambar 13. Rencana Manajemen Perubahan Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024

* pPengenalan IDW-50dl = Penerapan IDW-50 * Dashboard RKP *  Dashboard lengh . pl tasi penuh

internal Kementerian secara meyeluruh di = Dashboard Major {RKP. Major Project, pelaksanaan PP Ne.17
PPN/Bappenas. Kementerian Project Evaluasi) Tahun 2017
*  Perbaikan mekanisme PPN/Bappenas *  Evaluasi pelaksanaan *  Proses RKP lengkap
penilaian kinerja. *  Dashboord kinerja UKE IDW-50 = Proses penyusunan
*  Penyederhanaan = |mplementasi RPIMN dan Renstra
Birokrasi, mekanisme kerja hasil
*  Pernyusunan rancangan penyederhanaan
implementasi PP No, 17 = Pelaksanaan tahapan
Tahun 2017 penyusunan RKP 2022
menggunakan IDW-50 menggunakan IDW-50

Sumber: Bappenas, diolah (2020)



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dalam rangka mencapai visi, misi, dan
tujuan Tahun 2020-2024 telah dirumuskan 4 (empat) Sasaran Strategis. Keterkaitan
keempat Sasaran Strategis dengan Tujuan dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mencapai Tujuan ke-1: “mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi
hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia” telah dirumuskan Sasaran Strategis: (1)
“terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional”, dan
(2) “terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional”’. Sedangkan untuk
mencapai Tujuan ke-2: “mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif
dan berkelanjutan” telah dirumuskan Sasaran Strategis “terwujudnya kebijakan
pembangunan nasional yang visioner”. Selanjutnya untuk mencapai Tujuan ke-3:
“Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas dan Kredibel” telah
dirumuskan Sasaran Strategis: “terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang
bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM”.

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut
diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada setiap
sasaran. Tabel 8 berikut menjelaskan target kinerja dan indikator utama pada setiap
sasaran strategis.
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Tabel 8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN /Bappenas 2020-2024

Pembangunan Nasional

Tujuan/ A _—— Target
Sasaran Strategis IndOstocanera tame (JEU) 2020 2021 2005 2023 2024
Tujuan 1: Mewujudkan Tingkat Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi
perencanaan pembangunan vang Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia 77.5-79.45 | 82-8395 | 86,5-88,45 | 91-92,05 95,5.97,5
berorientasi hasil dan
mempercepat kemajuan Indonesia
1 | 8S-1: Terwujudnya integrasi, Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.
sinkronisasi, dan sinergi a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat
perencanaan pembangunan b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 75 80 85 90 a5
nasional Pembangunan Pusat
c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah
2 | S8S-2: Terwujudnya efektivitas | % Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
pengendalian pembangunan a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat 80-83,9% | 84.87,9% | 88-91,9% | 92-95,9% 96-100%
nasional b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah
Tujuan 2: Mewujudkan daya Tingkat Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang
tanggap dan inovasi pembangunan | Inklusif dan Berkelanjutan 80-83,9 84-87,9 88-91,9 92-95,9 96-100
yang inklusif dan berkelanjutan
3 | 88-3: Terwujudnya kebijakan 3.1. % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu
pembangunan nasional yang Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan 85-87,9% 88-90,9% | 91-93,9% | 94-96,9% 97-100%
visioner oleh K/L
3.2. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan
Nasional yang dijalankan oleh K/L 75-79,9% 80-84,9% 85-89,9% 90-94,9% 95-100%
Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola | Tingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang
layanan perencanaan yan Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien
Ezrk{lalitasrj akuntabel, gfektgif dan 85,99 87,93 9 91,5 N e
efisien
4 | 8S-4: Terwujudnya kinerja a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian
Kementerian PPN/Bappenas PPN /Bappenas 22,00 B0 87,00 87,90 65,00
yang bersih, akuntabel, dan b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
profesional dan didukung oleh di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional 85 88 90 92 95
kapabilitas SDM : : :
P c. Integrasi  Data  dan  Informasi  Perencanaan 85% 88% 90% 92% 95%

Sumber: Bappenas, diolah (2020)
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Dalam memastikan IKU Kementerian PPN/Bappenas dapat tercapai setiap tahunnya,
maka diperlukan gambaran waktu pengukuran kinerja yang dimaksud (berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional).

Gambar 14. Waktu Pengukuran Kinerja IKU

WAKTU PENGUKURAN KINERJA (Berdasarkan PP 17/2017)
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Sumber: Bappenas, diolah (2020)

Kinerja unit kerja dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai
penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan
setiap individu merupakan hasil turunan dari indikator kinerja utama (cascading
IKU). Penurunan/Pemetaan indikator kinerja utama (cascading IKU) dilakukan
secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan
level wewenang dan tanggung jawab unit kerja. Berikut alur proses cascading IKU
berdasarkan logic model penurunan kinerja organisasi:

Gambar 15. Alur Proses Cascading
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OUTCOME . )

INTERMEDIATE
OUTCOME
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ouTRUT sel .
B 4 Cascading
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KEGIATAN

Cascading

i

Sumber: Bappenas, diolah (2020)

Berdasarkan alur proses cascading IKU tersebut penugasan setiap individu disusun
berdasarkan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja. Penugasan
individu merupakan rincian dari kegiatan yang telah disusun oleh unit kerja pada
saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan tetap memperhatikan
ketercapaian indikator kinerjanya.

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam cascading IKU yaitu:

1. Menurunkan (cascading) indikator kinerja level Kementerian sampai dengan
indikator kinerja level eselon II,

2. Memetakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya
indikator kinerja eselon II;

3. Memetakan tahapan pelaksanaan setiap kegiatan;

4. Menetapkan koordinator/tim pelaksana dan tugas dari masing-masing individu.
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Data dukung yang digunakan untuk menyusun pemetaan indikator kinerja sampai
penugasan individu antara lain dokumen perjanjian kinerja UKE I dan II serta Tabel
Informasi Kinerja dan Anggaran (yang disampaikan pada saat pengusulan RKA K/L).
Gambar 16 berikut merupakan contoh format penyusunan cascading IKU.

Gambar 16. Format Cascading IKU sampai dengan Penugasan Individu pada Unit
Kerja Sektoral
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Sumber: Bappenas, dioclah (2020)

4.1.1 Pelaksana Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sasaran Strategis Kementerian
PPN/Bappenas: (SS-1) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan nasional, (SS-2) Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan
nasional, dan (SS-3) Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Pelaksana kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional difokuskan untuk
melaksanakan tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam menyelenggarakan
fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan enabler. Unit kerja utama yang
menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah:

Deputi Bidang Ekonomi

Deputi Bidang Pengembangan Regional

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

10 0RO S K

Selain Deputi, juga terdapat Staf Ahli Menteri PPN dan unit kerja yang menangani
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM perencana pusat dan daerah,
unit kerja yang menangani pengelolaan sistem data dan informasi perencanaan
pembangunan, unit kerja yang melakukan analisis kebijakan kinerja, serta unit kerja
yang menangani prosedur perencanaan dan penganggaran lintas bidang yang
dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian PPN /Sekretaris Utama Bappenas.

Dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia, para PAU terlibat dalam
pencapaian sasaran kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional untuk
menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan enabler.
Selain itu, PAU atas penugasan dari Deputi juga mendukung kegiatan perencanaan
lintas bidang dan pencapaian kinerja unit kerja lainnya sesuai dengan keahlian
masing-masing.
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Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut mempunyai 4 (empat) sasaran
program yang akan dicapai yaitu:
1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan
nasional sesuai bidangnya.
2. Terwujudnya efektivitas proses pengendalian pembangunan sesuai bidangnya.
3. Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai bidangnya.
4. Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya.

Selanjutnya Sasaran Kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional
akan dicapai sebanyak 4 (empat) sasaran, yaitu:
1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan
nasional sesuai lingkupnya.
2. Terwujudnya efektivitas proses pengendalian pembangunan sesuai lingkupnya.
3. Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkupnya.
4, Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai lingkupnya.

Pencapaian keempat sasaran kegiatan tersebut diterjemahkan ke dalam Klasifikasi
Rincian Output (KRO) Utama, yaitu: Kebijakan, Koordinasi, Pemantauan dan
Evaluasi, serta Pelaporan, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara. KRO tersebut
diturunkan ke dalam Rincian Output (RO) yang dikelompokkan menjadi 9 (sembilan),
sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan Perencanaan
Rekomendasi Kebijakan Inovasi
Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
Rekomendasi Kebijakan Pengendalian
Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana
9. Sistem/regulasi perencanaan dan pengendalian

sl

@ oy

Kesembilan RO tersebut dihasilkan oleh unit kerja eselon II di lingkup Deputi dan
Setmen/Settama.

Program Perencanaan Pembangunan Nasional juga memiliki 3 (tiga) RO Prioritas
yaitu: Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark, Sistem Perencanaan
Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran, dan Knowledge
Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Pengampu dari pelaksanaan
kegiatan atas RO Prioritas tersebut adalah Deputi Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan, dan Keamanan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
dan Deputi Bidang Pendanaan dan Pembangunan. Dari RO kegiatan tersebut dapat
dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas hingga
komponen utama, yaitu koordinasi, penelaahan/perumusan, pemantauan dan
evaluasi. Pemetaan rincian output (RO) tersebut dapat dilihat pada Gambar 17.

Gambar 17. Pemetaan Rincian Output (RO) Utama Kementerian PPN/Bappenas
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Sumber.: Bappenas, diolah (2020)
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4.1.2 Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen

Untuk Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas yaitu SS-4: Meningkatkan
kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan
didukung oleh kapabilitas SDM akan dicapai melalui Program Generik: Program
Dukungan Manajemen. Pelaksanaan kinerja Program Dukungan Manajemen
difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam menyelenggarakan
fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan enabler, serta menjalankan
peran Clearing House. Unit yang melaksanakan fungsi pelayanan adalah unit kerja
di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas dan unit kerja di bawah
Inspektorat Utama Bappenas.

Program Dukungan Manajemen mempunyai 2 (dua) sasaran program, yaitu:

1. Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen.

2. Terlaksananya akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
PPN/Bappenas.

Pencapaian kedua sasaran program tersebut merupakan penggabungan dari 7 (tujuh)
sasaran kegiatan yang akan dihasilkan oleh unit kerja Setmen/Settama dan
Inspektorat Utama. Selanjutnya jumlah rincian output (RO) kegiatan pada Program
Dukungan Manajemen adalah sebanyak 30 rincian output (RO) kegiatan. Dari 30 RO
kegiatan tersebut dapat dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian
PPN/Bappenas. Pemetaan RO kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 9. Pemetaan RO Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

~ Sasaran Strategis Sasaran Program Sasaran Kegiatan Rincian Output Kegiatan
1 2 3

85-4: Meningkatkan Terlaksananya Terlaksananya Pelayanan 1, Layanan Hubung:

Kinerja Kemenlerian Pelayanan Kehumasan, 2,  Layanan Protokaler

PPN/Bappenas yang Dukungan Keprotokolan /Persidangan, 3. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

bersih, akuntabel, Manajemen dan Ketatausahaan 4, Layanan Data dan Informasi

dan didukung oleh Pimpinan

kapabilitas SDM Terlaksananya pelayanan 5, Layanan Hukum
legislasi dan litigasi 6.  Layanan Bantuan Hu kum
Terlaksananya Pelayanan 7.  Layanan Organisasi dan Tata Laksana
Penyusunan Perencanaan, 8. Layanan I-'crencam\an dan Penganggaran
Analisis Organisasi, dan Tata g, Layanan Pemantauan mm Evaluasi
Laksana 10. Layanan Umum

| 11. Dokumen Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi

Terlaksananya Pelayanan 12, Layanan Manajemen SDM
Penyusunan Perencanaan, 13, Layanan Pendidikan Kedinasan

Analisis Organisasi, dan Tata 14, Layanan Pendidikan dan Pelatihan
Laksana Pengelolaan SDM

Terlaksananya Pelayanan 15, Layanan
Pengelolaan Keuangan, BMN 16,
I Dan Umum 17. Layanan Sarana Internal
R ! P 8. Layanan Prasarana Internal

Terlaksananya Terlaksananya Pelayanan 19, Pelak Intern  Lingkup
Akuntabilitas Pengelolaan Risiko, ) Administrasi Umum  danfatau Keuangan
Pelaksanaan Tugas Pengendalian Dan 20. Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup
dan Fungsi Pengawasan Internal Lingkup =~ Administrasi Umum dan/atau Keuangan
Kementerian PPN/ Administrasi Umum 21, Koordinasi Peng;awalan dan Pemantauan
Bappenas Dan/Atau Keuangan Tindaklanjut Rekomendasi Pemeriksaan dan

Pengaduan Masyarakat Lingkup Administrasi
Umum dan fatau Keuangan

22. Fasilitasi Penguatan Mmjcmn Risike dan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  di

. ... Kementerian PPN/Bappenas ... .
t 23. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan |
| Intern Pem h (APIP) N
] 24, Koordinasi Penguatan Manajemen Internal APIP |
Terlaksananya Pelayanan 25. Pelaksanaan Pengawasan Intern Lingkup Kinerja
Pengelolaan Risiko, Kelembagaan
Pengendalian Dan 26, Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup
Pengawasan Internal Kinerja Kelembagaan
Lingkup Kinerja 27. Koordinasi Pengawalan dan Pemantauan
Kelembagaan Tindaklanjut Rekomendasi Pemeriksaan dan

Pengaduan  Masyarakat Lingkup  Kinerja
Kelembhagaan

28. Fasilitasi Penguatan Manajemen Risiko dan
Sistem Pengendalan Intern Pemerintah Lingkup
Kinerja Kelembagaan

29, Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah [APIP)

30, Koordinasi Penguatan Manajemen Internal APIP
Lingkup Kinerja Kelembagaan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, diolah (2020)
4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan
pembangunan nasional dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-
2024, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk:
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1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, dan 2) Program Dukungan
Manajemen.

4.2.1 Kerangka Pendanaan Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Pendanaan untuk Program Perencanaan Pembangunan Nasional digunakan untuk
menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan enabler,
dan juga menjalankan peran sebagai clearing house berdasarkan 4 (empat)
kegiatan/komponen utama vaitu: koordinasi, penelaahan/perumusan, pemantauan,
dan evaluasi.

Pada Gambar 18 dijelaskan bahwa setiap komponen utama akan menghasilkan RO
Kegiatan. Berikut penjabaran aktivitas dari masing-masing komponen utama
tersebut,
1. Koordinasi
Kegiatan koordinasi menghasilkan 7 (tujuh) RO, yaitu:

a. Rincian Output (RO): Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka
Pendek
Aktivitasnya antara lain:

Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik dan
integratif dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D.

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan pricritas pembangunan.
Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan
dan penganggaran pembangunan nasional, serta penyiapan rancang
bangun sarana dan prasarana.

- Penyusunan kerangka ekonomi makro.

- Pembahasan trilateral meeting

- Pembahasan Renja dan RKA-KL

- Penyusunan RKP.

b. Rincian Output (RO): Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka
Menengah
Aktivitasnya berupa koordinasi penyusunan/finalisasi RPJMN. Pelaksanaan
kegiatan ini dilakukan pada tahun 2023 dan 2024.

c. Rincian Qutput (RO): Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka
Panjang
Aktivitasnya berupa koordinasi penyusunan/finalisasi RPJPN. Pelaksanaan
kegiatan ini dilakukan pada tahun 2023 dan 2024.

d. Rincian Output (RO) : Rekomendasi Kebijakan Perencanaan
Aktivitasnya dapat berupa:

- Penyusunan kesiapan kriteria pelaksanaan Major Project yang dilakukan
oleh unit kerja sektor. Hasil kegiatan ini menjadi input dalam penyusunan
RKP berikutnya.

Pencarian sumber pendanaan pembangunan (rancangan pendanaan),
yang dilakukan oleh unit kerja pendanaan. Hasil kegiatan ini menjadi
dasar perhitungan pembiayaan dalam penyusunan perencanaan.

e. Rincian Output (RO): Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang
Berkelanjutan
Aktivitasnya berupa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan diklat
perencana bagi peserta pusat dan daerah.

f. Rincian Output (RO): Sistem/regulasi perencanaan dan pengendalian
Akitivitasnya berupa koordinasi penyusunan regulasi dan pengembangan
sistem KRISNA dan e-MONEV.

g. Rincian Output (RO) : Rekomendasi Kebijakan Inovasi
Aktivitasnya berupa koordinasi pelaksanaan penugasan Kkhusus dari
Pemerintah/Presiden/ DPR-RI dan pengembangan inovasi pembangunan
yang dihasilkan dari koordinasi strategis dan selanjutnya ditindaklanjuti
oleh unit sektor terkait untuk menyusun perencanaan dan dijalankan oleh
K/L/D.

2. Penelaahan/perumusan
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Kegiatan penelaahan/perumusan merupakan satu rangkaian dalam
penyusunan dokumen rencana (RKP, RPJMN, dan RPJPN) yang dilaksanakan
oleh unit kerja deputi/direktorat. Kegiatan penelaahan/perumusan ini dapat
menghasilkan 2 (dua) Rincian Output (RO), yaitu:

a. Rincian Output (RO) : Rekomendasi Kebijakan Perencanaan

Aktivitasnya dapat berupa:

- Penyusunan kesiapan kriteria pelaksanaan Major Project yang dilakukan
oleh unit kerja sektor. Hasil kegiatan ini menjadi input dalam penyusunan
RKP berikutnya.

- Penyusunan modeling outlook ekonomi/kewilayahan.

- Penyusunan kebijakan perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja
dalam mendukung penyusunan RKP, background study RPJMN, maupun
background study RPJPN. Background study RPJMN dan RPJPN sudah
mulai dilakukan tahun 2022 dan 2023.

- Pengembangan pendanaan pembangunan (rancangan pendanaan), yang
dilakukan oleh unit kerja pendanaan. Hasil kegiatan ini menjadi dasar
perhitungan pembiayaan dalam penyusunan perencanaan.

- Pengembangan rancang bangun pembangunan infrastruktur prioritas
nasional.

b. Rincian Output (RO) : Rekomendasi Kebijakan Inovasi

Aktivitasnya berupa penelaahan/perumusan pelaksanaan penugasan

khusus dari Pemerintah/Presiden/DPR-RI dan pengembangan inovasi

pembangunan yang selanjutnya dijalankan oleh K/L/D.

3. Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan pemantauan dapat menghasilkan 2 (dua) rincian output (RO), yaitu:
a. Rincian Output (RO) : Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana
Aktivitasnya :
Memantau pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh K/L
mitra.
Mengawal pelaksanaan rencana dan memberikan tindakan korektif dalam
rangka pengendalian pelaksanaan rencana.
b. Rincian Output (RO) : Rekomendasi Kebijakan Pengendalian
Aktivitasnya:
- Memantau pengendalian pelaksanaan pembangunan melalui sistem
aplikasi e-monev.
- Mengawal pelaksanaan pembangunan dan memberikan tindakan korektif
dalam rangka pencapaian target pembangunan.
- Memberikan hasil evaluasi dan masukan untuk menyusun perencanaan
tahun berikutnya.

Keterkaitan antara aktivitas dengan Rincian Output (RO) Kegiatan dan fungsi dapat
dilihat sebagaimana pada Gambar 18.
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Gambar 18. Keterkaitan Aktivitas dan Rincian Output (RO) Kegiatan
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Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, diolah (2022)
4.2.2 Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen

Pendanaan untuk Program Dukungan Manajemen digunakan untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi utama kelembagaan yaitu:

1. Layanan Dukungan Manajemen

Pendanaan digunakan untuk kegiatan mencakup:

a. Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, Kearsipan dan

Ketatausahaan Pimpinan.

pelayanan pembinaan dan pelayanan hukum.

pelayanan penyusunan perencanaan, analisis organisasi, dan tata laksana.

pelayanan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian.

pelayanan umum dan keuangan.

pelayanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional.

pelayanan dukungan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan.

. pelayanan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum dan
operasional.

SRR

2. Layanan Pengawasan Intern

Pendanaan digunakan untuk kegiatan mencakup:

a. Pelayanan kegiatan penjaminan/assurance berupa pengawasan, evaluasi, reviu
dan pemantauan baik dalam lingkup administrasi umum dan/atau keuangan
maupun kinerja kelembagaan,

b. Pelayanan konsultansi/consulting baik dalam bentuk pendampingan, pembinaan
atau kegiatan edukasi lainnya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

c. Pelaksanaan manajemen internal dalam rangka mendukung peningkatan
kapabilitas Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian PPN /Bappenas sesuai strandar yang berlaku.

Untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi, Kementerian PPN/Bappenas dibiayai
sepenuhnya melalui anggaran APBN. Namun, apabila diperlukan pembiayaan
anggaran yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN), maka
pemanfaatan pembiayaan tersebut diarahkan untuk melaksanakan kegiatan yang
menghasilkan rekomendasi kebijakan inovasi yang akan ditindaklanjuti oleh K/L/D.

Pembiayaan terbesar pada periode 2020-2024 diprioritaskan untuk mendukung
kegiatan Ibu Kota Negara (IKN) Baru, di antaranya Penyusunan Pendetailan Rencana
Induk IKN, Peraturan Turunan Undang-Undang IKN, Komunikasi Publik IKN,
Dukungan Sarana dan Prasarana di Wilayah IKN, dan lain-lain.
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Guna memastikan pencapaian sasaran strategis dalam pelaksanaan program,
disampaikan angka dasar jangka selama lima tahun dalam Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah sebagai indikasi pendanaan Kementerian PPN/Bappenas
sebagaimana terlampir. Rencana pendanaan ini bersifat indikatif dan dapat berubah
menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka secara lengkap target kinerja dari
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-204 dapat dilihat pada tabel berikut dan rincian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran.

VISI

Perencanaan
Pembanguna
n Nasional
vang
berkualitas
dan kredibel
untuk
mewijudkan
Indonesia
Maju vang
Berdaulat,
Mandiri, dan
Berkepribadi
an
Berlandaska
n Gotong
Rovong

Tujuan 1: Mewujudkan
perencanaan

IND 2 KINERJA
STRATEC
Tingkat Perencanaan
Pembangunan yang

Target Kinerja

2021

2022

2024

PROGRAM
REGIATAN

Tabel 10. Target Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Alokasi Anggaran {dalam ribuan)

2021

2022

2023

Sumber: Bappenas, diolah (2020)
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Berdasarkan target kinerja dari Kementerian PPN/Bappenas tersebut, kemudian diturunkan ke target kinerja yang perlu dicapai oleh tiap-tiap Unit Kerja Eselon
(UKE) 1 yang ada di Kementerian PPN/Bappenas. Secara umum UKE I di Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas UKE | sektoral yang mengampu substansi
perencanaan sektor-sektor pembangunan Indonesia, UKE I Pendanaan yang menjadi regulator terhadap pendanaan pembangunan, UKE I Pemantauan, Evaluasi
dan Pengendalian Pembangunan yang melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian terhadap pembangunan terhadap hasil perencanaan yang telah
disusun. Rincian dari target dari masing-masing UKE | yang ada di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 10. Target Kinerja & Indikator Kinerja Utama (IKU) UKE I Tahun 2020-2024

¥
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Pembangunan (Program (K (Program /K (Program /K giatan) (Program / [Plfngrmn /K (Ptagrﬂm JK {Prpgrnm /K Fungsional | 1Pr_03re1m /K
Nasional yang cgiatan) egiatan) epiatan) Inovast Kegiatan) cglat,anl} cgmtan_} cgmtﬂrll} Perencana cg‘lata.qb
dijalan kan Inovasi Inovasi Inovasi Pembanguna | Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi dan . Inovasi
oleh K/L dan Pembangun Pembangun Pembangun n yang akan Pembangu Pembangun Pembangun Pembangun Pengemban : Pem_lmrlgun
Stakeholders an yang an yang an yang dijalankan nan yang an yang an yang an yang gan an hngl_(up
Pembangunan akan akan akan oleh K/L dan | akan akan akan aka.n Pendidikan [?mcrg )
dijalankan dijalankan dijalankan Stakeholders | dijalankan dijalankan dijalankan dijalankan dan . Ekonomi
oleh K/L oleh K/L/D oleh K/L Pembanguna | oleh K/L oleh K/L oleh K/ L oleh K/L Pelatihan dan )
dan dan dan n Bidang dan dan dan dan Perencana l’c:ml?layaan
Stakeholder | Stakeholder Stakeholder | Kependuduk Stukeholde | Stakeholder Stakeholder | Stakeholder yang B Sosial dan
s 5 5 an dan rs s 5 s dilaksanaka Penanggula
Pembangun | Pembangun Pembangun Ketenagakerj Pembangu Pembangun Pembangun Pembangun n ol:_:h ) - ngan
an Bidang an Bidang an Bidang aan nan an Bidang an Bidang an Bidang h?st]'lull‘;lfu : Kemiskinan
Ekonomi Pengemban Kemaritima Bidang Sarana dan Politik, Pendanaan nit Kerja '.'[-!uhunp,all
gan n dan Pembangu Prasarana Hukum, Pembangun Perencana kelembagan
Regional Sumber nan Pertahanan, | an Pembangun n;
) Dava Alam Manusia, 1l Pembangun
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Deput

Indikator Kinerja Utama UK
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na dan

Prasarana

Deputi
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Deputi

an Scktor
t, dan Keamanan Unggulan
Kebudayaa = :igh' dan
n Infrastrukt
: ur;
i o Pemerataan
il dan
i kewilavaha
n) vang
diterima
menjacli
Kebijakan
i i Menteri
Mewuju 88-4: Indeks 83, 86, 87, 87, 88, | Indcks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks 1. Tingkat
dkan Terwuju Reformasi 00 (1] 0o 00 00 Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi Persepsi
tata dnya Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Stakeholders
kelola kinerja Kementerian Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Kementeria Inspektorat
pelayana Kemente PPN /Bappena Ekonomi Pengemban Kemaritima Kependuduk Pembangu Sarana dan Politik, Pendanaan Pemantauan | n Utama atas
n rian 5 gan n dan an dan nan Prasarana Hukum, Pembangun , Evaluasi PPN /Bappe Pemberian
perenca PPN /Bap Regional Sumber Ketenagakerj Manusia, Pertahanan, | an dan nas Nilai Tambah
naan penas Daya Alam aAn Masyaraka dan Pengendalia dalam
yang yang t, dan Keamanan n Pencapaian
berkuali bersih, Kebudayan Pembangun Tujuan
Las, akuntab n an Kementerian
akuntab el, dan Indeks 85 R& a0 02 95 Indeks Indeks Indeks Indecks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks PPN /Bappena
el, profesion | Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan §
efektif, al dan Pemangku Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna
dan didukun | Kepentingan Layvanan Layanan Layanan Layanan Layvanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan 2. %
efisien g oleh |Stakeholden Perencanaa Perencanaa Perencanaa Perencanaan Perencana Perencanaa Perencanaa Perencanaa Perencanaa Dukungan Rekomendasi
kapabilit | di Bidang n Bidang n Bidang n Bidang Bidang an Bidang | n Bidang n Bidang n Bidang n Bidang Manajemen | Hasil
as SDM Perencanaan Ekonomi Pengemban Kemaritima Kependuduk Pembangu Sarana dan Politik, Pendanaan Pemantauan Perencanaa Pengawasan
Pembangunan gan n dan an dan nan Prasarana Hukum, Pembangun | , Evaluasi n dan
Nasional Regional Sumber Ketenagakerj | Manusia, Pertahanan, | an dan Pengaduan
Daya Alam ann Masyaraka dan Pengendalia Masyarakat
t, dan Keamanan n yang
Kebudayaa Pembangun Ditindaklanju
an ti oleh Unit
Integrasi Data 85 B8 a0 92 95 Integrasi Integrasi Integrasi Yo Kerja di
dan Informasi %o %o Yo Yo %o Data dan Data dan Data dan Dukungan Kementerian
Perencanaan Informasi Informasi Informasi Data dan PPN /Bappena
Pembangunan Perencanaa Perencanaa Perencanaa Informasi 5
Nasional n n n Perencanaa -
Pembangun Pembangun | Pembangun n 3. Tln;‘;k-'ll
an Bidang an Bidang an Bidang Pembangun | Maturitas
Pengemban Pendanaan Pemantauan | an Nasional | Sistem .
gan Pembangun , Evaluasi Pengendalinn
Regional an dan ]ﬂtcml
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Gambar 19. Struktur Unit Eselon I Kementerian PPN/Bappenas

+i PPN/Kepala B

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan
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BAB V
PENUTUP

Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian
PPN/Bappenas untuk lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi
Presiden dan Wakil Presiden serta pencapaian target RPUJMN Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka di

dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 telah dirumuskan visi Kementerian

PPN/Bappenas yaitu “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel

untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”. Berlandaskan visi tersebut, telah dirumuskan tujuan

Kementerian PPN /Bappenas sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat
kemajuan Indonesia.

2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan
efisien.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-
2024, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan
apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator
kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan
Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dituangkan dalam Visi Kementerian
PPN /Bappenas.

Demikian Renstra Kementerian PPN /Bappenas Tahun 2020-2024 agar dapat menjadi acuan
dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan
rencana, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan inovasi pembangunan serta menjadi acuan
dalam penyusunan Renstra unit kerja Eselon [ di Kementerian PPN/Bappenas.
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Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

kapabilitas SDM

Layanan Bidang Hulcum

ayanarn 33.000.00 | 48.522.20 2,24
Ketatausahaan Pimpinan i 0 3 3
Layanan Nilai keterbukaan informasi publilk 79 80 81 82 83
s e o dan | Nija Pengawasan Kearsipan | 70| 75 | 80 | 85 | 90
% Pelaksanaan Tata Kelola linglkup Hubungan
Terwujudnya Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha i 3 100 100 Bira
Pelayanan kinerja Pimpinan yang sesuai dengan ketentuan dan ¥ Y% % Hubungan
Kehumasan, Kementerian aturan yang berlaku Masyarakat,
Keprotokolan/ PPN/ Bappenas — % pengelolaan realisasi anggaran lingkup pu ) Kearsipan,
Pefsidangan, yang bersih, {‘:lj‘t‘;?{:]r“c“ Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata 5 % | ooees gl | REANOD | WRowRal | $SA90.00 | $559R00 | RNRRA0 | dan Tote
dan akuntabel, dan 2 Usaha Pimpinan Usaha
Ketatausahaan | profesional dan % Pemenuhan Direktif Pl,mpman lingkup - Pimpinan
Pimpinan didukung oleh Hubungan Masyarakat, Kearmpan dan Tata I 3 k 929% | 95% i
kapabilitas SDM Usaha Pimpinan y'ahg sesuai dengan tugas dan b 2
fungsi :
Layanan Indeks kepuasan atas layanan kehumasm,.
Kehumasan dan informasi publik, keprotokolan, persidangan, 86 88 90 92 94
Protokoler ketatausahaan pimpinan, dan perpustakaan
Pembinaan dan Pelayanan Hukum 3.950.400 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000
Terwujudnya % penyelesaian penyusunan peraturan 100 100 100 100 100
kj_nm-ji & ~Layanan Hulum perundang-undangan dan produk hukum % Yo Yo Yo Yo
Kementerian - Layanan % pelayanan terhadap permintaan 100 100 100 100 100
Pembinaan dan PPN/ Bappenas | Bantuan Hukum | pendampingan dan bantuan hukum % Yo Yo Yo % Biro Ml
Pelayanan yang bersih, % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan 100 | 100 | 3930400 | 4000000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 i v
Hukum akuntabel, dan Miisidie Bidang Hukum yang sesuai dengan ketentuan - - - o o
profesional dan ALLICHECT) dan aturan yang berlaku ' i 3
i Internal P — -
didulkung oleh % pengelolaan realisasi anggaran lingkup i : I 92% | 95%




% Pemenuhan Direktif Pimpinan ]mgkup

s

192%

- 95%

Layanan Bidang Hukum yang sesuai de.ngan -
tugas dan fungsi
- Layanan Hukum ahh
- Layanan Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum 86 | 88 949
Bantuan Hukum .
FZE};lzznan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata 4.698.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000
: % Penyelesaian Rencana Strategis, Renja K/L
éez:l‘cﬁsg[:fia dan RKA K/L Kementerian PPN/ Bappenas yang | 92% | 94% | 96% | 98% 1‘?,00
diterima oleh Sesmen PPN/ Sestama Bappenas g :
% penerapan program RB di I{ementenan L iy 100
Layanan PPKI[B appenas dan UKE gt ol | e
Manajemen % penyelesaian penataan organisasi dan tata ek L 100
Organisasi laksana yang ditenima Sesmen PPN/ Sestama 92% | 94% | 96% | 98% 5
Bappenas S 2
% akurasi realisasi penyerapan anggararn 100
Laporan Kementerian PPN/ Eapgcnai i i et ey Yo 4.608.000 | 5.000.000 | 5000000 | 5000000 | 5000000
g i} Pemantauan dan o, o hiacia dah Slainrahiines 100
Terwujudnya Evaluasi i R N R 92% | 94% | 96% | 98%
kinerja Kementerian PPN/ Bappenas Yo
Penyusunan Kementerian % penyelesaian fasilitasi pengembangan i 100
Perencanaan, PPN/ Bappenas kerjasama untuk mendukung proses 92% | 99% | 96% | 98% of,
Analisis yang bersih, Dokumen penyusunan perencanaan pembangunan : o : . B
Organisasi, dan alkuntabel, dan Keri : % koordinasi penyusunan program PHLN di 100 100 e
Tata Laksana profesional dan SLyASAIIE. Kementerian PPN /Bappenas Yo % _P{ejrenca_naan
didukung oleh Pendapat stakeholder terhadap proses  Baik ‘Bailk 4 rg_[s:mlsam
kapabilitas SDM penyusunan perencanaan pembangunan DA Lﬁ ata.
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan e
Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana i ] i 100 100
yang sesuail dengan ketentuan dan aturan yang Yo %
berlalcu
Manajemen 9% pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Internal Layanan Perencanaan, Organisasi, dan Tata - - 95%
Laksana
% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup .
Layanan Perencanaan, Organisasi, dan Tata = - 95%
Laksana yang sesuai dengan tugas dan fungsi '
Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan 8545047 | 58.607.17 | 63.00332 | 67803.78 | 72.749.76
Pembangunan 6 9 9 G 7
Dukungan Tf:mrt‘x_]udnya P
EE?;;TCS;&Z% ??;Egtcrian l[j)ukungaf'l Indf:kglk.epue}san layanan perencanaan, 86 a8 50 92' 94 85.450.47 | 58.607.17 za;;_u:m.:m 67.803.78 | 72.749.76
i erencanaan organisasi, dan tala laksana 6 a ) 6 7
Kebijakan PPN/ Bappenas Pembangunan
Pembangunan vang bersih,




akuntabel, d

profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

“TH-

Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian 17_000.03 - 5”’:859.-93 ‘3'?‘_‘2‘53 il 30-6"3-63
Pembinaan SDM = j
dan Pelayanan Indeks Sistem Merit Kementerian PPN/ ) ) L 361, 363
Administrasi Bappenas 5
T ud Kepegawaian
k;:r\..\n‘lju nya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan 100 100
K s at : Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan = - - o o
Penyusunan P;El;[lggna:nas ketentuan dan aturan yang berlaku = i Bira Sumber
Kebijakan dan Yang bcrgil;‘x’ Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup o 929% | 9505 | 17:000.00 | 17.850.00 | 1874250 | 19.67962 | 20.663.60 Daya _
Pelayanan i Internal Layanan Sumber Daya Manusia i 0 0 n 5 6 | Manusia
; . akuntabel, dan i o D e :
Kepegawaian e o %0 Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
gi dukung oleh Layanan Sumber Daya Manusia yang sesuai - 92% | 95%
e e dengan tugas dan fungsi
kapabilitas SDM Pembinaan SDM e !
dan Pelayanan Indeks Kepuasan Layanan administrasi .
Administrasi kepegawaian di kementerian PPN /Bappenas 86 & o i i
Kepegawaian i : i
426.151.1 | 52810993 | 528.090.3 | 528.099.3 | 528.090.3
Pelayanan Umum dan Keuangan el e i ag o
Terwujudnya ; Lnea
kinerja - Te[wujudnya ?/@ Mcura ‘_ pelaporan keuangan dan Bara.ng 100 100 100 100 100
Kementerian Layanan Milik Nege : % % % % %
Pelayanan PPN/ Bappenas Keuangan yang St
Uit dan yang bersih R o— 425.1512. i 523,0993;2 528'099&3 528.099.3 | 528.099.3
! . o L : : g 36 36
Keuangan akuntabel, dan | - Terwujudnya % Usulan pembayaran yang dilayani sesuai 100 | 100 | 100 | 100 | 100
profesional dan Layanan BMN prosedur : % 9 o % o
didukung oleh yang handal it i i
_ kapabilitas SDM _ Biro Umum
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung 24D.000.0 | 164.044.7 | 164.044.7 | 1640437 | 164.044.7
Pelayanan Umum dan Operasional _ an - 71 71 : 71 |- 71
Peningkatan Terwujudnya Ezr‘:nuﬁdgi 3un % tingkat ketersediaan sarana dan prasarana 100
Kualitas Sarana | kinerja Y g aparatur Kementerian PPNBappenas sesuai 92% | 94% | 96% | 98% &
dan Prasarana Kementerian dan Bangunan Fencanh ' 7o
Pendukung PPN/ Bappenas | yang memadai 240,0000.3 164.0447.7 164.044.7 | 164.044.7 | 164.044.7
: : 1 71 71 71
Pelayanan yang bersih, Terwujudnya
Umum dan akuntabel, dan Pengelolaan BMN fadelcs kepiasees pengeuna layanan umum, dan 86 88 90 92 94
- : pengelolaan BMN
Operasional profesional dan yang Handal



didukung oleh
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Pembangunan

Terwu]udnya
kapabilitas SDM | Layanan Rumah
Tangga vang
Profesional
Terwujudnya
Pengadaan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadaan 92 04
Peralatan dan dan layanan internal i
Mesin yang akurat
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan
...... 100 100
Umum yang sesual dengan ketenlua.n dan o, %
Terwujudnya aturan yang berlaku
Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup 92% | 95%
Internal yang Layanan Umum
Alkuntabel % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingloup
Layanan Umum yang sesuai dengan tugas dan 92% | 95%
flingsi
Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan 60.000.00 69.457.50
Pembangunan Nasional o e
Indeks SPBE Kementerian PPN/ Bappenas‘“ el Bk
Layanan
Teknologi, % Permintaan Layanan Pemcliharaan Sarana 900% | 90%
Informasi dan dan Prasarana yang Terselesaikan ; I
Komunikasi % Insiden Keamanan Informasi yang 90% | 90%
Terselesaikan
9% Aplikasi Khusus Kcmenlena.n PPN Ba enas ?
yangbcrfungm ; pp 90% 90% ﬁ(].“’UU.Dg 59.457.53
Terwujudnya Layanan Data Berbasis Elektronik yang Terselesaxkan Sl e
Kkinerja Pengelolaan Data — :
Pengelolaan ; dan Informasi % Pemenuhan Produk Pengetahuan yang i . Informas
Détia ey Kementerian P —— Terklasifikasi sesuai Kegiatan Unit Kerja yang 90% | 90%  Pétensatinan
Informasi FEN/ Raypenas Pembangunan | Telah Terindentifikasi : i i Pe_ﬁ;bangh_na
Perencanaan ginu%l:::];:{héan Nasional % Pemenuhan Permintaan Dukungan R
Pembangunan Fofesic all A, Pengelolaan Data Tabular/ Statistik i o 90% | 90%
MNasional gi diftrang oleh dan Informasi Geospasial Bcrhams Elekt.rom
kapabilitas SDM vang Terselesaikan sl
% Pelaksanaan Tata Kelola lmgkup Layanan
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 100 100
yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang Yo Yo
Manajemen _berlaku N
hatemal % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Layanan Data dan Informasi Perencanaan 92% | 95%




B

% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Layanan Data dan Informasi Perencanaan

Administrasi

Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan 7 2 f el ot
fungsi
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum 6.750.000 | 7.087.000 | 7481700 | 7E86000 | 8247000
Tecapaianya
Kepuasan Unit
Kerja atas
Layanan Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan
Pengawasan pengawasan intern lingkup administrasi umum Baik | Baik | Baik | Baik | Baik
Intern Lingkup dan /atau keuangan
Administrasi
Umum dan/atau
Keuangan
Terlaksananya ;
Pengawasan % pelaksanaan pengawasan intern sesuai bl
Intern Lingkup dengan program kerja pengawasan tahunan 100 100 100 100 | 100
Administrasi (PKPT) linglcup administrasi umum dan/atau % % Yo % | oy
ferwafiadnga Umum dan/atau keuangan
Kinéss Keuangan
nerja
; , : Terlaksananya
Pembinaan dan Kementerian Tindak Lenjut £ B _ ! |
Pengawasan PPN/ Bappenas Soecomdey iy % Pelaksana{aq Pend'ampmgarl Eksternal 100 IOQ 100 100 100
Bidang vang bersih, HC ! s lingkup administrasi umum dan/atau keuangan % % % % % 6.750.000 | 7.087.000 | 7.481.700 | 7.886.000 | 8.247.000
Administrasi akuntabel, dan anl Pengawasan: | '
Umuim profesional dan Han Pestd st ; :
didukung oleh Eﬁ;ﬁr:ka t % rekomendasi pengawasan dan pengaduan El A
kapabilitas SDM | o . - ctrasi masyarakat lingkup administrasi umum 13,0 1,,20 130 130 b 130
Umum dan/atau dan/atau keuangan yang ditindaklanjuti i < a Dol e
Keuangan
% Rekomendasi Hasil Validasi/self assessment
Terlaksananya penilaian maturitas SPIP lingkup administrasi 100 100 100 | 100 100
Pembinaan SPIP umum dan/atau keuangan yang difasilitasi Y% Yo % Y% Y%
‘penyelesaiannya
Terlaksananya e
Peningkatan i e s
Kapabilitas Aparat | % penyelesaian Area of Improvement (Aol)
Pengawasan Internal Audit Capability Model (IACM) lingkup 1090 ]’30 1020' 1020 130
Intern Pemerintah | administrasi umum dan/atau keuangan i fi i g a
(APIP) Lingkup

Inspektorat
Bidang
Administrasi
Umum



Umum dan/atau
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Manajemen

Birokrasi linglkkup kinerja kelembagaan

o, N

0,

Keuangan
% Pelaksanaan rencana kerja Reformasi 100 100
Terlaksananya Birokrasi lingkup administrasi umum clan,.’ atau 5 - - o o
M o keuangan
anajemen
Internal % realisasi ang'ga:'an layanan péhgawasén intern g i oooe | e
lingkup administrasi umum dan/atau keuangan e 2
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan e s " % 3.250.000 | 3.470.000 | 3.602.300 | 3.470.000 | 3.972.000
Tecapaianya
Kepuasan Unit
Kerja atas
Layanan Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan : ; 3 : o
Pengawasan pengawasan intern lingkup kinerja kelembagaan Pl | Balic/ | Bofle. | Batle | Saik
Intern Lingkup
Kinerja
Kelembagaan
Terlaksananya : shihi
Pengawasan % pelalcsanaan pengawasan intern sesuai
Intern Lingkup dengan program kerja pengawasan tahunan 1(30 1;],0 1,,80 1090 ]L,O/ﬂ
Kinerja (PKPT) linglkup kinerja kelembagaan i 2 # : 2
Terwujudnya Kelembagaan Wl B
kinerja Terlaksananya % Pelaksanaan Pendampingan Eksternal 100 100 100 100 100
. d Kementerian Tindak Lanjut lingkup kinerja kelembagaan Y Yo %o % %o
ggﬁgb;:rzzgn an PPN/ bBagElcnaS %ekgln;endasi i 3.250.000 | 3.470.000 | 3.602.300 | 3.470.000 | 3.972.000
g g vang bersih, Hasil Pengawasan | o0 o0 o) o0 e Bl
ﬁ;ﬁ:ﬁ%g;ﬂ;ﬁa akuntabel, dan | dan Pengaduan ;ﬁ;;;;g;iﬁﬁﬁ%ﬁifgixﬁziﬁ;fﬁ;g;ngaduazn 100 | 100 | 100 | 100 | 100
profesional dan Masyarakat ditindaldaniity i & it % % % % %
didukung oleh Lingkup Kinerja J o
kapabilitas SDM | Kelembagaan
ﬁiii?ffiiﬁf e | % llfi‘l’k,"me“d“i .HaSi‘IXgl_iﬁfSi" Seif.ass.‘?ssmem 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Lingkup Kinerja | PFRUman matuntas SHE tngiup kmesga A i S i
kelembagaan yang difasilitasi penyelesaiannya
Kelembagaan : :
Terlaksananya || (U EET DGR o '
Peningkatan
Kapabilitas Aparat }y’ Pm}'flesmn Area of 1’;}"”"3”‘3”‘ (ﬁ"n 100 | 100 | 100 | 100 | 100
S — nternal Audit Capability odel {IACM] gkup A % o % %
g . kinerja kelembagaan i Lhek ot
Intern Pemerintah
(APLP) -
Terlaksananya % Pelaksanaan rencana kerja Reformasi 100 | 100

Inspektorat
Bidang
Kinerja
Kelembagaar



Perencanaan Pembangunan ‘I‘erka:t ngkup Industri,

Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Internal Imgkup
Kinerja
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% realisasi anggaran layanan pengawasan mtern
lmgkup kinerja kelembagaan

4,500.000

8.200.000

8.200.000

§.200.000

&.800.000

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Industri,
Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

% rancangan UU RPJPN lingkup Industri,
Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang diterima
oleh Depuli

90% |

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang
diterima oleh Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup Industri,
Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang diterima
oleh Deputi

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Industri, Pariwisata,
dan Ekonomi Kreatif

75%

80%

90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Industri,
Pariwisata, dan Ekonomi Krearif

75%

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/ i
dengan output proyek prioritas RKP dalam

‘koridor PN/MP atau sasaran scktor/bidang
dalam RKP lingkup Industri, Pariwisata, dan

Ekonomi Kreatif

80%

85%

90%

95%

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Industri, Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatil

704 |

75%

86-

90%

91
95%

% Rancangan Perpres RKP lingkup Industri,
Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang dlterlma
oleh Deputi

_75'%

80%

85%

90%

9 5%

% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam kondor PN/MP yang sesual dengan
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

90%

95%

1.800.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

3.200.000

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup industri, pariwisata, dan
ekonomi kreatif yang diterima oleh Deputi,

88-

91919

%

oo ||
95,9

%

96-
100
Yo

500

B00,000

00,000

B00,000

800,000

Direktorat
Industri,
Pariwisata,

“dan Ekonom

Kreatil
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Pembangunan :
Nasional Kebijakan 80- | 8a- | 88- | 92- | 96
Percepatan 839 | 879|919 (959 100
o, o, 4, €, o4
Petibanganan Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi L % % i "
Kreatif
ik % Rekomendasi Pcnyclcsalan Isu Strategts
Kebijakan 85- 88- 91- 94- 97-
s ; Perencanaan Nasional / Major Project yang dijalankan oleh K/L 87,9 [ 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 | 1200000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.200.000 | 2.800.000
lerwujudnya I E——— dan stakeholders pembangunan lingkup o 9% o o o
Kebijakan Eu Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif i i . i °
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang Kebiiakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner F}ﬁ'm{i e oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000
FEREROEEE lingkup Industri, Pariwisata dan Ekonomi % % % % %
Kreatif yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Industri, 100 100
kinerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sesuai - - - o o
Kementerian dengan ketentuan dan aturan yang berlaku 2 2
PPN/ Bappenas e % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
yang bersih, i\;{];agr?:]men Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif i 2% | 95%
alcuntabel, dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
profesional dan . s i gty "
didukung oleh Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang % - - 92% | 95%
kapabilitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi
? Do 1 T ) cim ;
Pe:encanaan [t.mbangunan Terkait Lingkup Jasa 63.500.00 | ‘< nis 006 | 660,000 | 5000000 | 5543370
Keuangan dan BUMN ! ! 0 ) : :
Eg;‘;f;agunan % rancangan UU RPJPN lingkup Jasa Keuangan | ) il RO
: dan BUMN yang diterima oleh Deputi
Jangka Panjang 2 f
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Jasa Keuangan dan BUMN yang diterima oleh - - - 90% -
Terwujudnya P
0, -
T, Integrasi, %o rancangan Perpres RPJMN lingkup Jasa : I - = 95% Direktorat
£ o Rencana Keuangan dan BUMN yang diterima oleh Deputi Jasa
PrelRnERna bmkmmsa_m, Pembangunan 9% keselarasan sasaran program RKP dengan Keuangan
Terkait Lingkup d@ Sinergi Jangka Menengal | sasutar RPIMN: ].m gku p Jasa Keuangan dan 75% | 80% | 85% | 00% | o509 | 1809908 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 3443370 | P
Jasa Keuangan Perencanaan RUMN
dan BUMN Pembangunan =
e % keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN hngku_p Jasa Keuangan | 75% - - - 80%
dan BUMN
Rencana % keselarasan target outpul prioritas Renja K/L
Pembangunan dengan output proyek prioritas RKP dalam e 5 B G &
Jangka Pendek koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 9% 0% | 853 | 9OR |- IS
(Tahunan) dalam RKP lingkup Jasa Keuangan dan BUMN




- Basaran:

: qudran Program

- BHalcELs 3 &‘d:-.a:mn Kegi

{Outcom 1/

i

% keselarasan anggaran output prioritas dalam

Deputi

REKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70+ ] 76 81- 86- 91-
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | B0% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP linglkup Jasa Keuangan dan BUMN
% Rancangan Perpres RKP lingkup Jasa & : W i
Keuangan dan BUMN yang ditesicha oleh Deputi | ‘o1 | 20 | 85% | 90% | 95%
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80.-. i 88- 99- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 879 | 919|959 | 100
Terwwjudnya Rencana pembangunan lingkup Jasa Keuangan dan e f,’ D/? ; I}é | x,’ o
Efektivitas Pembangunan BUMN yang diterima oleh Deputi i T ° 1 °
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang ! 690.092 | 1500000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Pembangunan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup % Yo %o % %
Linglkup Jasa Keuangan dan BUMN
i % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan Sy 4 : 2 ! 85- 88-- 1 91- 94- 97-
, Perencanaan Namondl_” Major Project yang dlja_la_nkan-olch K/L 87,9 | 90,9 | 939 | 96,9 100 F00,000 300,000 500,000 500,000 500,000
Terwujudnya Perb it dan stakeholders pembangunan lingkup Jasa o o, | o o o
Kebijakan g Keuangan dan BUMN o | % o o
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/ Kegiatan) iy
Nasional yang Kebiiakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner Pcm{aan e oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799718491 1189.97 949 100 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
gu lingkup Jasa Keuangan dan BUMN yang 9% % Yo % %o
diterima oleh Deputi
Terwujudnye % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Jasa 100 | 100
kinerja Keuangan dan BUMN yang sesuai dengan - o o
Kementerian ketentuan dan aturan yang berlaku i i
PPN/ Bappenas i % pengelolaan realisasi anggaran lmgkup Jasa i : L
yang bersih, Eﬁ:élemm Keuangan dan BUMN o e
alnucnbiel dar % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Jasa
profesional dan G
didukung oleh Keuangan_dan BUMN yang sesuai dengan tugas - 92% | 95%
kapabilitas SDM san fungsi
Ezée;;agsnmAE;lTsl;:rgﬁlg;rTﬂkmt Lingkup Keuangan 3.450.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5300000
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Keuangan i 5
Terwujudnya Pembangunan Negara dan Analisis Moneter yang diterima oleh - - - 90% - ‘Direktorat
Pk cimiia Integrasi, Jangka Panjang Deputi ~ Keuangan
}Fe“l]{‘;‘?t“&‘;‘““ Sinkronisasi, % rancangan awal teknokratik RPJMN linglkup Negara dan
erkai gkup dan Sinergi Keuangan Negara dan Analisis Moneter yang - - - 90% - 1LB30,000 | 2750000 | 2750000 | 2.750.000 | 2950000 Anéli'sis
Eenangan Perencanaan Fougasa diterima oleh Deputi Monete
Negara dan Beidian Pembangunan S - PHEBIEL
Anchisis Motates L gunan Jangka Menengsh b rancangan Pelfpf‘es RPJMN lmgk_u_p K_euangan |
Nasional & Negara dan Analisis Moneter yang diterima oleh = = - - 95%
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% keselarasan sasaran program RKP dengan 5
sasaran RPJMN lingkup Keuangan Negara dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Analisis Moneter e
% keselarasan sasaran program Renstra K/L i
dengan sasaran RPJMN lingkup Keuangan 75% - - - 80%
Negara dan Analisis Moneter
% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | BO% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Keuangan Negara dan
S —— Analisis Moneter -
Perabangunan % keselarasan anggaran output prioritas dalam
] REKA dengan output proyek prioritas RKP dalam .
Jangka Pendek 2 ) ; 70- 76 81- 86- 91-
(Tehunan) koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 959
dalam RKP lingkup Keuangan Negara dan :
‘Analisis Moneter
% Rancangan Perpres RKP lingkup Keuangan
- Negara dan Analisis Moneter yang diterima oleh 75% | BO% | 85% | 90% | 95%
| Deputi
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- | 84- | 88 | o2. | 96
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 879 | 919 | 959 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Keuangan Negara dan o, D/,' Ey‘ u/' o
Efektivitas Pembangunan Analisis Moneter yang diterima oleh Deputi 5 W 2 b i
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 700,000 | 1.250.000 [ 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % % Y% Yo Y%
Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter :
" % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis i
Kebijakan ; T ; = 85- 88- 91- 94.- 97-
. ) Perencansdan Nasional/Major Project yang dijalankan oleh K/L 87,9 | 909 | 93,9 | 96,9 | 100 450,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000
Terwujudnya Pembanigunati dan stakeholders pembangl}r}an lingkup 9 o o o %
Kebijakan _Keuangan Negara dan Analisis Moneter ; i
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) R
Nasional yang Vitiiisioan inovadi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95
Visioner Pem{:angunan oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 350,000 500,000 500,000 500,000 500,000
lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter % Yo % Yo Y%
yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Keuangan 100 100
kinerja Merigiemen Negara dan Analisis Moneter yang sesuai dengan - - - o w
Kementerian J ketentuan dan aturan yang berlaku g 2
Internal =i : - —
PPN/ Bappenas % pengelolaan realisasi anggaran lingkup ] ' i 929% | 95
yang bersih, Keuangan Negara dan Analisis Moneter i i




akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM
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% Pemenuhan t)irektif Pimt;ine:tri_lin:gkup
Keuangan Negara dan Analisis Moneter y.
sesuai dengan tugas dan fungsi

92%

95%

Perencanaan Pembangunan Terkait Li

ngkup

Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi

Internasional

6,705,000

6.705.000

6.705.000

6.705.000

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Perdagangan,
Investasi dan
Kerja Sama
Ekonomi
Internasional

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Terwujudnya
Efelktivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

% rancangan UU RPJPN lingkup Perdagangan,
Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional
yang diterima oleh Deputi

90%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN linglaup
Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama
Ekonomi Internasional yang diterima oleh
Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup
Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama
Ekonomi Internasional yang diterima oleh
Deputi

95%

% keselarasan sasaran program REKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Perdagangan, Investasi
dan Kerja Sama Ekonomi Internasional

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Perdagangan,
Investast dan Kerja Sama Ekonomi Internasional

75%

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang

Kerja Sama Ekonomi Internasional

75%
dalam RKP lingkup Perdagangan, Investa31 dan | !

80%

85%

90%

95%

% keselarasan anggaran output pnqm__ta_s dalam
RKA dengan output proyek prwrltas RKP dalam
dalam RKP lingkup Perdagangan, Investasi dan
Kerja Sama Ekonomi Internasional

70
75'3"0_

76-
80%

81-
85%

806-
90%

91-
95%

% Rancangan Perpres RKP lingkup
Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama
Ekonomi Internasional yang dltcnma olch
Depuli

75%

80%

- 85%

90%

% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana :
pembangunan lingkup Perdagangan, Investa51
dan Kerja Sama Ekonomi Intemasmnal ya.ng
diterima oleh Deputi b

80-
83,9

84-
87,9
Yo

88-
91,9
Yo

92-
95,9

95%

96-
100

Yo

2.524.016

1.437.363

2,480,361

1.481.018

2.480.361

1.481.018

2.480.361

1481.018

3.665.865

1481018

‘Direktorat
Perdagangan
, Investasi
dan Kerja
Sama

 Ekonomi
Internasiona



Sasaran

Sasaran Program
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Indikator UKE 11

Tm'gé"(

Alokasi (delam ribu |'1_.;rj'i'§";h|

Unit

?Ggmm 'f B (Outcome)/ Hasil Pembahasan) 2020 | 2021 | 2022 || 2023 2024 | 2020 2021 2022 2023 2024 Organicasi
. egmr:gn Strategis Sasaran Kegiatan i . (k El.!-_%l emba _‘la.sa.n} e _?_ 202 ".‘:‘ 20 202 2020 20 2022 2023 2024 Pt‘fe‘ﬂ(sa—.um
% Relkomendasi kebijakan pengendalian yang
Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pe-_nc._apajan 80- 84- 88- 99. 96-
Barcenaton sasaran /target PN PP, KP, proyek ppontas, dan 839 | 879 | 919 | 959 | 100
pa ) . s s
Pembangunan sasaran scktor/ bidang dalam RKP lingkup oAl e gl BT B2
Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama
Ekonomi Internasional
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L | 85- 88- 91- 94- 97-
Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup 87,9 | 90,9 [ 93,9 [ 96,9 | 100 | 1.243.621 | 1.243.621 | 1.243.621 | 1.243.621 | 1.243621
Terwujudnya Pembangunan Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama % Yo Yo Y% %
Kebijakan Ekonomi Internasional -
Pembangunan 94, Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang Inovasi Pembangunan yvang akan dijalankan 75. 80- 8s5- 90- 95-
Visioner Kebijakan Inovasi qleh K/L dan stakeholders pen?banguna:} 799 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 1.500.000 | 1500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000
Pembangunan lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama o o o o o
Ekonomi Internasional yang diterima oleh
Deputi
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Terwujudnya Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama i . i 100 | 100
kinerja Ekonomi Internasional yang sesuai dengan % %
Kementerian ketentuan dan aturan yang berlaku |
PPN/ Bappenas Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup =
yang bersih, Internal Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama - - - 92% | 95%
akuntabel, dan Ekonomi Internasional
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama i= 02% | 95%
kapabilitas SDM Ekonomi Internasional yang sesuai dengan i T < =
tugas dan fungsi
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik 7.005.000 | 7.550.000 | 7.550.000 | 7.550.000 | 9.250.000
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Perencanaan y
Pembangunan Makro dan Analisis Statistik yang diterima oleh - - - 90% -
Jangka Panjang Deputi
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Pere Terwujudnya Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang = - - 90% - Di
Pﬁ:;g:zna?:;n Integrasi, diterima oleh Deputi Per‘RktOPat
Terkait ngu s Sinkronisasi, % rancangan Perpres RPJMN lingkup Mc;rcl:anaan
ricant LIngKUp | 4a5 Sinergi Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang i ‘ - 4 95% | 4.805.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 6.500.000 akro dan
Perencanaan Rencana v ¢ Analisis
Perencanaan diterima oleh Deputi bt
Makro dan Pembangunan = Statistik
Analisis Statistik Penitasnpuoan Jangka Menengah % keselarasan sasaran program RKP dengan
A Nasional sasaran RPJMN lingkup Perencanaan Makro 75% | 80% | B5% | 90% [ 95%
dan Analisis Statistik
% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan 75% - - - 80%
Makro dan Analisis Statistik
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% keselarasan target output priorita Renj
dengan output proyek prioritas RKP dalam

koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Perencanaan Makro dan
Analisis Stalistik : §n=|
% keselarasan anggaran output prioritas dalam
Rencana REA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91-
Pembangunan lcoridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 9s%
Jangka Pendek dalam RKP lingkup Perencanaan Makro dan ® i 2 2
(Tahunan) Analisis Statistik
% Keselarasan KEM Daerah terhadap RKP
lingkup Perencanaan Makro dan Analisis 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Statistik
% Rancangan Perpres RKP lingkup Perencanaan
Makro dan Analisis 5taLlst1k yang diterima olch T5% | 8B0% | 85% | 90% | 95%
Deputi PR (SRR
Informasi Hasil % Ketersediaan mformas;x hasil pemantauan dan
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 80- 84- 88- 92- 96-
Rencana pembangunan lingkup Perencanaan Makro dan 839 | 879 | 91,9 | 95,9 | 100
Terwujudnya Pembangunan Analisis Statistik yang diterima oleh Deputi
Efektivitas ain ; i ] ;
Pengendalian c/iiile:lZl:?kn;;néigl I%?E%ﬁ I:‘Zﬁgg?;dsgs?af;}fn 1.035.000 [ 1.400.000 | L400.000 | 1400000 | 1.400.000
11\1 ;1:1;221511 nan ifgréi;l;{:n sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 80- | 84- | 88 | 92- | 96-
P gt o sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis
Statistilk
— % Rekomendasi Penyele_s_al_an lsu Strategis
;ebuakan Nasional / Major Project yang dijalankan oleh K/L ol B R e S 3
) erencanaan dan stakeholders pembangithan lingkup 879 | 90,9 | 939 | 96,9 100 755,000 850,000 850,000 850,000 850,000
Terwguange Pembangunan: Perencanaan Makro dan Analisis Statistik i o % o G
Kebijakan ; e .
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang ReBalien 1 .| Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- | 80- | 85- | 90- | ©s-
Visioner pe ]{; an Movast | oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 849 | 899 | 94,9 | 100 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000
SHIRaRERRaR lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Y% Y Yo % Yo
Statistik yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Perencanaan 100 | 100
kinerja Makro dan Analisis Statistik yang sesual dengan - - B o, o
Kementerian Manajemen ketentuan dan aturan yaneg berlalku b “
\F:::é{ bE(;‘ ?ES:IMS g % pengelolaan realisasi 'thgaran lingkup . ) B 92% | 95%

akuntabel, dan

Perencanaan Makro dan Analisis Statistik




. Strate

profeional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

: bangunan Terkait Lingkup Tata Ruang,
Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana

-86-

23.900.00
0

25.200.00.
0

25.200.00
o

26.400.00
0.

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Tata Ruang,
Pertanahan, dan
Penanggulangan
Bencana

Terwujudnya
integrasi,
sinkronisasi,
dan sinergi
perencanaan
pembangunan
nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

% rancangan UU RPJPN lingkup Tata Ruang,
Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan
Informasi Geospasial yang diterima oleh Deputi

90%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Tata Ruang, Pertanahan, Penanggulangan
Bencana, dan Informasi Geospasial yang
diterima oleh Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup Tata
Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana,
dan Informasi Geospasial yang diterima oleh
Deputi

95%

% kesclarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Tata Ruang,
Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan
Informasi Geospasial

80%

85%

90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Tata Ruang,
Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan
Informasi Geospasial

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

9% Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas
Nasional/ Major Project (PN-MP)

75%

80%

% lokasi prioritas dalam profil dan analisis
daerah yang selaras dengan arah kebijakan
pengembangan wilayah dalam dokumen
perencanaan (RKP-RPJMN]

75%

80%

% keselarasan target output prioritas Renja K/L

dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Tata Ruang, Pertanahan,
Penanggulangan Bencana, dan Informasi
Geospasial

7%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor /bidang
dalam RKP lingkup Tata Ruang, Pertanahan,
Penanggulangan Bencana, dan Informasi
Geospasial

70-
T5%

76-
80%

81-
85%

86-
90%

Bl
95%

2.000.000

2.,900.000

2.900.000

2,900,000

4. 100.000

Direktorat
Tata Ruang,
Pertanahan,

dan
Penanggulan
gan Bencane



BT

% Rancangan Perpres Rin'gk_up Tata Ruang,

Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Informasi Geospasial vang diterima oleh Deputi
; . % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
ommas LA evaluasi atas pelaksanaan rencana 80- | 84- | 88- | 92- | 96-
Rencana pembangunan lingkup Tata Ruang, Perta?nahan, 83,9 | 87,9 [ 91,9 | 959 | 100
Terwujudnya Pembangunan Penanggulangan Bencana, dan Infonpast Yo Y% % %o %
efektivitas Geospasial yang diterima oleh Deputi L
pengendalian % rekomendasi kebijakan pengendalian yang 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1100000 | 1.100.000
pembangunan i dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
nasional . ‘sasaran/target PN, PP, KP, Proyek lgrioritgs, dan | B0 ade | B8l oR il oe
Percepatan £ 2 : 839 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Pembangunan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Tata % o, % % o,
Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana,
R dan Informasi Geospasial
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan Nasional/Major Project yang dijalankan oleh 85- 88- 91- 94- 97-
Perencanaan K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100
Terwujudnya Pembangunan ‘Tata Ruang, Pertanahan, Penanggulangan % Y% % Y% %
kebijakan Bencana, dan Informasi Geospasial i _
pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) 10.900_03 “'200'03 11.200,03 “'200'03 : ""‘00‘02
nasional yang Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75 80- 85. 90- 95.
visioner Kebijakan Inovasi oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan 709 | 849 | 899 | 949 100
(Enabler) lingkup Tata Ruang, Pertanahan, % /’ o ,},‘ ,},’ o
Penanggulangan Bencana, dan Informasi < £ 2 T %
Geospasial yang diterima oleh Deputi
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Tata Ruang, .
Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan 100 | 10
. Informasi Geospasial yang sesuai dengan = y i % %
Tt'EI'W'L.l_]ll dnya ketentuan dan aturan yang berlaku -
Eﬁﬁgﬁt?ﬁml Manaiemen % pengelolaan realisasi anggaran linglcup Tata ]
” J Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, - - - 92% | 95%
PPN/Bappenas interaal dan Informasi Geospasial
ﬁi?;;:llhéan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Tata
M ‘Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, = » 3 92% | 959
ProasionaLasn dan Informasi Geospasial yang sesuai dengan a
iphin O tugas dan fungsi
e Sistem/Regulasi e s Daca din Bifetnsi 10.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00
R A Perencanaan Pembangunan bidang 85% | 88% | 90% | 92% | 95% | 9.900.000 e SRS Chat et
Pengembangan Regional
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup 12.000.00 | 13.200.00 | 1320000 | 13.200.00 | 14.400.00
Pembangunan Daerah 0 o 0 0 0 Direktorat
Perencanaan Terwujudnya Rencana i 3 A 2 Pembangune
Pembangunan integrasi, Pembangunan ]x)barea:;za;l;ag d‘{gﬁipgcinégu Sﬁ?{.mbangu Loty - - 90% - 2.000.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 3.750.000 n Dacgh
Terkait Lingkup sinkronisasi, Janglka Panjang : i P




Pcmangunan
Daerah

dan sinergi

i Sasaran Prugldm

{Outcome)/
Sasaran Kegiat

-88-

% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup

perencanaan Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi | i i 90% 7
pembangunan % rancangan Perpres RPIMN lingkup e i I i 95%
nasional Rencana Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi | L
Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP den e : 1
Jangka Menengah | sasaran RPJMN lingkuppPeir‘ibangunan D%.‘::Ix}ah Tl | 2 | B9 | 80% | 85%
% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Pembangunan 75% - - - 80%
Daerah
% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam !
kf)l‘l%lur PN,}) MP]::tta{l sag.aran sektor/bidang e B | Bode | Ik | 95%
dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah
Y% keselarasan anggaran output prioritas dalam |
Rencana RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91-
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran scktor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Jangka Pendek dalam REP lingkup Pembangunan Daerah
(Tahunan) % Rancangan Perpres RKP lingkup
Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi 181 || 80% | 85% | 90% | 95%
% kesesuaian daerah yang menerima alokasi:
DAK Fisik Tematik dalam APBN dengan target
lokasi prioritas penerima DAK Fisik %emat_ﬂ% il e PV T, | 78% | 80%
dalam dokumen Multilateral Mecting DAK Fisik
Informasi Hasil % Ketlersediaan informasi hasil pemantauan dan 80 84 88 92 96
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana ‘ : i _ 7
_ Pe 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan__lmgkup Pembangunan Daerah 4 /,; %; % % o,
efektivitas Pembangunan yang diterima oleh Deputi il
pengendalian % rekomendasi kebijakan pengendalian yang Sl 500,000 | 1150000 | L.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000
pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- | 89- 88- 92- 96-
nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan | 83,9 | 879 | 919 [ 959 | 100
Pembangunan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Hitgp o % % %
Pembangunan Daerah
. % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis '
el aloaz Nasional / Major Projgct yang dijalankan ot T L R B el B L i i »
e Perencanaan dan stakeholders pembangunan Engkup 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 | 5200000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500.000
s Pembangunan % %o %o Yo %
kebijakan Pembangunan Daerah
pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program j Kegiatan)
nasional yang Kebijskan Tnovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan i 80- 85- 90- 95-
visioner (E:neibler] oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan 79 9 84,9 809 | 919 100 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000000 | 4.000.000
. lingkup Pembangunan Daerah yang diterima % Y% Yo Y% Y
oleh Deputi
Enrngudnya Manajemen % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup 100 100
erja Kitaciil Pembangunan Daerah yang sesuai dengan * - - % %
Kementerian ketentuan dan aturan yang berlaku




Program /
. Kegiatan

Sasaran
Strategis

PN,! appena.s '

Sasaran Program
{Qutcome)/
Sasaran Kegiatan

Yo pen realisasi ar lingkp

-80-

Indikator UKE T
{Hasil Pembahasan)

L9021

Farpet

52022

Alokasi (dalam ribu rupiahy

2021

Unit
Organisasi
Pelaksana

yang bersih, Pembangunan Daerah
akufnta_abe;,] %‘:ﬂ % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup . :
51.—0 = Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas - - - 92% | 95%
idukung oleh Aiii fungsi
kapabilitas SDM
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional I e W e B R ) sl
Rencana & z ;
Perbangiinian cﬁ;ﬁ:‘nﬂgliﬁ l{;g EE.IPN lingkup Regional I yang i} I i 90% 3
Jangka Panjang ) P
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup ] [ 90% |
Regional 1 yang diterima oleh Deputi i
9% rancangan Perpres RPJMN lingkup Regional | i
g:;(l:)a;lnagunan vang diterima oleh Deputi i g i i 95%
Jangka Menengah :’;gﬁﬁ*ﬁﬁﬁﬁﬁ;gﬁ;ﬂﬁw dengan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
% keselarasan sasaran program Renstra K/L 75% i i Il 80%
Terwujudnya dengan sasaran RPJMN lingkup Regional I
inicgrasi :3;0 keselarasan targelkoutput ;}r[r;:;’\t;u; R]cnja K/L
: ST engan output proyek prioritas RKP dalam
smkrt‘:lnma_m, koridor PN,r‘pMPI;tau sasaran scktor/bidang 75% | 80% | 85% | 900s | 8576 10.000.00
dan sinergi dalam RKP lingkup Regional | 4,750,000 | 9.000,000 | 9.000,000 | 9.000.000 i
Perencanaan g;;:g:inguain e % keselarasan anggaran output Pl‘ioritas dalam -
B tmeermrel asional RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- | 76- | 81- | 86- | 91- Direktorat
ANgl g koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95% Regional |
'!‘erkan Lingkup Rencana dalam RKP lingkup Regional 1
Regional 1 Pembangunan % Rancangan Perpres RKP linglcup Regional | :
Jangka Pendek o y 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
(Tahunan) yang d_Jtenma oleh F)cgun e
9 rincian output prioritas K/L di Wilayah
Regional | yang selaras dengan kegiatan
prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah/ | 65% | 70% | 75% | 80% [ 85%
Provinsi dalam koridor pencapaian sasaran :
PN/MP
% Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas
Nasional/ Major Project (PN-MP) i = [T % ] 80k . 8ot
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 88- 92. 96-
Terwujudnya Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 879 | 919 | 959 | 100
efektivitas Rencana pembangunan lingkup Regional [ yang diterima a X’ !y' q{’ % o
pengendalian Pembangunan oleh Deputi i i i » 1,400,000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000
pembangunan Kebijakan % rekomendasi kebijakan pengendalian yang 80- 84- 88- 92- 96-
nasional Percepatan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 839 | 879|919 | 959 | 100
Pembangunan sasaran /target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan % % % % Yo




0=

j_:'ndmator UKE i

sasaran sektor/ bldang dal RKP linglaup
wilayah Regional I

% rekomendasi _kebyakan_ pengendalian yang

dijalankan oleh daerah di Wﬂa)'rah Regional | 80- 84- 88- 92- 96-
dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran 839 | B79 | 919 | 959 | 100
utama pembangunan daerah dan % % % % %
sasaran /target prioritas daerah
o % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan ; ; S e T 85- 88- 91- 94- 97-
Terwujudnya Perencanaan Hasional/Major et § Rk (iblutian blok 879 | 90,9 | 93,9 | 96,9 100 | 1.000.000 500 500 500 500
kebijakan Pembangunan E/ L/ D r;ll&lm stakeholders pembanguna.n lingkup o o o s i
egion
pt;a:?bangu’nan % Rekomendasi Kebijakan (Program/ Kegiatan)
nld::,lunal yang Kebijakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan i s i PR 25:
visioner (Enabler) oleh K/L/D dan stakeho Iders ptﬁmbangunan 7‘3/ 9 8:;/ 9 839 9;1/ 9 1 090 850,000 500,000 500,000 500,000 500,000
lingkup Regional I yang diterima oleh Deputi i fi i i §i
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lin; Regional I
e 100 | 100
kinerja yang sesual dengan ketentuan dan aturan yang i - - o o
Kementerian berlaku fi i 2
PPN/ Bappenas . % pengelolaan realisasi anggaran lmgkup
yang bersih, m;;:r?;ncn Regional [ I ] 92% | 95%
akuntabel, dan '
p}'ofcsional dan Y Pgmenuhan Direkﬁ‘f Pimpinan lingkup 1 i 5 _ 929% | 95%
didukung oleh Regional | yang sesuai dengan tugas dan fungsi
kapabilitas SDM
B T . 145.000.0. | 75.000.00 | 75.000.00 | 7500000 | 75.700.00
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional 11 ; : : 50 e 0 g L p
Reucang % rancangan UU RPJPN lingkup Regional T
Pemban gz yang diterima oleh Deputi ' i i e _
Jangka Panjang
Y% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup : 1 90%
Regional Il yang diterima oleh Deputi 3 ik B
Terwujudnya akinna Y% rancangan Perpres RPJMN lingkup Reglonal I - i ' 95%
Perencanaan integrasi, = yang diterima oleh Deputi b _ '
sinkronisasi, % keselarasan sasaran program RKP dengan : . Direktorat
gﬁﬁ;ﬂlﬁﬁ dan sinergl Tgeaditag sasaran RPJMN lingkup Regional Il T75% | 80% | 85% | 90% | 95% 0000 12.500_03 12,500.03 12.500.0g 13.200.08 " Regionalll
Regionalll | Perencanaan % keselarasan sasaran program Renstra K/L 75% 80%
8 pembangunan dengan sasaran RPJMN lingkup Regional II i [ - ¥ ?
nasional % keselarasan target output prioritas Renja K/L
Rencana dengan output proyek prioritas RKP dalam 5
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bldang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Jangka Pendek dalam RKP lingkup Regional 11
{Tahunan) % keselarasan anggaran output prioritas dalam 70- 76- 81- 86- 91-
REKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 75% | 80% | 85% | 90% | 95%




Program/
Kegiatan

(Outcome)/

Sasaran Program

Sasaran Kegintan | hih
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang

-91-

Indikator UKE II
{Hasil Pembahasan

(2020 202

- Target

12022 | 2023

2024

2020

2021

Alokasi {dalam ribu rupiahl

2022

2023

dalam RKP lingkup Regional I1
9% Rancangan Perpres RKP lingkup Regional 11
yang diteri%na oleh Deputi i dom -l SO ot ) B} T
95 rincian output prioritas K/L di Wilayah
Regional 1l yang selaras dengan kegiatan
prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah/ | 65% | 70% | 75% | 80% | 85%
Provinsi dalam koridor pencapaian sasaran
PN/MP
% Prioritas Daerah yang selaras dengan o 0l
Prioritas Nasional/ Major Project (PN-MP) i T f TR B0 | 85%
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80. 84. 88- 92. 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 879 | 919 | 959 | 100
Rencana pembangunan lingkup Regional Il yang diterima .3,; %', 9/:, b ,G', %
Pembangunan oleh Deputi
% rekomendasi kebijakan pengendalian yang
Terwujudnya dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
efektivitas sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan | 83,9 | 87,9 91,9 | 1959 | 100
pcngenda]jan sasaran scktorfbidang dalam RKP lirlgkup % O % o 9% Q00,000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
pembangunan Kebijakan wilayah Regional 11
nasional gercgpatan % rekomendasi kebijakan pengendalian yang
- dijalankan oleh daerah di Wilayah Regional I 80- 84- 88- 92- 96-
dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran 839 | 879 | 919 | 959 | 100
utama pembangunan daerah dan sasaran/ Yo Yo Y% Yo Yo
target prioritas daerah
: % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis ] i i 4 I
g::::-ll s::ka?lnaan Nasional / Major Project yang, dijalankan oleh ;‘759 9853 9 99319 ;’; 9 ?go 100.000.0 | 4100000 [ 4100000 | 4100000 | 41.000.00
Terwujudnya Fesrbanginan K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup %; %,; q,; i /E; % 00 o 0 o o
kebijakan Regional 11
pembangunan
nasional yang % Rekomendasi Kebijakan (Program/ Kegiatan) os. | 80 1 85| 90 1 95
visioner Kebijakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 799 | 849 | 899 | 94.9 100 | #2-100.00 | 2000000 | 20.000.00 | 20000.00 | 20.000.00
(Enabler) oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan %: % %" %" % 0 0 0 o
lingkup Regional Il yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya 9% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Regional 11 100 100
kinerja yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang - - = - il %
Kementerian . berlaku
PPN/ Bappenas i\‘[at.;mjzlmcn % pengelolaan realisasi anggaran lingku
yang bersih, Arers Regiong al 1l L grup - - - 92% | 95%
aluntapel, den % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup L L
profesional dan Regional Il yang sesuai dengan tugas dan fungsi i i i ot it




‘Sasaran |
“Strategis

Lo Sasaran Negiatan

Sasaran Program |

{(Outcome) /|

-92._

wilayah Regional II1

didukung oleh
kapabilitas SDM
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional 11 1 _ s 6,000,000 :]'1.-'09?'9:3-- o 1.000,03 1 "00‘};‘“8: 12"“0”'08
Rencana e = .
Pembangunan %o ran(;?;lr%?nnalé}:: 1{2!};.:3??1 tllmgku.p Regional I1I : = 5 90% n
Jangka Panjang yang P
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup 0 | 90% E
Regional [II yang diterima oleh Deputi %
% rancangan Perpres RPJMN lingkup Regional i 1
Rencana 111 yang diterima olch Deputi i i 95%
Fembaogunan % keselarasan sasaran program RKP dengan
0 ..
Jangka Menengah sasaran RPJMN lingkiip Regional I 75% | B0% t?tj;‘%} 90% | 95%
% Keselarasan sasaran program Renstra K/L 750 , B - 80%
dengan sasaran RPJMN lingkup Regional 111 " A
Terwujudnya % keselarasan target output prioritas Renja K/L
integrasi, dengan output proyek prioritas RKP dalam
sinkronisasi, koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang om | 80w | 8ol | 0 | SR
dan sinergi dalam RKP lingkup Regional 111 3.500.000 | 8.000.000 | £.000.000 | £.000.000 | ©.000.000
PETCICATIAATL % keselarasan anggaran output prioritas dalam
pembangunarn RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91~
T, nasional koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 83% | 90% | 95%
I Rencana dalam REP lingkup Regional 111
?cﬁ?{g‘uninu Pembangunan 9% Rancangan Perpres RKP lingkup Regional 111
Rer : 1‘1 al"lrl‘f p Jangka Pendek et tcrfm e ol&’gl’ e BrUD ER 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
egio (Takivinan) yang ) p
% rincian output prioritas K/L di Wilayah
Regional I1I yang selaras dengan kegiatan :
prioritas Daerah berdasarkan Analisis 65% | 7T0% | 75% | 80% | 85%
Wilayah/F n am koridor pencapaian
sasaran PN/MP L
% Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas |
Nasional / Major Project (PN-MP) i Ll [t | s
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84. 83. 09 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana
i ] : £eiln 839 | 879 | 91,9 | 95,9 100
Yeraijudaga Rencana pembangunan lingkup Regional Il yang diterima o o % b o
. o o
afdgitineg Pembangunan oleh Deputi
pengendalian % rekomendasi kebijakan pengendalian yang 1.000.000 | 1.500.000 | L500.000 | 1.500.000 | 1500000
pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 100
Pembangunan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup % % %% % %

Direktorat
Regional [II
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% rekomendasi kebijakan pengendéljan yémg

dijalankan oleh daerah di Wilayah Regional TIT 80- | 84- | 88- | 92- | 96-
dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran 839 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100
utama pembangunan daerah dan %o Yo % Yo %
sasaran/target prioritas daerah L
- % Rekomendasi Penyelesaian [su Strategis
Kebijjakan ; : ey i L 85- 88- a1- Sl Q7-
Terwujudnya Berdtioamann gam“a"“ Major Broject yang dlislaniken sleh 879 | 909 | 93,9 | 96,9 | 100 | 730000 | 750000 | 750000 | 750,000 | 750,000
i /L/D dan stakeholders pembangunan lingkup = I EES s = &
kebijakan Pembangunan Regional 111 Yo Yo Yo Yo Yo
pembangunan
nasional yang % Rekomendasi Kebijakan (Program/ Kegiatan) 75. 80- 85. 90- 95.
visioner Kebijakan Inovasi | Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 799 | 849 | 899 | 9490 | 100 rehiba S GEG 5 i RERHES
(Enabler) oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan u/") 5 }6 %’) . :y; o ' L ! ! ¥
lingkup Regional Il yang diterima oleh Deputi f
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Regional III 100 100
kinerja yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang - - - % %
Kementerian berlaku
PPN/ Bappenas | y¢.,qiemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup ¢ ooes | s
yang bersih, Pternal Regional 111 z g 3 i
alkuntabel, dan =
rofesional dan Y% Pement irektif Pimpinan lingku
gidukung oleh - s : e . n 5 92% | 95%

dan Konservasi Sumber Daya Air

Repional 11l yang sesuai dengan tugas dan fungsi

30.000.00
0

36.208.75
0

36.208.75
(8]

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Kehutanan dan
Konservasi
Sumber Daya
Air

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

%% rancangan UU RPJPN linglcup Kehutanan dan-- e

Deputi

90%

Rencana
Pembangunan

Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN llngkup
Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
yang diterima oleh Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup
Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
yang diterima oleh Deputi

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Kehutanan dan
Konservasi Sumber Daya Air

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Kehutanan dan
Konservasi Sumber Daya Air

75%

80%

2.975.000

2.615.000

2.615.000

2.615.000

4.115.000

. Direktorat

Koﬁservasi
Sumber
Daya Air
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o keselarasan target output prioritas Renja K/

_dengan output proyek prioritas RKP dalam

koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Ll
Sumber Daya Air
Y% keselarasan anggaran output prioritas dalam _
Rencana RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86. 91.
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% 90"/ 95%
Janglka Pendek dalam RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi i 7 s i ?
(Tahunan) Sumber Daya Air i
‘% Rancangan Perpres RKP lingkup Kehutanan : e
dan Konservasi Sumber Daya Air yang diterima 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
oleh Deputi :
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional® _
Informasi Hasil Yo Keter;;ediaa.ri informasi hasil pemantauan dan i
Pelakssnaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 80- 84- 88- 92- 96-
’ ) pembangunan lingkup Kehutanan dan 839 | 879|919 | 959 100
T,er“".‘-“.‘dnya Reigia Konservasi Sumber Daya Air yang diterima oleh Yo % Yo % Y%
Efektivitas Pembangunan Depu %
Pengendalian % Rok. PR i ndal " 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000
Pimbarigtizian B o Rekomendasi kebyjakan pengendalian yang :
Nesional Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- | 92- 96-
= Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 839 | 879 | 919 | 959 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % iR Y% %
Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
= % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Eebi]akan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L 83 f BB Ble o} O | I o ison | soassis | soasars | sossans | seasass
. erencanaan s 8791909 | 939 | 969 | 100 0 0 o o °
Terwujudnya Pembangunan dan stakeholders pembang_unan lingkup ; % o o o o,
Kebijakan Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) et
Nasional yang o : Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner Rebijakan Inovast | oich K/1 dan stakeholders pembangunan o.0:16an Figh 6 LG G L B | 1000000 | 1A00000 | 0008 | iy | om0
& lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Y Yo % % Yo
Daya Air yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Kehutanan 100 100
kinerja dan Konservasi Sumber Daya Air yang sesuai - - - % o,
Kementerian dengan ketentuan dan aturan yang berlaku i
PPN/ Bappenas ; % pengelolaan realisasi anggaran lingkup . 5
yang bersih, ?:1 ﬁl{g:}men Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Il I i Yo% || 3o
ok be s % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
I S Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air - - - 92% | 95%

didukung oleh
kapabilitas SDM

yang sesuai dengan tugas dan fungsi
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Perencanaan Pemhangu nan Terkzut ngkup Kelautan

43.600.00

105.370.0

105.370.0

108.270.0

105.370.0
dan Perikanan il S . 0 0o 0o 00 00
Rencana i ; e -
% rancangan UU RPJPN lingkup Kelautan dan i )\
Pembangunan Perikanan yang diterima oleh Deputi : i 06 E
Jangka Panjang
% rancangan awal teknokratik RPJMN lmgkup
Kelautan dan Perikanan yang dlter].ma oleh - - - 90% -
Deputi
%o rancangan Perpres RPJ MN lmgkup Kelautan i 1 =
g;;%ﬁagunan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi ) ] 98%
% keselarasan sasaran program RKP dengan % y
" - Jangka Menengah sasaran RPJMN lingkup Kelautan dan Perikanan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
I etrw whaLye % keselarasan sasaran program Renstra K/L
estany dengan sasaran RPJMN lingkup Kelautan dan 75% - 3 80%
G e Perikanan : 95.00
dan Sinergi P e e i P 7.900.000 | 8.495.000 | 8.495.000 | &4vs.000 | 11395 3
o o i » Y i
§§L‘i§§§$‘f;n densan outputproyele prigutes KIS eua 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Nasional koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan
R % keselarasan anggaran output prioritas dalam
P Pencbana RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91-
P“cgcam‘m e kangun:lmk koridor PN/MP atau sasaran sektor /bidang 75% | so% | ss% | 9o% | 95%
Te‘nil{ a:lfunin ['I?s;;lgur?' i dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan :
SIHAL W LRl e % Rancangan Perpres RKP lingkup Kelautan = =
Kelautan dan : A : Emr T5% | 80% | 85% | 90% | 93%
Perikanan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi :
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional®
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84. 38- 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana
. ; ? 3 : ; X 839 | 879 | 919 | 959 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Kelautan dan Perikanan 5
Jucny : . Yo % % % %o
Efektivitas | Pembangunan yang diterima oleh Deputi
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 2.600.000 | 3.355.000 | 3.355.000 | 3.355.000 | 3.355.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 879 | 91,9 | 95,9 100
Pembangunan sasaran scktor/ bidang dalam RKP lingkup % % % Yo %
Kelautan dan Perilkanan
i % Rekomendasi Penyelesaian Isu Stratcgls
2 L n L 4- hy
Terwujudnya Kebyalcn Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L 15 88 ot Lo . g 10.075.00 | 10.075.00 | 10.075.00 | 10.075.00
it Perencanaan : : 879 | 909 | 939 | 95,9 100 750,000 5 o 5 a
Kebijakan Perbangunan dan stakeholders _pembanguna:n lingkup o o o, o %,
Pembangunan Kelautan dan Perikanan _ N
Nasional yang Kebiiakan Inovasi % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan) 75- 80- 85- 90- 95- B -
Visioner Pm‘{) 1O¥4% | Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 798 |'849 | 899 | 949 | 100 | 7sop0p | 1907500 | 1007500 | 100500 | 00700
angunat oleh K/L dan stakeholders pembangunan % % % % %

Direktorat
Kelautan dar
Perikanan
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iup g

Pembangunan

diterima oleh Deputi

oleh Deputi T
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Kelautan 10 0 | 100
kinerja dan Perikanan yang sesuai dengan ketentuan - - - o o,
Kementerian dan aturan yang berlaku 4 g
PPN/ Bappenas y % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
vang bersih, x?;:izlmen Kelautan dan Perikanan i i i 9o | Bo%
akuntabel, dan 0 irektif Pirpi i
profesional dan I/{& Pemenuhan DLE"C mpinan lingkup i 4
didukung oleh el.’:‘llfl.fan df'm Pe_nkanan yang sesuai dengan - - - 92% | 95%
Kkapabilitas SDM $izas dan fungsi
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan 14.000.00 | 36.000.00 | 36.00000 | 3600000 | 3700000
Hidup il ' ] 0 0 0 0 0
g:fn%a;agunan %_ rancangan .UU. RPJPN lingkup Lingkungan i i & 90% L
Jangka Panjang Hidup yang diterima oleh Deputi : |
9% rancangan awal telknokratik RPJMN lingkup . 0 5 90% i
Lingkungan Hidup yang diterima oleh Deputi i
9% rancangan Perpres RPJMN lingkup : j i i 05%
Rencana Lingkungan Hidup yang diterima oleh Deputi iy
Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP dengan
Jangka Menengah | sasaran RPJMN lingkup Lingkungan Hidup ki e st B i
Terwujudnya % keselarasan sasaran program Renstra K/L
Integrasi, dengan sasaran RP.JMN lingkup Lingkungan 5% - - - 80%
Sinkronisasi, Hidup
Perencanaan dan Sinergi % leselarasan target output prioritas Renja K/L _ 3.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 Direktorat
Pembangunan Perencanaan dengan output proyek prioritas RKP dalam : . Lingkungan
Terkait I%i?lgkup Pembangunan koridor PN ,}) MP I;tau sai.aran seletor /bidang To% | B0 fiES | D | J0 I%I'idulf
Lingkungan Nasional dalam RKP lingkup Lingkungan Hidup =
Hidup Rencana % keselarasan anggaran output prioritas dalam i
Pemibanguiat RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91-
Jangka Pendek - koridor PN/MP atau sasaran sektor/ bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Lingkungan Hidup
(Rhuss) % Rancangan Perpres RKP lingkup Lingkungan ) i ; o
Hidup vang diterima oleh Deputi Chl BB o e )
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas ; 2
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
Toeguiens | e | oo wtrons el st O [ o, b R |
Efektivitas Rencana pembangunan lingkup Lingkungan Hidup yang 83,9 | 87,9 | 91,9 1:95.9 | 100 500,000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000
Pengendalian = % % % % %



B < P

Pemb;mgunan . j p
Nasional Kebijakan dijalankan oleh K /L dalam rangka pencapa.lan 80- | 84- 88- 92- 96-
Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Yo Yo Yo % %
Lingkungan Hidup .
s % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
?g:fkan Nasional/Major Project yang dijalankan oleh K/L . 5y 2 el el o 12.750.00 | 12.750.00 | 12.750.00 | 12.750.00
; canaarn 879 | 90,9 | 93,9 | 96,9 100 | 5.250.000
Terwujudnya Pembangunan dan stakeholders pembangunan lingkup o % o % o o o 0
Kebijakan 2 Lingkungan Hidup i
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan {Program /Kegiatan)
Nasiwonal yang Kebiialean [Hovas Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95- = . _
Visioner g s oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 849 | 699 | 949 | 100 szsecoe | 12000 [ A%TS008 | MRIS0AL | e
au lingkup Lingkungan Hidup yang diterima oleh % Y % %o %o
] Deputi
Terwujudnya 9% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Lingkungan 100 100
kinerja Hidup yang sesuai dengan ketentuan dan - - - % o
Kementerian aturan yang berlalku
5 SN o ke ; _
= : [nternal
alcantabel, dan % Pemenuhan Dn‘ekhf Pimpinan lingkup
profesional dan o
Z v Lingkungan Hidup yang sesuai dengan tugas - - - 92% | 95%
didukung oleh don P 3
kapabilitas SDM R
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan ! 0.000.000 | 32:000.00 | 32.000.00 32.000.00 | 33.362.22
Pertanian 5 3 0 0 iRt o f
Rencana
Fergurn | g vg et ngng g [ [ o |
Jangka Panjang yang P
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup £ I It 90% i
Pangan dan Pertanian yang diterima oleh Deputi *
: i % rancangan Perpres RPJMN lingkup Pangan ]
P —— E{;;gg? nya Rencana dan Pertanian yang diterima oleh Deputi i i £ 95% Bt
Pembangunan sinkronisast, PFmbangunan % keaclaranan Sajaut progran Urngan 75% | 80% | 85% | 90% | 95% Pangan dan
Terkait Lingki dais sinergi Jangka Menengah | sasaran RPJMN lingkup Pangan dan Pertanian 2500000 | 10-000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 11.352.22 Pestanian
Pangan dar% P pcrenra:-lazm % keselarasan sasaran program Renstra K/L i o o 0 0 6 i
g rENC o ! I 5 1 i
Pertanian pembangunan gzgé.anzl ;l-lasarml RPJMN lingkup Pangan dan 75% 80%
si 1 3
nasiona % keselarasan target output prioritas Renja K/L
Rencana dengan output proyek prioritas RKP dalam a i : 4
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 70 | ‘Bl | @R ) Sl il 30
Janglka Pendek dalam RKP lingkup Pangan dan Pertanian
(Tahunan) % keselarasan anggaran output prioritas dalam 70- 76- 81- 80- 91-
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 75% | B0% | 85% | 90% | 95%




Program/
. Kegiatan

sSasaran
Strategis

Sasaran Program
(Outcome)/
Sasaran Kegiatar
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Indikator UKE II

‘koridor PN fMP atau ssar sektor fbidang .
dalam RKP lingkup Pangan dan Pertanian

Target

2002

2023 2024

% Rancangan Perpres RKP lingkup Pangan dan

2020

Alokas! {dalam ribu rupiah)

2022

2023

2024

Ut
Organisasi
Pelaksana

0, 1, i,
Pertanian yang diterima oleh Deputi v i oo Wesitol] Ieeiilad
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN /MP vang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80 84 88 92 96
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 83 ;) : i E =
. i ; : v 879 19191959 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Pangan dan Pertanian % o o, o %
efektivitas Pembangunan yang diterima oleh Deputi
pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 2000000 | 4.000.000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
nasional Percepatan sasaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup %Yo Yo % %o %
Pangan dan Pertanian
3 % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan : : : o 85- | 88- | 91- | 94- | 97-
_ Percf’lcu.naan Nasional/ Major Project yang duajzl.nkan oleh K/L 879 | 909 | 93,9 | 96,9 100 1.750.000 | 9.000.000 | 9000000 | 9.000.000 | 9.000.000
Terwujudnya Perbangumgn dan slakehpiders pembangunan lingkup Pangan % % % o %
kebijakan dan Pertanian
pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan)
nasional yang T Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
visioner { oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 84,9 | 89,9 | 949 | 100 | 1.750.000 | 9.000.000 | G.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000
Pembangunan lingkup Pangan dan Pertanian yang diterima % % % % %
oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Pangan dan 100 100
kinerja Pertanian yang sesuai dengan ketentuan dan - - = % o
Kementerian aturan yang berlaku
PPN/ Bappenas : % pengelolaan realisasi anggaran lingkup )
yang bersih, mﬁ;ﬁzlmen Pangan dan Pertanian i il i )
akuntgbel, da % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Pangan
Iblesionl hn dan Pertanian yang sesuai dengan tugas dan 5 = - 92% | 95%
didukung oleh et yang & £a 5101 K
kapabilitas SDM g
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber 7000000 | 18:000.00 | 18.000.00 | 18.000.00 | 1950000 :
Dava Energi, Mineral, dan Pertambangan - 0 0 0 0 Direktorat
. Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Sumber Daya Sumber
Egﬁggﬁ’;ﬁiﬂm ?:::;Ja:;my ’ Pembangunan Energi, Mineral, dan Pertambangan yang - - - 90% - Daya Energi.
Terkait Lingkup Sink;c_tnisagi, éﬁiﬁ;:ﬂj ang g;tf;?::nczzz aD\cvglutt::knolqatik RPJMN Lingkup 2700000 | 3.500000 | 3.500,000 | 3,500.000 | 35.000.000 Eemai?
Sumber Daya dan Hneeg Pembangunan Sumber Daya Energi, Mineral, dan - - - 90% - n
Energi, Mineral, Perencanaan

Jangka Menengah

Pertambangan yang diterima oleh Deputi




Pertambangan

Pembangunan

Nasional

% - ncgan Perpres RPJMN lingkup Sumber

-99._

Unit

a1 ; 4 Or ganisasi
ST < Pelaksana

Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang 4 4 - - 95%
diterima oleh Deputi

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya Energi, 75% | 80% | 85% | 90% | 95%

Mineral, dan Pertambangan

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya

75% | - . - | 80%
Energi, Mineral, dan Pertambangan :

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Sumber Daya Energi,
Mineral, dan Pertambangan

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
REA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Sumber Daya Energi,
Mineral, dan Pertambangan

70- T6- 81- 86- 91-
75% | 80% | 85% | 90% | 95%

Y% Rancangan Perpres RKP lingkup Sumber
Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang 5% | B0% | 85% | 90% | 95%
diterima oleh Deputi

% output proyek prioritas pada lokasi prioritas

dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan = - - 90% | 95%
Analisis ilay_g:h/ Provinsi arahan Regional®

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

didan informasi hasil pemantauan dan il e

atas pelaksanaan rencana 80- | B4- | 88- | 92- | 96-
83,9 | 879 | 91,9 | 959 100
Mineral, dan Pertambangam yang diterima oleh Yo Y % % Y%

Kebijjakan
Percepatan
Pembangunarn

% Rekomendasi keb'ijakan pengendalian yang

1.750.000 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000

dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup
Sumber Daya Energi, Mineral, dan
Pertambangan

80- 84- 88- 92- 96-
83,9 | 87,9 | 919 | 959 100
Yo % %o % e T




Program/

Sasaran

Strategis

Sasaran Program
(Outcome)/
Sasaran Kegiatan
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Indikator UKE il
{Hasil Pembahasan}

Target

2022

Alokasi (dalam ribu ruptahl

2021

one2

Unit
Organisast
Pelaksana

% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis

Kebijakan ; ; ; 7 85- 88- 91- 94- 97-
4 Perencanaan Recuonal/ Maprbyaent ik dl;ala__nkan Rl il 879 (90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 | 1275000 | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.750.000
Terwujudnya Pernbanguniac dan stakehgider"s pembangunan lingkup Sumber o % o % %
Kebijakan Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
Pembangunan
Nasional yang % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan)
Visioner Kebijakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 79- B0- 85- a0- 95-
Pembangunan oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 1275000 | 5750.000 | 5.750.000 | 5.750.000 [ 5.750.000
lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Yo Yo Yo % %
Pertambangan yang diterima oleh Deputi
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Sumber
Terwnjudnya Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang § I 1 100 100
kinerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang Yo Yo
Kementerian berlaku '
PPN/ Bappenas Shinitaien % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
yang bersih, Inte rr—llal Sumber Daya Energi, Mineral, dan - - - 92% | 95%
akuntabel, dan ) Pertambangan
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh Sumber Daya Energi, Mineral, dan g ¥ 92% | 95%
kapabilitas SDM Pertambangan yang sesuai dengan tugas dan o i b
fungsi
ST
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi 7.645.929 | 7.550.000 | 7.550.000 | 7.550.000 | 8.544.000
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Pengembangan
Pembangunan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi - - - 90% -
Jangka Panjang yang diterima oleh Deputi :
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, - - - 90% -
Perencanaan Terwaradnya dan Koperasi yang diterima oleh Deputi
Pembangunan lata i si Y % rancangan Perpres RPJMN lingkup
Terkait Lingkup | o t#5% T Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, - < : - | 95%
Bﬁ?&:&i&n dan Sinergi Pembangunan gﬁeiof;;a;:::f; 2;1::‘: oigh I?gl:lt::ngan 2.117.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 2.744.000
Kecil, abizacoill e angka Menengah | . = n RPJMN lingkup Pengembangan Usaha | 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Menengah, dan P algu Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
Koperasi % keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Pengembangan 75% - - - 80%
Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
e % keselarasan target output prioritas Renja K/L
i dengan output proyek prioritas RKP dalam 75% | 80% | 85% | 90% | 95%

Pembangunan

koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang

Direktorat
Pengembang
an Usaha
Mikro, Kecil,
Menengah,
dan Koperas



Program/
~Kegiatan

Sasaran
Stratems

Sasaran Program
(Outcome) [/
Sasaran Kegiatan
Jangka Pendek
(Tahunan)
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Indikater UKE 11
(Hasil Pembahasan)

“dalam RKP lingkupPeng'eangan Usaha i

Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

Targe

2022

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam

Alokasi (dalam ribu rupiahj -

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

koridor PN/MP atau sasaran scktor/bidang ‘;59% g(?n/ gslq;' 98(?";{; 9951‘3/
dalam RKP lingkup Pengembangan Usaha e i v
Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
% Rancangan Perpres RKP lingkup
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 75% | 80% | 85% [ 90% | 95%
dan Koperasi yang diterima oleh Deputi
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - = = 90% | 95%
Analisis Wilayah / Provinsi arahan Regional®
Ritorinnst Sadi Yo I{eter_sediaan informasi hasil pemantauan dan
S W, evaluasi atas pc_laksanaan rencana 80- 84- 88- 92- 96-
Beniona pe'mbanguna.n lingkup Pengembangap Usaha 839 | 879 | 919 | 959 100
Terwujudnya Pembangunan Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang Yo Yo Yo Yo %
Efektivitas diterima oleh Deputi
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 1,385,000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000
Pembangunan — dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
Nasionalgu Erbijakan sasaran/target PN, PP, KP, proyek ;I))rioritas, dun | BOLILBde ] (B8 iR 90
Percepatan R s 3 linek 839 (879 [ 919 | 959 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang c!alam 'RK‘I ngkup % % o % %
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah,
dan Koperasi N
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L | 85- 88- 91- 94- 97-
Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup 879 | 909 | 93,9 | 96,9 | 100 | 2.143.929 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000
Terwujudnya Pembangunan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Yo %o %o Yo %
Kebijjakan dan Koperasi
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan)
Nasional yang Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75. 80- 85- 90- 95.
Visioner Kebijakan Inovasi Qleh K/L dan stakeholders pembe_mgunan_ 700 | 849 | 899 | 949 | 100 | 2.000000 | 2000.000 | 2.000000 | 2000000 | 2.000.000
Pembangunan lingkup Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, o o 5 /; 3/’_ o
Menengah, dan Koperasi yang diterima oleh il i
Deputi el
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
kinerja Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, i L h 100 | 100
Kementerian dan Koperasi yang sesuai dengan ketentuan dan % Yo
PPN/ Bappenas 7 aturan yang berlaku
yang bersih, ﬁ?:::{:lmcn % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
akuntabel, dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, - - - 92% | 95%
profesional dan dan Koperasi
didukung oleh % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup il i i 92% | 95%

kapabilitas SDM

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah,
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“dan Kopera51 yang sesuai dengan tugas dan

fungsi

- Pelaksana

"Perencané’an Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulan,gal} I_{crmskinan dan Pemberdayaan Masya_rh’kat

10.000.00
0

12.900.00
0

12.900.00
: a

12.900.00
0

13.500.00
o

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

% rancangan UU RPJPN lingkup

Pcuangg_ula.llga.ﬁ Kemiskinan dan Pémbcrdayaa.n
Masyarakat yang diterima oleh Deputi

90%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat yang diterima oleh Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat yang diterima oleh Deputi -

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Penanggulangan
Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup
Penanggulangan Kermskma.n dan Pemberdayaan
Masyarakat

75%

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran scktor/bidang
dalam RKP lingkup Penanggulangan Kemiskinan
dan Pemberdayaan Masyarakat

75%

80%

85%

90%

95%

9% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang

-dalam RKP lingkup Penanggulangan Kemlskman

dan Pemberdayaan Masyarakat

70-
75%

76-
80%

81-
85%

B6-
90%

91-
95%

% Rancangan Perpres RKP ]mgku_p
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat yang diterima oleh Deputi

5%

80%

85%

90%

95%

% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

90%

95%

1.800.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.600.000

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

9% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Penanggulangan
Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
vang diterima oleh Deputi

80-
83,9

84-
87,9

b
%

88-
91,9
%Yo

92-
95,9
Yo

96-
100
%

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan

80-
83,9

7
Yo

84-
87,9
%

88-
91,9

Yo

92-
95,9

Yo

96- |

100
Yo

1.200.000

1,400.000

1.400.000

1.400.000

1.400,000

Direktorat
Penanggulan
gan
Kemiskinan
dan
Pemberdaya:
n.
Masyarakst
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Sﬂ‘;:—'ﬂ"aﬁ SZ.L‘;F.'?.I'EHI Program Indikator UKE O Ti’-}.l‘[{ﬁ{_ . Alokasi (dalam ribu rupiah) Unat
b e (Outcome} /. e : 1 T S EEiTE Oreanisas
Strategis . alcnian Kegiats e el e e Belalcs ans
: Sasaran kegiat : Pelaksana
SELSE
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L | 85- 88- 91- 94- 97-
Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup 879 | 909 | 939 | 969 100 | 4.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5500000 | 5.500.000
Terwujudnya Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan % % % % %
Kebijakan Masyarakat
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang ) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75. 80- 85. 90- 95-
Namigicy flféll':‘:-!l)ikns;lx I]]r::aSI ;:lrf;ki; [P?::l:;;:f::?é:irf{g’;ﬂlﬁ?:fxﬁinn 79,9 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 [ 4.000000 | 4.000.000
Pemberdayaan Masyarakat yang diterima oleh i i g i e
Deputi
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Terwujudnya Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan i I i 100 | 100
kinerja Masyarakat yang sesuai dengan ketentuan dan % Y%
Kementerian aturan yang berlaku
PPN/ Bappenas Manaiemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
yang bersih, it rri al Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan - - = 92% | 95%
akuntabel, dan . Masvarakat
profesional dan Y% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan i 92% | 95%
kapabilitas SDM Masyarakat yang sesuai dengan tugas dan i I i i
fungsi
;‘;::i;&;‘gﬂ;“g’;%ﬁ“ngﬁii bhgiap 8.797.960 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | ©.300.000
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Kependudukan
Pembangunan devi Fakal g " g : - - - 90% -
Fan il Panias an Jaminan Sosial yang diterima oleh Deputi
gra jang
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Kependudukan dan Jaminan Sosial yang = - - 90% -
Terwujudnya diterima oleh Deputi Direktorat
Perencanaan lntegrisi, z % rancangan Perpres RPJMN lingkup Kependuduk
Pembgngunan Sinkronisasi, Kependudukan dan Jaminan Sosial yang = - - - 95% an dan
Terkm; Langi{up dan Sinergi gcnti')ana diterima oleh Deputi 2,700,000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 4.300.000 Jaminan
g;ﬁe;an‘iuranan Perencanaan J:ﬁlgka;ﬁ'::;g sk % keselarasan sasaran program RKP dengan Sosial
: Pembangunan sasaran RPJMN lingkup Kependudukan dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Sosial Nasi ; ;.
asional Jaminan Sosial
% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Kependudukan 75% - - - 80%
dan Jaminan Sosial
Rencana % keselarasan target output prioritas Renja K/L
Pembangunan dengan output proyek prioritas RKP da]atfl ! 7o} B0 || Bave || e | 95%




Jangka Pendek
(Tahunan)
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koridor PN/MP atau sasaran scktor/bidang
dalam RKP lingkup Kependudukan dan
Jaminan Sosial

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam

86-

e 70- 76- 81- 91-
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang ol
Hilis, BYP 1ihigiais Kependishican dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Jaminan Sosial
% Rancangan Perpres RKP lingkup
‘Kependudukan dan Jaminan Sosial yang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
diterima oleh Deputi
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 88- '92_ 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 830 | 870 | 910 | 95.0 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Kependudukan dan i i /’ Ly’ ly’ o
Efektivitas Pembangunan Jaminan Sosial yang diterima oleh Deputi 2 i i it i
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.00D.000 | 2060.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 58- Q2- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Yo Y% Yo Yo Yo
Kependudukan dan Jaminan Sosial
. % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategls :
Kebijakan S ; : 3 85- 88- 91- 94- 97-
pcr.:]ncanaan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L | g2 6 | 959 | 939 | 96,0 | 100 | 2597960 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2.000.000
Terwujudnya Pembangunan den slakehialders pcmhar_ngunan lglgkup %Yo Y% % % %
ohat - " gu Kependudukan dan Jaminan Sosial
Kebijakan P : _
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang G alan Tnovasi | 1Rovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- | 80- | 85- | 90- | 95-
Visioner I;:bllb an 'novast | gleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 849 | 80,0 | 949 | 100 | 2000000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.600
g lingkup Perencanaan Kependudukan dan % | % % | % | %
Jaminan Sosial yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya 9% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup 100 | 100
kinerja Kependudukan dan Jaminan Sosial yang sesuai - - - % o
Kementerian dengan ketentuan dan aturan yang berlaku 2 7
P,PN"’ Ba_m;cnas Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup =ik £ o
yang beraih, Internal Kependudukan dan Jaminan Sosial i § i A% | ene
akuntabel, dan ; ]
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan linglaup
didukung oleh Kependudukan dan Jaminan Sosial yang sesuai - - . 92% | 95%

kapabilitas SDM

dengan tugas dan fungsi
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P crencanaan Pembangunan Terkeatt Linglup 8.739.395 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.900.000
Ketenagakerjaan
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup H
Pembadgtnan Ketenagakerjaan yang diterima oleh Deputi ;| 5 I Lot 7
Jangka Panjang :
% rancangan awal teknokratik RPJMN linglaup i 1 i 90% 8
Ketenagakerjaan yang diterima oleh Deputi i : i
% rancangan Perpres RPJMN linglkup N il £ 4 95%
Rencana Ketenagakerjaan yang diterima oleh Deputi ; ¢
Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP dengan o “ -
Jangka Menengah | sasaran RPJMN lingkup Ketenagakerjaan Gy DU | S | 300 | 955
Terwujudnya % keselarasan sasaran program Renstra K/L
integrasi, dengan sasaran RPJMN lingkup 75% - = = 80%
sinkronisasi, Ketenagakerjaan
dan sinergi 9% keselarasan target output prioritas Renja K/L 2650000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2400000
perencanaan dengan output proyek prioritas RKP dalam _ | =
pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/ b1dang T |90 | BRe | J00% | 98%
nasional dalam RKP lingkup Ketenagakerjaan
Rencana % keselarasan anggaran output prioritas daiam
PE b 2 . RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- T6-11 Bl= 86- 9=
s J"’m ki“g““a‘“k koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
srangaanen ang g dalam RKP lingkup Ketenagakerjaan
Pembangunan (Tahunan) % Rancangan Perpres RKP lingku
Terkait Linglup 5 A P . 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
h Ketenagakerjaan yang diterima oleh Deputi 1|
Ketenagakerjaan Y R -
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas ik
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah / Provinsi arahan Regional* i
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan da_n_ . 5 g ! ;
. 0- | 84- | 88- 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana % sy
S ; 39 | 8791 91,9 | 959 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Ketenagakerjaan yang o o o o
efektivitas Pembangunan diterima oleh Deputi ¥ i o
pengendalian % Rekomendasi kebijakan penggnda_ha_n ya_n_g LT 1.089.3095 1,400,000 1.400.000 1.400.000 | 1,400,000
pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian | 80- 84- 88- 92- 96-
nasional Percepatan sasaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % Y% % % %
Ketenagakerjaan i
" % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis s
; Kebijakan 85- 88- 91- 94- Q7-
Tcn}fzi]{udn}ra Perencanaan g::{o;lalléhno’%o e ectby i dljallaﬁ% olsh kL 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 100 | 3.000.000 600,000 600,000 600,000 600,000
kebyakan Pembangunan e Sl O. £rs prmoehgUbic, HEID - P Y% Yo b Yo
pembangunan Ketenagakerjaan } i
nasional yang T — % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan) 75- 80- 85- 90- 95-
visioner p { as ' | Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 79,9 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 2.000.000 500,000 500,000 500,000 500,000
Shiae oleh K/L dan stakeholders pembangunan % Yo % % Yo

:: Direktorat
Ketenagaker
aan
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lingkup Ketenagakerjaan yang diterima o

Deputi

Terwujudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

5

Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama,
Pendidikan, dan Kebudayaan

Manajemen
Internal

% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup

100

Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan - - - o .130

dan aturan yang berlaku 2 9

% pengelolaan realisasi anggaran lingkup .
Ketenagakerjaan T | g 92% | 9%

% Pemenuhan Direktifl Pimpinan lingkup

Ketenagakerjaan yang sesuai dengan tugas dan 2 - - 92%

fungsi

95%

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

8.000,000

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Agama,
Pendidikan, dan
Kebudayaan

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

% rancangan UU RPJPN lingkup Agama,
Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh
Deputi

90%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang
diterima oleh Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup Agama,
Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh
Deputi

% keselarasan sasaran program RKP dengan

'sasaran RPJMN lingkup Agama, Pendidikan,

dan Kebudayaan

T5%

80%

85%

90%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Agama,

Pendidikan, dan Kebudayaan

T5%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam

koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan
Kebudayaan

75%

80%

85%

QO%’. |

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan
Kebudayaan

70-
5%

76-
80%

81-
85%

86-
90%

% Rancangan Perpres RKP lingkup Agama,
Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh
Deputi

75%

80%

85%

90%

3.250.000

2.750.000

2.750.000

2.750.000

3.500.000

Direktorat
Agama, -
Pendidikan,
dan
Kebudayaan
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% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

Informasi Hasil

% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan

L

[lmu Pengetahuan dan Teknologi

Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana ool W8 e el B el
5 ; 83,9 | 879 | 91,9 | 95,9 100
T erwujudnya Rencana pembangunan lingkup Agama, Pendidikan, dan o o o o o
Efektivitas Pembangunan Kebudayaan vang diterima oleh Depulti f5 i 4 A i
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 1.500.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 2.000.0D0
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 100
Pembangunarn sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup %o Yo Yo Yo %
Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
o % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis -
Kebijakan i : } H e 85- 88- 91- 94- 97-
. : Perencanaan Nasional/ Major Froject yaug dgalapkan bith B/ L 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 100 1.000.000 | 1,000,000 | 1.000.000 | L.000D.000 | 1.500.000
Terwujudnya e g B ol i dan stakeholders pembangunan lingkup Agama, o o o o o
Kehijakan guna Pendidikan, dan Kebudayaan 1 5 1
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan)
Nasional yang i ebiiakan THovas Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner }"{*mil)ar — oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 849 | 899 | 949 | 100 750,000 | 1,000,000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.0D0
) Ehna lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan %o %o Yo Y% Yo
vang diterima oleh Deputi =~
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Agama, 100 100
kinerja Pendidikan, dan Kebudayaan yang sesuai - - o %
Kementerian dengan ketentuan dan aturan yang berlaku i ¢
PPN/ Bappenas ; % pengelolaan realisasi anggaran lingkup - 3
vang bersih, hﬁl?:r?_{;mcn Apama, Pendidikan, dan Kebudayaan i I 5 92%. | 95%
aﬁ?;;?ﬁ;;‘l %inn % Pemenuhan Direktif Pimpinan lmgkup Agama,
gi dukung oleh Pendidikan, dan Kebudayaan- ang sesuat - r - 92% | 95%
Kapabilitas SDM dengan tugas dan fungsi
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan At
Tinkei dan Timy Pengetshuan dan Teknologi 5.433.000 | 6.550.000 | 6.550.000 | 6.550.000 | 7.650.000
Rencana
Pembangunan Tinggi dan Tmu Pcngetahuan dan TCknClngl 4 - P 90% -
p T d Jangka Panjang yang diterima oleh Deputi i
Peregcanaan 1 etrwuju_ DR % rancangan awal teknokratik RP_JMN lingkup Direktorat
EmuaLgna ntegrast, | Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan - ) L 90% | - Pendidikan
Terkait Lingkup | Sinkronisasi, ; il B ndIc
e 2 : Teknologi yang diterima oleh Deputi o Tinggi dan
Pendidikan dan Sinergi = T 2,250,000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000
s i Rencana % rancangan Perpres RPJMN lingkup Iptek
Tinggi dan Ilmu Perencanaan e ; - . >
Pembangunan Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan - - - - 95%
Pengetahuan Pembangunan A AR ]
dan Telcrplom Nasional Jangka Menengah | Teknologi yang diterima oleh Deputi
’ El % keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Pendidiken Tinggi dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
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% keselarasan sasaran program Renstra K/L

dengan sasaran RPJMN lingkup Pendidikan T8%:| |- 4 i 80%
Tinggi dan [Imu Pengetahuan dan Teknologi i
% keselarasan target output prioritas Renja K/L |
dengan output proyek prioritas RKP dalam i :
koridor PN/MP atau sasaran sektor /bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu i
Pengetahuan dan Teknologi
% keselarasan anggaran output prioritas dalam frEl
Rencana RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- | 81- 26- 91-
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% 85% 90% | 95%
Jangka Pendek dalam RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan [lmu : ¥
(Tahunan) Pengetahuan dan Teknologi
% Rancangan Perpres RKP linglkup Pendidikan
Tinggi dan Illmu Pengetahuan dan Teknologi 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
vang diterima oleh Deputi =2y : -
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas :
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - = - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
T — Yo Keter_sediaan informasi hasil pemantauan dan
s Reopydsing evaluasi atas pelaksanaan rencana 80- 84- 88- 92 96-
R pembangunan lingkup Pen dldik&}u Tinggi da_.n 839 | 879 | 91,9 1959 | 100
T erwujudnya Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diterima Yo Yo % % Yo
Efektivitas oleh Deputi I : ol
Pengendalian % Relkomendasi kebijakan pengendalian yang f 2.183.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2300000 | 2.300.000
Pembangunan i dijalankan olch K/L dalam rangka pencapaian s
Nasional gebljakan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan B e 88' | 92 J6-
ercepatan : ; 839 | 879 | 91,9 | 95,9 | 100
Pembsngunan sasaran scktor/ bidang dalam RKP lingkup of i) er o o o
Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Sl
Teknologi e
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis el i
Kebijakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L | 85- 88- al1- 94 97-
Perencanaan dan stakeholders pembangunan linglkup 1| 879|909 | 93,9 | 96,9 | 100 - 500 500 s00 500 500
Terwujudnya Pembangunan Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan % Yo e e %
Kebijakan Teknologi i i -
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) i
Nasional yang - Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75. 80- : 85. 90. 95.
Visioner Kebijakan Inovasi qleh K/L dfan_sfake?fo'ider_s pembangunan 799 | 849 | 899 | 940 | 100 p— = o =, =
Pembangunan lingkup Pendidikan Tinggi dan [lmu o o o o o
Pengetahuan dan Teknologi yang diterima oleh il it ff i i
Deputi
Terwujudnya Manajemen 9% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Pendidikan i 100 100
kinerja Internal Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi I i Yo %




aran kegiatar
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Kementerian yang sesu cngan‘ ketentuan dan aturan yang
PPN/ Bappenas berlaku '
yang bersih, % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
akuntabel, dan Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengctahua.n dan - - - 92% | 95%
profesional dan Teknologi ' L
didukung oleh % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
kapabilitas SDM Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan : - = 92% | 95%
Teknologi yang sesuai dengan tugas dan fungsi
xﬁffg&:nan)\ieib?ggnuund? g:;kg)lltal[;i;;ggl;up helnmln. e : 6.849.530 '?.4;)0.(_}0_1)_E 7.400.000 | 7.400.000 | 8.499.060
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Keluarga,
Pembangunan Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang - B 90% -
Jangka Panjang - diterima oleh Deputi.
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan - - - 90% £
Olahraga yang diterima oleh Deputi
% rancangan Perpres RPJMN linglcup Keluarga,
SisannE Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang < - - - 95%
Pembangunan dlter_:ma oleh Deputi ;
Jangka Menengah % keselarasan sasaran program RKP dengan
; sasaran RPJMN lingkup Keluarga, Perempuan, 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Anak, Pemuda, dan Olahraga
Terwujudnya % keselarasan sasaran program Renstra K/TL
. Integrasi, dengan sasaran RPJMN lingkup Keluarga, 5% - - - 80% Direktorat
g:gg;gm‘zzn Sinkronisasi, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Keluarga,
Terkait lg.;iungkup dan Sinergi % keselarasan target output prioritas Renja K/L 2.549.530 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500,000 | 3.599.060 | Perempuan,
Kehuargn Perencanaan dengan output proyek prioritas RKP dalam Analc,
Pcrcmpu;-:ln Pem_banguna.u ridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95% Pemuda, dar
Arale ! Nasional dalam_ KP lingkup Kelua:ga, Perempuan, Analk, ‘Olahraga
nak, Pemuda,
dan Olahtaga Pemuda, dan Olahraga =
% keselarasan anggaran output prioritas dalam
Rencana . RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70. 76- 81- 86. 91.
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 759 | 80% | 85% | 20% | 95%
Jangka Pendek dalam RKP lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, i " # 4 i
(Tahunan) Pemuda, dan Olahra&a
% Rancangan Perpres RKP lingkup Keluarga,
Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang T5% | B0% | 85% | 90% | 95%
diterima oleh Deputi
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional®
T erwujudnya Informasi Hasil 9% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan | 80- 84- 88- 92- 96-
Efektivitas PelalisAnEan evaluasi atas pelak_s.anaan rencana 839 | 879 | 91,9 | 95,9 100 1.900.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000
| Pengendalian ’ pembangunan lingkup Keluarga, Perempuan, Yo Yo Yo Y% Y%
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Pembangunan Rencana £ay; gdite_rima oleh
Nasional Pembangunan Depuu
% Rekomendasi kebijakan pengenda.han yang Tl
i dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian b e ;
gebgakan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan G0 | 84 BB b Ui s
ercepatan itor/ bidang dalam RKP lingkup. 83,91 87,9'] 91,91 95,9 | 100
Pembangunan SEEArAn SCE0H/ MIANR TN gxup iy % %o % %
Keluarga, Perempuan, Anal, Pemuda, dan :
Olahraga
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis :
Kebijakan Nasional / Major Project yvang dijalankan oleh K/L 85- 88- 91- 94- 97-
Terwijudsive Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup 87,9 [ 90,9 | 93,9 [ 96,9 100 1,400,000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000
Kebijakan Pembangunan (K)tlailtllar'ga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan %o Yo % %o %o
ahraga
i:;‘i‘giglg‘;‘ma;‘ % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan) T
Vistotier Kebijaken Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- | 8O- 85- 90- 95-
Pembangunian oleh K/L dan stakeholders pembangunan ?9,9_ 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000
’ lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, % Yo % % %
dan Olahraga vang diterima oleh Deputi o
AT % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Keluarga,
kiner'g\ ¥ Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang 4 i L 100 100
s é]nteriem sesual dengan ketentuan dan aturan yang Yo Yo
PPN/ Bappenas M ; tt;crl:?ku sTeR rRTEREA) i =
yang bersih, anajemen o pengelolaan realisasi anggaran linglkup
akuntabel, dan Internal Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan - - - 92% | 95%
profesional dan nOlahraga 7 i -
didukung oleh %e Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
kapabilitas SDM Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan 2 = 92% | 95%
Olahraga yang sesuai dengan tugas dan fungsi e
g’;f‘é‘i:fl;‘f;;embas@nan Terkait Lingkup Keschatan . HT2LTT | 6850000 | 6,850,000 : 6.850.000 | 8003.310
Eencana % rancangan UU RPJPN lingkup Kesehatan dan i
iy i Gizi Masyaraleat yang dite leh Deputi fi ' e
Jangka Panjang 1zi Masyarakat yang diterima o epu
. % rancangan awal teknokratilk RPJ MN lingkup :
I ;ewn;:igfny R’ Kesehatan dan Gizi Masyarakal yang diterima # - - 90% - Direkatrat
Pembangunan Sinkronisasi, ﬁ;leh Depul.l o Perpres RPIMN 1i Kesehata Keseha!;a.n
Terkait Lingkup | dan Sinergi R 4 FRACANEA ; el:p i Y Hingkup Kesehntan = - - - 95% | 2.670.780 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.653.310 dan Gizi
Kosaliatsn dap Perencanaan encana dan Gizi Masyarakat yang diterima oleh Deputi Masyarakat
Gizi Masyarakat | Pembangunan Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP denga'n & el
Neastoial Jangka Menengah | sasaran RPJMN lingkup Keschatan dan Gizi 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Masyarakat
% keselarasan sasaran program Renstra K { L :
dengan sasaran RPJMN lingkup Keschatan dan | 75% — C - 80%

Gizi Masyarakat
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Iam ribu fupinh} : Unit

or UKE 11 i :
'L}_J’i_lJE'Ihi‘iEiln'l] i = ; ; 202 5 2023

Program/
- Kegiatan

Organisast |
Pelaksana

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Kesehatan dan Gizi
Masyarakat
e
engan output proyek prioritas am 9 i I I
rembanpinan | ior TRD ot st s | 75 | o | &5 | S | S
(T ahgunan) dalam RKP lingkup Kesehatan dan Gizi |
Masyarakat
9% Rancangan Perpres RKP lingkup Kesehatan 0
dan Gizi I\&gasyarakat yang diterima oleh Deputi 5% | 180% | @9% || 90 | P00
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - = - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional®
Informasi Hasil 9, Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 20- 84- 88- 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 879 | 919 | 959 | 100
T erwujudnya Rencana pembangunan lingkup Kesehatan dan Gizi & /,' ,y' ,},' t,/' o
Efektivitas Pembangunan Masyarakat yang diterima oleh Deputi & /; i i i
Pengendalian 9% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100 | 1.092.000 900,000 900,000 900,000 GO0,000
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Y% Y% Y% Yo Yo
Kesehatan dan Gizi Masyarakat
roriad % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan . ; ; £ 7 85- 88- 91- 94- 97-
. Pere{acanaan Nasional / Major Project yang, dl]algnkan oleh K/L 87.9 | 909 | 93,0 | 96,9 | 100 12.959.03 2.450.000 | 2450000 | 2430000 | 2450000
Terwujudnya Pembangunan dan stakeholders pembangunan lingkup % % % o %
Kebijakan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang Kebiiakan [novasi | \Rovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- | 80- | 85- | 90- [ 95-
Visioner Pem{)an oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 4.000.000 | 1.000.000 [ 1.000.000 | 10ODO.000 | 1LOKO.OOD
Fanan lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang %o Yo Yo % Yo
diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Kesehatan 100 | 100
kinerja dan Gizi Masyarakat yang sesuai dengan - - - Py o
Kementerian ketentuan dan aturan yang berlaku ? ®
PPN/ Bappenas ; % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
yang bersih, xﬁ:ﬂ;‘ncn Kesehatan dan Gizi Masyarakat i = i 92% | 95%
akuntabel, dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
profesional dan i ’ !
: Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang sesuai - - B 92% | 95%
didukung oleh Wapaiah 4 dan f -
kapabilitas SDM § Foshh CRLINEES



Program/
Kematan

Sasaran
Strategis

Sasaran Program
(Outcome) /
Sasaran Kegiatan

Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur

Negara dan Transformasi Birokrasi
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Indikator UKE i1
{Hasil Pembahasan}

2023

2024

2020

4.027.500

Alokasi (dalam ribu rupiahf

2021

4.775.000

2022

4.775.000

2023

4.775.000

4,975.000

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Aparatur Negara
dan
Transformasi
Birokrasi

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

9% rancangan UU RPJPN lingkup Aparatur
Negara dan Transformasi Birokrasi yang
diterima oleh Deputi

90%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi
yang diterima oleh Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup Aparatur
Negara dan Transformasi Birokrasi yang
diterima oleh Deputi

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Aparatur Negara dan
Transformasi Birokrasi

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Aparatur
Negara dan Transformasi Birokrasi

75%

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
{Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Aparatur Negara dan
Transformasi Birokrasi

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran scktor/bidang
dalam RKP lingkup Aparatur Negara dan
Transformasi Birokrasi

70-
75%

76-
80%

81-
85%

86-
90%

g1-
95%

% Rancangan Perpres RKP lingkup Aparatur
Negara dan Transformasi Birokrasi yang
diterima oleh Deputi

5%

80%

85%

90%

95%

% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

90%

95%

1.802.500

1.775.000

1. 775.000

1.775.000

1.975.000

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

9% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Aparatur Negara dan
Transformasi Birokrasi yang diterima oleh
Deputi

80-
83,9
Y%

84-
87,9

88-
219
%

92-
95,9
Yo

96-
100

o,
o

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup
Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi

80-
83,9

84-
87,9

8-
91.9
Y

92-
95,9
Yo

96-
100
'V(}

1,225.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Unit
Organisasi
Pelaksana

Direktorat

Aparatur
Negara dan
Transformas

Birokrasi




Program/
Kegiatan

Sasaran
Strategis

Sasaran Program

(Outcome)/
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Indikator UKE I
(Hasil Pembahasan)

Alokasi (dalam ribu rupiah)

2022 -

2023

Organisasi

Regulasi yang diterima oleh Deputi

Sl FE 2021 :
Sasaran Kegiatan Ll e A e . Pelaksana
.. % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis L
Kebijakan s 2 : o 85- 88- 2 94- 97-
. Pereilcanaan Hnsoaal/ Mdpr Froject yang dJ]ala_nkan ok K/L 879 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 500,000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000
Terwujudnya Pembangunan dan stakeholders pembangunan lingkup o % % % %
Kebijakan Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi
Pembangunan % Rekomendasi Kebiyjakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang Kebijalkan Inovasi Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner Pembangunan oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 84,9 | 899 | 949 | 100 500,000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1000000 | 1000000
lingkup Aparatur Negara dan Transformasi % Y% % Yo %
Birokrasi yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Aparatur 100 100
kinerja Negara dan Transformasi Birokrasi yang sesuai - - - % o
Kementerian dengan ketentuan dan aturan yang berlaku &
PPN/ Bappenas ; % pengelolaan realisasi anggaran lingkup t
yang bersih, ;ﬁ ?élr?i:_lmen Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi : i 3 ik b g
;l::;:;?;’::l s % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
did u-kung oleh Aparatur NFgara dan Transformasi Birokrasi - - - 92% | 95%
kapabilitas SDM yvang sesuai dengan tugas dan fungsi
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan
Regulasi 3.821.600 | 3.802,158 | 3.992.269 | 4.191.880 | 4.802.466
Rencana o . 3
P |l U0 R lnghep o [T TG TG
Jangka Panjang e i P
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup I 1 d 90% E
Hukum dan Regulasi yang diterima oleh Deputi
% rancangan Perpres RPJMN linglkup Hukum 1 ] i i 95%
Rencana dan Regulasi yang diterima oleh Deputi i
) Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP dengan o
Perencanaan 'Il‘:wr:l:ii;]nya Jangka Menengah | sasaran RPJMN lingkup Hukum dan Regulasi 75% | 80% | 85% | 9% | 95% Direktorat
Pcﬁbmgunan Si.nkroni,sasi, % keselarasan sasaran program Renstra K/L Hukum d_an
Terkait Lingkup | dan Sinergi dRirgzug?;lm;asaran RPJMN lingkup Hulum den Lo i = | BO0% | iess2s2 | 1556926 | 1634773 | 1716511 | 2.203.327 Regulasi
g:;:i:;idm g::ﬁg;ingﬁinan :l/o keselarasan targclkoutput' pﬂgii'.tlil?:l aRler),jaa!. K/L
: en output proyek prioritas am
i koﬁ%llr: PN [pMP atau sasaran sektor/bidang 129571 Q05T B SOPATE IS0
Rencana dalam RKP lingkup Hukum dan Regulasi
Pembangunan % keselarasan anggaran output prioritas dalam
Jangka Pendek RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91-
(Tahunan) koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | B0% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Hukum dan Regulasi
% Rancangan Perpres RKP lingkup Hukum dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
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R Sasar-ﬂﬂ ; S‘ﬁ‘;fj]?::‘r{:::ﬁ]"“u ;'ﬁdikuwr o ” : :-::: Target Alokasi {dalam ribu rupish) ()1!;:3111.1&
‘egiats . S xhy =il Py ahasa 20! ¥ ] 0 20, DX o020 02 2022 2023 202 et 3
Kegiatan Strategis o SRR {Hasil Pembahasan) 202002021 22022 202311 2029 202¢ 2021 ) 2023 2024 Pelaksana
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan -
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 88- 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana
: g ; 839 | 879 | 919 | 959 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Hukum dan Regulasi o, o o % %
Efektivitas Pembangunan yang diterima oleh Deputi il i =
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 1.193.056 | 1.252.709 | 1.315.344 | 1.381.111 | 1.450,167
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100
Pembangunan sasaran scktor/ bidang dalam RKP lingkup %o %o % Yo Yo
Hukum dan Regulasi
iy % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan 3 : : i 85- 88- 91- 94- 97-
: Perencanaan Nasmnal‘{ Mgjor Project yang ¢Jalanan oleh K/L 879 | 909 | 93,9 | 96,9 100 472.631 496,263 521076 547.129 574 486
Terwujudnya Y m—— dan stakeholders pembangunan lingkup Hukum o v, e o o
Kebijakan ' £ dan Regulasi ' : . 2
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan)
Nasional yang Kt aleaiy Miovass Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner ];Pm{)m nan oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 849 | 899 | 949 | 100 472,631 49626 521.076 547.1290 574.486
i lingkup Hukum dan Regulasi yang diterima oleh Yo Yo Y% % Yo
Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Hukum dan 100 100
kinerja Regulasi yang sesuai dengan ketentuan dan - - o o
Kementerian aturan yang berlaku ij =
PPN/ Bappenas oo ocy % pengelolaan realisasi anggaran lingkup - "
yang bersih, ?:‘f::‘:::nen Hukum dan Regulasi 5 i B 92% | 95%
alptabel, da % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
profesional dan : :
; Hukum dan Regulasi yang sesuai dengan tugas - - - 92% | 95%
didukung oleh Y ; ;
kapabilitas SDM il
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan o s aaen e =l HEqe e el L
dan Keamanan
Rencana " ;
Pembangunan %o rancangan UU RPJPN lingkup Pertahal"lan . _ 90% E
; dan Keamanan yang diterima oleh Deputi
T ud Jangka Panjang
P I Elr‘“:-lu. nya % rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup Direktorat
I ICATIARY i Pertahanan dan Keamanan yang diterima oleh - - - 90% - Pertahanan
Pembangunan Sinkronisasi, Deputi v i
Terkait Lingkup | dan Sinergi - T— e vl an Perpres RPJMN lingkup 1.270.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1500.000 | 1.500.000 Kaisniagian
Pertahanan dan Perencanaan & St
Pembangunan Pertahanan dan Keamanan yang diterima oleh - 4 < = 95%
Keamanan Pembangunan .
Nasional Jangka Menengah | Deputi
% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Pertahanan dan 75% | B0% | 85% | 90% | 95%
Keamanan



. Program /
Kegiatan
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Sasefan Qqu’:z:::tm::?],im ' Indikator UKE I St LA oaapiuo 1o
Strategis SaLArad en 1::'1: e {Hasil Pa-unbzdmsan.} 2021 F2022 2023 2020 2021 022 2023 2024
% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Pertahanan dan | 75% B E - 80%
Keamanan
% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam i
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang Thoeld D0 | Bate | 9096 || 95%
dalam RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan
Reticii % keselarasan anggaran output pﬁoritas dalam
Pembangiinan RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91-
Jangka Pendek koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | B5% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan
(fahunan) % Rancangan Perpres RKP lingkup Pertahanan v 809% s9% | 90% | 95%
dan Keamanan yang diterima oleh Deputi i il szl ol Misidiai
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 88- 92. 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 879 | 919 | 959 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Pertahanan dan s A; 9,' ‘,/' ‘,/ o,
Efektivitas Pembangunan Keamanan yang diterima oleh Deputi i i i 9
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 730,000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % %o % % %
Pertahanan dan Keamanan
" % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan A . ; 2 B85- | 88- 91- | 94- | 97-
. Perejncanaan Nasional/Major Project yang dij alm olel K% ‘87,9 | 90,9 [ 93,9 | 96,9 | 100 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Terwujudnya Pembangunan dan stakeholders pembangunan lingkup o o % % %
Kebijakan Pertahanan dan Keamanan ]
Pembangunan 9% Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang Kebijakan [novasi Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner Pe -‘L oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 849 | 89,9 | 949 | 100 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
TDAREHILAT lingkup Pertahanan dan Keamanan yang % % % % %
diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Pertahanan 100 | 100
kinerja dan Keamanan yang sesuai dengan ketentuan - - - o, o
Kementerian dan aturan yang berlaku * W =
PPN/ Bappenas : % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
yang bersih, }::gr?i:inm Pertahanan dan Keamanan i i T 92% | A%
akuntabel, dan = han Direktif Pimpi St
profesional dan ”o Pemenuhan Direkuf Pimpinan lingkup g
didukung oleh Pertahanan dan ‘Kcamanan yang sesuai dengan = - - 92% | 95%
kapabilitas SDM tugas dan fungsi

Uit
Organisasi
Pelaksana




Program/
Kegiatan

Sasaran
Strategis

Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan

Sasaran Program
(Outcome)/
Sasaran kegiatan
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Indikator UKE I
{Hasil Pembahasan)

2024

2020

fdalam ribu

9022

dan Komunikasi

Komunikasi 5.693.860 | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.230.000 | 5.650.000
e % rancangan UU RPJPN lingkup Politik dan ) ) e =
AN DHOEIAN Komunikasi yang diterima oleh Deputi i
Jangka Panjang
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Politik dan Komunikasi yang diterima oleh - - - 90% -
Deputi
% rancangan Perpres RPJMN lingkup Politik dan I
g:;%aal;agunan Komunikasi yang diterima oleh Deputi i = 95%
Jonglon Menengah [[ih G0 1 nsnsl Sssan progeam I dengan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
— b 8 sasaran RPJMN lingkup Politik dan Komunikasi e y x A i
.[1;::;; ?;iidny a % keselarasan sasaran program Rengtra K/L
Sinkfm;iéasi, dt.mgan‘sasa‘aran RPJMN lingkup Politik dan 75% - 2 80%
dan Sinergi .‘!'f’:lt:gll:ra;:an s e g - 1,600,000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 5.000.000
Perencanaan -l
dengan output proyek prioritas RKP dalam o y * n
Et;f;ﬁzg}gunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Politik dan Komunikasi
Perencanaan % keselarasan anggaran output prioritas dalam
Pembangunan I?g;?al:? Giai REKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- T6- 81- 86- 91-
Terkait Lingkup rarvalis gl;n dek koridor PN/MP atau sasaran selktor/bidang T5% | 80% | 85% | 90% | 95%
Politik dan o mfunml ; dalam RKP lingkup Politik dan Komunikasi =l
Komunikasi % Rancangan Perpres RKP lingkup Politik dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Komunikasi yang diterima oleh Deputi
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - = - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 88- 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 870 | 919 | 959 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Politik dan Komunikasi o o, 0/' = ’,' %
Efektivitas Pembangunan yang diterima oleh Deputi g 3 * ¢ 2
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 2.900.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 839 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Y% % Yo % %o
Politik dan Komunikasi -
; 2y % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Terwujudnya Kebijakan 5 ; ; " 85- 88- 91- a4- 97-
Kebijakan Peroncanaan g:ﬁ“;f;g fj{;’;ﬁ“’g‘i‘bﬁng :gl‘ffﬁ‘lkﬁﬁ 0'1‘,';‘“'&[‘ 879 | 909 | 939 | 969 | 100 | 596930 | 600000 | 600000 | 600,000 | 600,000
Pembangunan Pembangunan P gu gHup Yo Yo Yo Y% Yo

Unit
Organisasi
Pelaksana

Direktorat
Politik dan
Komunikasi



J

Sasaran

saran Progran
{Outcome)/
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2020

. ﬁmdunlrﬂﬂy

2022

Uit
Organisasi

Kegiatan

Strategis

Nasional yang

Sasaran Kegiatan

% Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan)

Pelaksana

Visioner P W S Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Pem't'}angunan oleh K/L dan stakeholders pembangunan 7991849 | 899 | 949 | 100 596,930 600,000 600,000 600,000 600,000
: lingkup Politik dan Komunikasi yang diterima % % % % %
oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Politik dan 100 100
kinerja Komunikasi yang sesuai dengan ketentuan dan - B - o o
. o (¢]
Kementerian aturan yang berlaku
PPN/ Bap_penas Manajermen % pcr}gelnlafan rf:ah'sasi anggaran lingkup Politik il I E 92% | 95%
yang bersih, Intermel dan Komunikasi
akuntgabe!., dsn % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Politik
prulebimal aan dan Komunikasi yang sesuai den, tugas dan - - - 92% | 95%
didukung oleh Syt i gan tug oyl TG
kapabilitas SDM i &
Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri
dan Kerja Sama Pembangunan Internasional 6.110.742 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 7.531.484
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Politik Luar
Pembangunan Negeri dan Kerja Sama Pembangunan - - x 90% -
Jangka Panjang _Internasional yang diterima oleh Deputi
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Politik Luar Negeri dan Kerja Sama ! . 90% _
Pembangunan Internasional yang diterima oleh e
Deputi
% rancangan Perpres RPJMN lingkup Politik
Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan - - - - 95% .
Bencana Internasional yang Ic:l'iterima oleh Deputi Dl{r:.ktorat
; Pembangunan = ] Politik Luar
Perencanaan Terwujudnya Jangka Menengah %o keselarasan sasaran program RKP dengan Nesail idan
Pembangunan Integrasi, sasaran RPJMN lingkup Politik Luar Negeri dan 75% | B0% | 85% | 90% | 95% Ke 5a ot
Terkait Politik Sinkronisasi, Kerja Sama Pembangunan Internasional chfban b
Luar Negeri dan | dan Sinergi % keselarasan sasaran program Renstra K/L 1.560.742 | 1.460.000 | 1,460,000 | 1.460.000 | 2.341.484 i B
Kerja Sama Perencanaan dengan sasaran RPJMN lingkup Politik Luar 7
chlzjnbangunan Pembangunan Negiri dan Kerja Sama Pembar?gunan i 1 4 = B iOasEE
Internasional Nasional Internasional
% keselarasan target output prioritas Renja K/IL
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | B0% | 85% | 90% | 95%
Rencana dalam RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja
Pembangunan Sama Pembangunan Internasional
Jangka Pendek Y% keselarasan anggaran output prioritas dalam
(Tahunan) RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70. 76- 81- 86- 91-
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%

dalam RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja
Sama Pembangunan Internasional
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Unit
Organisasi

Sasaran Program Target R Alokasi {[dalam ribu rupiah)

Program / Sasaran e
gram, . {Outcome}/

Indikator UKE i

2023 | 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Strategis

Sasaran Kegiatan

(Hasil Pembahasan) 2020 2021

Pelaksana

% Rancangan Perpres RKP lingkup Politik Luar
Negeri dan Kerja Sama Pembangunan 90% | 95%
Internasional yang diterima oleh Deputi
e Yo Keter;cd.iaan informasi hasil pemantauan dan
Pelalsanaar evaluasi atas pe_laksauaan_rpncana ‘ 84- 92- 96-
Piiiang pen}bangunan lingkup Politik Luar Negeri dan 879 959 [ 100
Terwujudnya Pembangunan Kerja Sama Pembangunan Internasional yang Yo % Yo
Efektivitas diterima oleh Deputi
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
Pembangunan js dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian y
Nasionalgl ggbuakm sailsaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan 84- 92- 36
reepatan bid dalam RKP linglu 87,9 95,9 | 100 650,000
Pembengunan sasaran sektor/ idang dal: gkup o o %
Politik Luar Negeri dan Kerja Sama
Pembangunan Internasional
% Rekomendasi Penyelesaian [su Strategis
Kebijakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L 88- 94- 97-
Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup Politik 90,9 96,9 | 100 2.540.000
Terwujudnya Pembangunan Luar Negcﬁ dan Kerja Sama Pembangunan Yo Yo Yo
Kebijakan Internasional
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan)
Nasional yang Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan 80 90 o5
Visioner Kebijakan Inovasi | oleh K/L dan stakeholders pembangunan 84 _9 04 9 106 s
Pembangunan lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja Sama o/‘ 0’; o =
Pembangunan Internasional yang diterima oleh f i i
Deputi
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Politik Luar
Terwiiudnya Negeri dan Kerja Sama Pembangunan ! 100 100
iner; ; Internasional yang sesuai dengan ketentuan dan Yo Yo
s . aturan yang berlaku
Kementerian
PPN/ Bappenas | \1o\qiemen 9% pengelolaan realisasi anggaran lingkup Politik
yang bersih, Initarnal Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan - 92% | 95%
akuntabel, dan Internasional
profesional dan . i . —
didukung oleh % Pemenuhan D:rckpf Pimpinan lingkup Politik
kapabilitas SDM Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan i 929% | 95%
Internasional yang sesuai dengan tugas dan
e 04
»erencanaan Pembangunan Terkait Lingkup 14 14.065.14 | 10.468.40 Direktorat
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika 6 4 I | Ketenagalist




Program/
Kegiatan

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Ketenagalistrika
n,
Telekomunikasi,
dan Informatika

Sasaran

Strategis

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Sasaran Program

(Outcome)/
Sasaran Kegiatan
Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

rancangan UU RPJPN lingkup i
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Indikator UKE I
{Hasil Pemnbahasan)

Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan
Informatika yang diterima oleh Deputi

2020

90%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan
Informatika yang diterima oleh Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan
Informatika yang diterima oleh Deputi

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Ketenagalistrikan,
Telekomunikasi, dan Informatika

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan
Informatika

75%

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Ketenagalistrikan,
Telekomunikasi, dan Informatika

75%

80%

85%

90%

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Ketenagalistrikan,
Telekomunikasi, dan Informatika

70-
75%

76-
80%

81-
85%

86-
90%

95%

91-
95%

% Rancangan Perpres RKP lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan
Informatika yang diterima oleh Deputi

5%

80%

85%

90%

95%

9% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

90%

95%

2020

2.550.000

Alokasi (dalam ribu rupiah}

2021

1.7TRE 000

2022

1 B74.250

2023

1.967.9063

3,766,361

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Informas: Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Ketenagalistrikan,
Telekomunikasi, dan Informatika

B80-
83,9
Yo

84-
87,9

88-
91,9

92-
95,9
%l

96-
100

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan
Informatika

80-
83,9
Yo

84-
87,9

Q, o

88-
91,9

o

92.
959
%

96-
100
Yo

1.000.000

1.050.000

1.102.500

1.157 625

1.215.506

Unit
Organisas
Pelaksana
ikan,
Telekomunik

asi, dan
Informatika



Program/

Kegiatan

Sasaran
Strategis

" Sasaran Program
{Outcome}/
Sasaran Kegiatan
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Indikator UKE 1l
{Hasil Pembahasan)

% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis

2021

2020

Alokasi {dalam ribu rupiaki

2021

Organisasi
Pelaksana

dalam RKP lingkup Sumber Daya Air

Kebijakan Nasional / Major Project yang dijalankan oleh K/L | 85- 88- 91- 94- 97-
T ud Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup 879 | 909 | 93,9 | 96,9 | 100 | 4725.000 | 4.961.250 | 5.209.313 | 5.469.778 | 5.743.267
sEwaacnya Pembangunan Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Yo Yo % %o %
Ilfebljbakan Informatika
Ni?iofl’;lg“:nag % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan) _
\istoner y Kebijaian Hiovesi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- | 90- 95-
Pembangunan oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 849 | 89,9 | 94,9 | 100 | 4725000 | 4961.250 | 5200313 | 5469.778 | 5743.207
lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Yo Y% Y% % %o
Informatka yang diterima oleh Deputi
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Terwujudnya Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan 3 i i 100 | 100
kinerja Informatika vang sesuai dengan ketentuan dan Yo %
Kementerian aturan yang berlaku
PPN/ Bappenas Maniajermen % pengelolaan realisast anggaran lingkup
yang bersih, teiwarnat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan - - ; 92% | 95%
akuntabel, dan Informatika
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan b i : 09% | 95%
kapabilitas SDM Informatika yang sesuai dengan tugas dan ? i
fungsi
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber 23.118.20 | 24.064.20 | 25.267.41 | 26.530.78 | 12.648.20
Daya Air 1 5 5 5 3
g:;ll%aar;agunan "/(3 rancangan .UU RPJPN lingkup Sumber Daya l | L 90% i
: Air yang diterima oleh Deputi
Jangka Panjang
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup b I i 90% !
Sumber Daya Air yang diterima oleh Deputi i
% rancangan Perpres RPJMN lingkup Sumber L i i i 95%
Terwujudnya Rencana Daya Air yang diterima oleh Deputi
o,
Perencanaan Integrasi, ?g&?ﬁzﬁg ah :;::f;l)a:a?a?ja;r? ?;agﬁunppgig:nﬁrg(;gﬁm 75% | 80% | 85% | 90% | 95% Direktorat
Penibangasan SRR, % keselarasan sasaran program Renstra K/L ot
Terkait Lingkup | dan Sincrgi dengan sasaran RPJMNﬂmgkup Sumber Daya 75% - - - 80% LMoo s R | AL | e DoyaAt
Sumber Daya Perencanaan Aip E
e Pem})angu s % keselarasan target output prioritas Renja K/L
Hosioan dengan output proyek prioritas RKP dalam 75% | 80% | 85% | 90% =
Rencana koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 5 il P
Pembangunan dalam RKP lingkup Sumber Daya Air
Jangka Pendek % keselarasan anggaran output prioritas dalam
(Tahunan) RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam T 76- 81- 86- ai1-
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
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~ Program/ Sasaran thgT : E)' i Indikator UKETI dorgEs A man i neen) it
:.:_.5_.i~;eg;ial-n_11 S;_rg-iiegis i m”l“:. Lllzla.i ; o (Hasil ¥ _.F_;b;}.i_l.::zsanj e 2022 2023 202 Piiﬁi::
% Rancangan Perpres RKP lingkup Sumber 75%
Daya Air yang diterima oleh Deputi
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
L‘l&gﬁxﬁ:ﬁml % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 88- 92- 96-
Perwagiidiga Rencani evaluasi atas pe_la.ksanaan rencana ! 83 9 8:’,9 901 9 9? 9 IPO
Efektivitas Penibangunar pembangunan lingkup Sumber Daya Air Yo Yo Yo Yo Yo . , .
Pengendalian Rekomendasi kebijakan pengendalian yang L L; l?,u?z,u; ”'9""5'02 16.85 1'92 4.153.943
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96- i
Nasional Percepatan sasaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 879 | 91,9 [ 95,9 [ 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Yo Yo Yo Yo Yo
Sumber Daya Air
o % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan L : i 2 85- 88- 91- 94- 97-
: ; Pereftcanaan Nasional/Major Froject yang dj_;algnkan oleh K/L 879 | 909 | 93,9 | 96,9 100 2.879.584 | 3.023.563 | 3.174.741 | 3.333.478 | 3.500.152
Terwujudnya Pemban dan stakeholders pembangunan lingkup Sumber o o b o, o
PR gunan X 0 (] (il o (V]
Kebijakan Daya Air
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan)
Nasional vang Kebiialan Hiovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner P(‘m{)an e oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 2.879.584 | 3.023.563 | 3.174.741 | 3.333.477 | 3.500.152 |
: g lingkup Sumber Daya Air yang diterima oleh % Y% % % %
Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Sumber 100 100
kinerja Daya Air yang sesuai dengan ketentuan dan - . o %
Kementerian aturan yang berlaku i £
PPN/ Bappenas 3 % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
vang bersih, m?;‘r?;lmm Sumber Daya Air B i E 24% | 93
akum‘?bﬂ' can % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
profesional dan 2 :
: Sumber Daya Air yang sesuai dengan tugas dan - - 92% | 95%
didukung oleh o :
kapabilitas SDM ngst
Perencanaan Pembangunan Terkait Linglkup Perumahan 145.000.0 | 75.000.00 | 75.000.00 | 75.000.00 | 75.700.00
dan Kawasan Permukiman oo 0 0 o 0 |
Rencana 9% rancangan UU RPJPN lingkup Perumahan
Terwujudnya Pembangunan dan Kawasan Permukiman yang diterima oleh - — 90% ) 1 :
Perencanaan § Fantiia Pariamn Deputi Direktorat
Pembangunan IP tegrasi, 5 VAN : z Perumahan
Terkait Lingku Rmksnnisa, o6 TRHCRIEMT SWE! IEXHOLIAI RP‘.]MN SHEHD 12.500.00 | 12.500.00 | 12.50000 | 13.200.00 | dan Kawasar
Perutaakian (l-;up: dan Sinergl Rtk Perumahﬂ.n dan Kav_vasan Permukiman yang - - - 90% - 2.000.000 e 0 it 0 | Pt ae
Kawasan Perencanaan Pembangunan diterima oleh Deputi :
Peviriuldiai Pembangunan Jangka Menengah % rancangan Perpres RPJMN lingkup
Nasional " Perumahan dan Kawasan Permukiman yang - - - = 95%
diterima oleh Deputi
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Sasaran Program
(Outcome)/ = |
Sasaran Kegiatan [0

Alokasi {datam ribu ruplah) Unit
Organisas

Pelaksan

dikkator UKE 11
ambahasan)

b 20201 9

% keselarasan sasaran programan

sasaran RPJMN lingkup Perumahan dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Kawasan Permukiman
% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Perumahan dan | 75% - - - 80%
Kawasan Permukiman
9% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang T5% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Perumahan dan Kawasan
Permukiman
% keselarasan anggaran output prioritas dalam
Rencana RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- a1- 86- 91-
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor /bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Jangka Pendek dalam RKP lingkup Perumahan dan Kawasan i 3 2 i N
(Tahunan) Permukiman
% Rancangan Perpres RKP lingkup Perumahan
dan Kawasan Permukiman yang diterima oleh 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Deputi
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional* ——4
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 88- 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 879 | 919 | 959 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Perumahan dan Kawasan o o ‘},‘ B '/' pg
Efektivitas Pembangunan Permukiman i s i Fe
Pengendalian Rekomendasi kebijakan pengendalian yang Q00,000 | 1.500.000 | 1.500.000 1.500.000 | 1.500.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Yo % % % %
Perumahan dan Kawasan Permukiman
. % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebyakan Nasional / Major Project yang dijalankan gieh K/L fier fi8a- o9l 0) 94 | 97
: Perencanaan 5 879 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100
Terwujudnya Pembangunan dan stakeholders pembangunan lingkup % of % o o
Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) 142.100.0 | 61.000.00 | 61.000.00 | 61.000.00 | 61.000.00
Nasional yang Kebiiakan Inovasi | ovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- | 80- | 85- | 90- | 95- on b 0 g o
Visioner Pcm{m e oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 849 | 899 | 949 | 100
gu lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman Yo Yo Yo %o Y%
yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya . % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Perumahan
kinerja m ?:?f ;;ucn dan Kawasan Permukiman yang sesuai dengan - 2 - l‘?i? I{EO
Kementenan ketentuan dan aturan yvang berlaku v




PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
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G pengelolaan realisasi anggaran lingkup

Perumahan dan Kawasan Permukiman

9% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang

92%

: 95%
iglpuaﬁlriltgaslggl\d sesuai dengan tugas dan fungsi .
Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan i
dan Pengembangan Proyek Infrastrultur Prioritas 56.042.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 51.042.00
Nasional . i 0 ] 0 0
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Perencanaan |
Pembangunan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur - - - 90% -
Jangka Panjang Prioritas Nasional yang diterima oleh Deputi E
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Perencanaan dan Pengembangan Proyek 1 b I 909% i
Infrastruktur Prioritas Nasional yang diterima i
oleh Deput
% rancangan Perpres RPJMN lingkup
Perencanaan dan Pengembangan Proyelc . 1 I 3 95%
Rencana lnﬁastmkmr Prioritas Nasional yang diterima
Terwujudnya Pembangunan _oleh Deputi = Direktorat
T Integrasi, Jangka Menengah Y% keselarasan sasaran program RKP dengan Perencanaan
pembangunan Sinkronisasi, - sasaran RP.JMN lingkup Perencanaan dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95% dan
Terkait Lingkup dan Sinergi Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas i I Pengembang
Perencanaan Perencanaan Nasional an Proyek
dan Pembangunan % keselarasan sasaran program Renstra K/L : ; 10.602.00 | Infrastruktiu
A — i dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan e | | _ | 7.450.000 | 9.560.000 | 9.560.000 | ©.560.000 o Prinritas
Proyek - dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Nasional
Infrastruktur | Prioritas Nasional
Prioritas % proyek Infrastruktur Nasional dalam :
Nasional Aoliinen Renja K/L dan RKA K/L 79% | 80w | 85% | 80% | 95%
Rencana % Rancangan Perpres RKP lingkup Perencanaan : J
Pembangunan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Jangka Pendek Prioritas Nasional yang diterima oleh Deputi ol
(Tahunan) % lokasi prioritas yang diakomodir dalam s
koridor PN/MP sesuai dengan analisis wilayah/ - - b 90% | 95%
provinsi sesuai dengan arahan regional L :
Terwujudnya 5 J % Ketersediaan informasi hasil pemantanan dan
Efektivitas {;";’m] as;:fl’s’l evaluasi atas pelaksanaan rencana 80- | 84| 88+ | 92- | 96-
Pengendalian Rendiina pembangunan lingkup Perencanaan dan 83,9 | 879 | 91,9 | 95,9 100
Pembangunan Pembangunan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Yo Yo Yo Yo Yo

Nasional

‘Nasional
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J]
dl}alankan oleh K/L dalam rangka pencapaian

g:gf_ ?}iﬁn sasaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan E?:? _9 8874 ;) 9818 '9 9952 '9 ?80
Pe 5 sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Sk = pal b
embangunan P : % Yo Yo Yo Yo
erencanaan dan Pengembangan Proyek .
I5ifro clriletir Pribritas Nasional - 24.68 l.og 20,795.03 20395.0(01 20,795.(}3 20,795.03
Terwujudnya % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategls
Kebijakan Kebijakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L | 85- 88- 91- 94- 97-
Pembangunan Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup B7,9 [ 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100
Nasional yang Pembangunan Perencanaan dan Pengembangan Proyek % Ya % % %
Visioner Infrastruktur Prioritas Nasional
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Perencanaan
Terwujudnya dan Pengembangan Proyek Infrastruktur b g I 100 100
kinerja Prioritas Nasional yang sesuai dengan ketentuan Yo Y%
Kementerian dan aturan yang berlaku
PPN/ Bappenas Wisajimian % pengelolaan realisasi anggaran lmglmp
yvang bersih, In trrha;l Perencanaan dan Pengembangan Proyck = - - 92% | 95%
akuntabel, dan i Infrastruktur Prioritas Nasional
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh Perencanaan dan Pengembangan Proyek il I L 92% | 95%
kapabilitas SDM Infrastruktur Prioritas Nasional yang sesuai a2 “
B dengan tugas dan fungsi
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi ; _ e B Wit el it 0 i
}fs;‘ba;;"“gu o % rancangan UU li.:aPJPN lingkup Transportas: ; | ; gl Pt e
Jangka Panjang yang diterima olel Depur.n
% rancangan awal teknokratik RPJMN lmgkup il 2 il 90 il
Transportasi yang diterima oleh Deputi ¥
Bus % rancangan Perpres RPJMN lmgkup i o
Terwujudnya gg:;;f;nzunm Transportasi yang diterima oleh Deputi _ | : i Bl -
Integrasi, s : % keselarasan sasaran program RKP dengan i : o o
gg;ﬁggff‘ gua?lnan Sinkronisasi, Jangka Menengah | o oran RPJMN lingkup Transportasi | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% Direktorat
‘Terkait Lingip dan Sinergi % keselarasan sasaran program Renstra K /L = 75% = i i 80% 2,500,000 | 8.000000 | 8000000 | 8000000 [ 9.300.000 | Transportasi
Transportasi Perencanaan dengan sasaran RPJMN lingkup Transportasi
Pembangunan % keselarasan target output prioritas Renja K/L
Nasional dengan output proyek prioritas RKP dalam
Rencana koridor PNt/pMP atau sasaran sektor/bidang Ta%e | S0 | 695, | 9006 | S04
Pembangunan dalam RKP lingkup Transportasi
Janghka Pendek 9% keselarasan anggaran output prioritas dalam
(Tahunan) RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- TH- 81- 86- 91-
koridor PN/MP atau sasaran scktor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%

dalam RKP lingkup Transportasi
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Sasaran Program
(Outcome)/
Sasaran Kegiatan. &

Unit
Organi
Pelaksar

Sasaran
Strategis

Indikato
(Hasil Pembah :
% Rancangan Perpres RKP lingkup Transportasi
yang diterima oleh Deputi
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

Y% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan | 80- 84- 88- 92- 96-

y Target : © - Alokasi (dalam ribu rupiah)
1041 | : ; ot e

2020

yasan) 2020 2021 2022 2

2022 2083 22

Informasi Hasil

T Lid Eelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 8390 | 879 | 91,9 | 95,9 100
E?;:cv&];iagya P:;%Tn:;unan pembangunan lingkup Transportasi % % Y %o Yo
Pengendalian Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 1.700.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Yo % Yo Yo Yo
Transportasi B
— % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis i i il i
; Rebijakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L 85 88 91 94 o7 14.850.00 | 1485000 | 1485000 | 14.850.00
Terwujudnya Perencanaan d b . 87,9 | 90,9 | 939 | 96,9 100 | 5.900.000 6 e ( b
- an stakeholders pembangunan lingkup & i )
Kebijakan Pembangunan T ; Yo Yo Yo % Yo
Pembangunan ransportasi _ ;
N $ PSS L % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan) 75. 80. 85- 90- 95-
psion. yaog Kebijakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 14.850,00 | 1485000 | 1485000 | 14.850.00
3 gu
Visioner 799 | 849 | 899 | 949 100 | 5.900.000 B 5 i
Pembangunan oleh K/L dan stakeholders pembangunan o, o % o, o, o
lingkup Transportasi yang diterima oleh Deputi & i "
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Transportasi
e } 100 100
kinerja yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang - - - % o,
Kementerian berlaku :
PPN/ Bap_penas Manajemen Yo pengclnlagn realisasi anggaran lingkup . l ! 92% | 95%
yang bersih, Internal Transportasi
al:;_x;;?:;; ?;:; % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
gi dukung oleh Transportasi yang sesuai dengan tugas dan - - - 92% | 95%
fungsi

kapabilitas SDM

erencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan

12,980,09 12,980,090 12,980,09 12,980,09
0 0 0

Pembangunan o o

Rencana % rancangan UU RPJPN linglkup Alokasi

Pembangunan Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh - - - 90% - Direktorat

Jangka Panjang Deputi Alokasi
Perencanaan T ud % rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup Pendanaan
Pembangunan I::;;l -!al;i nya Rencana Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima - - - 90% - Pembangunz
Terkait Lingkup : - oleh Deputi ; & seer | wigresr | #amm n
Alokasi zz‘nkgﬁ?as' .I:em[ilbka;i?;ﬁ _ % rancangan Perpres RPJMN lingkup Alokasi WA p MSEE § SRS bl s
Pendanaan 8l & R Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh - - - - 95%

Perencanaan :

Pembangunan Deputi




Sasaran

Sasaran Program

{Outcome)/
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Indikator UKE II:

Alokasi {dalam ribu rupiah)

Strategis Sang o EE (Hasil Pembahasanj 2021 2022 2023
Sasaran Kegiatan | e =
Pembangunan % keselarasan alokasi pendanaan pada RKP i )
Nasional dengan RPJMN yang diterima oleh Deputi To% | &% | 8061 9006 (- Fuon
% Alokasi bidang Dana Alokasi Khusus (DAK)
yang terintegrasi dengan prioritas RKP yang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
diterima oleh Deputi
% Keselarasan muatan prioritas RKP dengan
RKA K/L lingkup Alokasi Pendanaan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Pembangunan yang diterima oleh Deputi
% Proyek prioritas yang terdeteksi lokasinya
Rencana (untuk proyek prioritas yang bersifat 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Pembangunan kewilayahan)
Jangka Pendek % Penyelesaian Pagu Indikatif dan lampiran SB
(Tahunan) Pagu Indikatifl dalam rangka RAPBN yang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
diterima oleh Deputi 4
% Penyelesaian Pagu Anggaran dan lampiran SB
Pagu Anggaran dalam rangka RAPBN yang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
diterima oleh Deputi
Y% Rancangan Perpres RKP lingkup Alokasi
Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Deputi
Informasi Hasil Y Kctcr_sediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 88- 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 879 | 919 | 959 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Alokasi Pendanaan 4 o e s 2
= P o Yo Yo Yo
Efektvitas Pembangunan Pembangunan
Pengendalian Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 905,882 | 1,047,883 | 1,047,883 | 1,047,883 | 1,047,883
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Yo Yo Yo Yo Yo
Alokasi Pendanaan Pembangunan
.. % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan ) : : s A 85- 88- 91- 94- 97-
Terwujudnya Pere'Lca.n aan Nasional/ Major Project yang dgaignkan oleh K/ L‘ 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 100 2,746,212 | 3,064,640 | 3,064,640 | 3,064,640 | 3,064,640
Cebialian Pembangunan dan stakeholders pembangunan lingkup Alokasi % o o o o
Hemibangunan Pendanaan Pﬂr_;bang}man _
Nasional yaog % Rekomendasi Kebijakan Inovasi 75- 80- 85. 90- 05.
Visi Kebijakan Inovasi | Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L 709 | 849 | 809 | 9a9 | 100
isioner ; i 4 ; i i :
Pembangunan lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang o o, o o o
diterima oleh Deputi : = e 2 =
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Alokasi 100 100 1,500,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000
Kinerja Siinaismen Pendanaan Pembangunan yang sesuai dengan - % %
Kementerian Iiter r{al ketentuan dan aturan yang berlaku
PPN/Bappenas % pengelolaan realisasi anggaran lingkup ! ) 929% | 959%

yang Bersih,

Alokasi Pendanaan Pembangunan

Unit
Organisasi
Pelaksana




Akunte. dan .
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pinan hngkup Alokasi

Profesional dan Pendanaan Pcmbangunan yang sesuai dengan - - - 5%
didukung oleh tugas dan fungsi ]
Kapabilitas SDM 1 1 1 1 1
Sistem Informasi Jumlah sistem perencanaan pendanaan i $iste. | siste s:l;s;e et
Pemerintahan pembangunan yang terintegrasi inril;) 5 u;?ar ihrg)f hior j.nTor
masi | masi | masi | masi | masi
Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Bilateral 'zo.mo.og 2*'274'08 24‘274'03 : 2"‘-'27"03 24'974'03_
Brncana % rancangan UU RPJPN lingkup Pendanaan
Pombangasn Bilateral ygang diterima oleh Deputi i : f 70 7
Jangka Panjang
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup g = i 90% |
Pendanaan Bilateral yang diterima oleh Deputi
Y% rancangan Perpres RPJMN lingkup i i i I 95%
Pendanaan Bilateral yang diterima oleh Deputi :
§::1(l:)a:§1agunan % Keselarasan bidang pada p_rojcct pipeline
Terwujudnya Jangka Menengah ﬁggg;‘:’]‘;:‘o'flfj;"g:;‘/’2{‘a{frggggea’§lsﬁéjgf‘h§;}$ 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Hitegras, RPJMN
i:;k;?;l;s;;&a, % Keselaxjasan sasaran program Renstra K/L. " i} _ i 90%
Perinc it aati mitra kerja dengan sasaran RPJMN :
Pembangunan % Rekomendasi rencana penarikan PHLN yang ' 18.373.81 | 2192258 | 21.922.58 | 21922.38 | 21.92258 | i
. digunakan sebagai bahan penyusunan Pa.gu 75% | 80% | 85% | 90% | 95% 4 3 3 3 3 ;_,; il
Perencanaan Nasional Indikatif o Direktorat
Pl;gglbangunan R % keselarasan sasaran program Renja K/L i Pendanaan
toans engana mitra kerja dengan sasaran Renstra K/L mitra z £ 85% | 90% | 95% Bﬂaferﬂl
Pgndanaaﬂ Pembangunan kerja :
Biateral JatsEi € ondeis 9% keselarasan sasaran program Renja K/L m1tra | ase i 950
priasl) kerja dengan RKA mitra kerja . i = 1 B | B0% 2%
% Daftar kegiatan yang ditindaklanjuti oleh = Lt
Kementerian Keuangan untuk proses Loan T5% .| B0% | 85% | 90% | 95%
Agreement dalam rangka pembiayaan RKP =
% Ketersediaan inlf{onnasi hasil pemantauan dan 80- 84. 28 99- 96-
; , evaluasi atas pelaksanaan rencana 3
. Informasi Hasil pembangunar? lingkup pendanaan bilateral dan 83,’9 8;,’9 gé;g 9? 9 1020
Terwijudaya Pelalpanasn kredit ekspor terhadap proyek-proyek on-going # g i 8 2
ngfm:;:fian o vy % ketersediaan hasil analisis terhadap 80- | 83- | 88- | 92- | 96-
Pemgbfangunan gu pemantauan lapangan dan evaluasi proyek- - 839|879 | 819 | 959 100
Nius sl proyek pendanaan bilateral dan kredit ekspor % Yo | % % Yo T g2t — T i
Kebijakan % rekomendasi pengendalian dan pelancaran 80- | 84- | 88- | 92- 96- ' ’ '
Percepatan rencana kegiatan pendanaan bilateral yang 839 [ 879|919 | 959 | 100
Pembangunan ditindaklanjuti oleh K/L terkait % % %o % Yo



Program/

Sasaran

Sasaran Program

-128-

Indikator UKE 11

Target

: ._f\!r.l'r-:-.t:.: (dalam ribu rupiah)

Unit

{egiatan Strategis S4 ;[:ljl: 'K?::jmll (Hasil Pembahasan) L2021, 2020 2021 2022 2023 2024 {i-]';f‘athu:rt;
% rekomendasi hasil telaah/analisis pendanaan
bilateral dan kredit ekspor yang diterima oleh 75% | 80% | 89,9 | 949 | 100
Terwujudnya Deputi % % % =
Kebijakan Kebijalen Tnovasi % prakarsa pengembangan pendanaan bilateral 85- 90- 95- s e s . e
Pembangunan Pembangunan dan kredit ekspor yang diterima dan didukung 75% | 80% | 89,9 | 949 | 100
Nasional yang oleh stakeholders terkait % % %
Visioner %t ! ¢ ; Pr 85- 90- 95-
S CABANE EFEU PCLIFRGIEN. TTOEr e 75% | 80% | 89,9 | 949 | 100 500,000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000,000 [ 1.000000
Compact Il terhadap rencana kerja tahunan % % %,
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Pendanaan 100 100
kinerja Bilateral yang sesuai dengan ketentuan dan - - % o
Kementerian aturan yang berlaku e b
PPN/ Bappenas . % pengelolaan realisasi anggaran lingkup o
yang bersih, ?ﬁ fli:ra:;]:;ncn Pendanaan Bilateral L I i genll B
Hkunt,?bd’ dun 9% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
o — Pendanaan Bilateral yang sesuai dengan tugas - - | 92% | 95%
didukung oleh A p L gen tugs i
kapabilitas SDM &
Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan 6918.835 | 7264777 | 7.628.016 | 8.009.416 | B.409.887
Multilateral
Rencena % rancangan UU RPJPN lingkup Pendanaan
Eea:r:l:ka;gzzﬁ:lng Multilateral yang diterima oleh Deputi F i e I
% rancangan awal teknokratik RP.JMN lingkup
Pendanaan Multilateral yang diterima oleh 3 : - 90% -
Deputi
% rancangan Perpres RPJMN lingkup
Rencana Pendanaan Multilateral yang diterima oleh - - - - 95%
Terwujudnya Pembangunan Deputi
Perencanaan Integrasi, Jangka Menengah | % keselarasan sasaran program RKP dengan & i i Direktorat
Pembangunan Sintgrronisasi, sasaran RPJMN lingkup Pendanaan Multilateral 7% | B0% | B5% | 0% | 397 Pendanaan
Bidang dan Sinergi % Keselarasan sasaran program Renstra K/L 3.600.335 | 3.680.352 | 3.974.369 | 4.283.088 | 4.607.242 | Multilateral
Pendanaan Perencanaan dengan sasaran RPJMN lingkup Pendanaan 75% - - - 80%
Multilateral Pembangunan Multilateral
Nasional 9% Keselarasan kebijakan dan program yang ada
di CPS Mitra Pembangunan Multilateral dengan - - 85% | 90% | 95%
sasaran RPJMN dan Renstra
g:g%aal;agunan % keselarasan target output pr‘i(I){rilas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam a a
f;_’;ﬁ_‘l‘:;‘;“dd‘ Kkoridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 9%
dalam RKP lingkup Pendanaan Multilateral
% keselarasan anggaran output prioritas dalam 70- 76- 81- 86- 91-
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 75% | 80% | 85% | 90% [ 95%
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koridor PN/MP atau sasaran sektor /bidang
dalam RKP lingkup Pendanaan Multilateral

% Kcselarasan rencana proyek pmJ amarn.

..... i, 0,
dengan rencana proyek pinjaman multllatcral it e il | B
dalam Green Book :
% Keselarasan Daftar Kegiatan dengan rencana n % o
proyek pinjaman multilateral dalam Green Boolc Saw | 00 | Foie
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan. >
88- 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 919 | 959 | 100
Terwujudnya Rencana pcmbangunan yang dibiayai dengan pinjaman %’. e /’ o
Efektivitas Pembangunan luar negeri multilateral Y ®
Pengendalian Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencap_ajan 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan 91,9 | 95,9 | 100
Remban grastl sasaran sektor/ pldang dalarm RKCE Hogioap: » " ki 818,500 884.425 853.647 026328 | 1.002.645
Pendanaan Multilateral b |
% Rekomendasi intervensi pendanaan al- 94- 97-
multilateral yang dibahas d:além forum 939 | 96,9 | 100
kerjasama internasional Yo % %
Terwujudnya % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu 91- 94- 97-
Kebijakan Kebijakan Inovasi Strategis Pembangunan Nasmnal,’MaprPro;ect 939 | 96,9 100
Pembangunan yang dijalankan K/L lingkup Pcndanaan = 5 p
v Pembangunan Yo Yo Yo
Nasional yang Multilateral
Visioner % Rekomendasi Kebijakan Inovasi
Pembangunan Nasional yang dijalantan K/ L 88959 9940;) ?(?0 500,000 500,000 600,000 600,000 600,000
lingkup Pendanaan Mull:llateral yang theruna o o i TR T : ’ S
o o "o
oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lmgkup Pendanaan 100 100
kinerja Multilateral yang sesuai dengan ketentuan dan. - o %
Kementerian aturan yang berlaku * #
PPN/ Bappenas : % pengelolaan realisasi anggaran lmgkup P ——
yang bersih, ?An ?Eﬁglmen Pendanaan Multilateral z 92% | 95%
akuntctibel, e % Pemenuhan Direktif Pimpinan lmgkup
profesional dan 2
: Pendanaan Multilateral yang sesuai dengan - 92% | 95%
didukung oleh PR A i
kapabilitas SDM AR Rl S '

Perenc: Pembangunan Bidang Pengembangan T g ; :
Pendan?:a:anar%cmbanguggan i g g £ i 3.674.112 | 3.790.000 | 3.790.000 | 3.790.000 3.799.;)0_0 pD]rekt%mt
Perencanaan Terwujudnya Rencana % rancangan UU RPJPN linglkup Pengembangan RNt
Pembangunan Integrasi, Pembangunan Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh 90% - 1.426.602 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | da“
Bidang Sinkronisasi, Jangka Panjang Deputi CRASRARE



-130-

Penbangan 1ncrg1 rancaga awal teknokratik RPJMN lingkup ” .
Pendanaan Perencanaan Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang - - - 90% - n
Pembangunan Pembangunan Rencana diterima oleh Deputi T .
Nasional Pe;:;:uan . % rancangan Perpres RPJMN lingkup e o
Jetifica gﬁ:ncn o | Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang - = - - 95%
& & diterima oleh Deputi
% Keselarasan muatan dokumen Rencana S 5
Proyek KPBU dengan RPJMN 75% | B0% | 85% | 90% | 95%
?:’iljzaélna e % Rancangan Perpres RKP linglup
gu Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang, 75% | B0% | 85% | 90% | 95%
Jangka Pendek i :
diterima oleh Deputi ;
(Tahunan)
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan s :
. Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 8O- [ Bl | B0 fl 880 4 D
Terwujudnya : 839 | 879 | 919 | 959 100
: Lo Rencana pembangunan lingkup Pengembangan i L
Efektivitas 2 Yo Yo % % %
: Pembangunan Pendanaan Pembangunan i : :
Pengendalian . : !
s % Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan
Fmangneh Kebijaloart pengendalian rencana pembangunan nasional 80 | Bl B8 ] I o
Nasional Percepatan Y e 83,9 | 87,9 | 919 | 959 | 100
Pemb i lingkup pengembangan pendanaan o o o o o
mbangunar pembangunan o o (i} (] (]
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan Nasional / Major Project yang dijalankan oleh 85- 88- 91 94- 97-
T — Perencanaan K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100
Kzll;‘:;uai?an Y Pembangunan Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang % Y% | % % %
Pembangunan ndltenma gloh szputl_. : — 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
N g % Rekomendasi Kebjjakan (Program /Kegiatan) i P
laloner yang Kebiiakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- | 80- 85- 90- | 95-
Pem{)an i oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan 799 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100
g1 lingkup Pengembangan Pendanaan Y % % Y %
Pembangunan vang diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup :
kinerja Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang I il - 100 100
Kementerian sesual dengan ketentuan dan aturan yang ; Yo Y%
PEN/ Bagp SO Manajemen fer_l_aku — : | B
yang bersih, Pieria] Yo pengelolaan realisasi anggaran lingkup A i ! 92% | 95%
akuntabel, dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan i
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan hingkup el
didukung oleh Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang - - - 92% | 95%
kapabilitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi
Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan 11.500.00 | 11.550.00 | 12.127.50 | 12.723.87 | 13.370.56 | Direktorat
Pendanaan Pembangunan o 0 ! 5 ¢ | Perencanaan
Perencanaan Terwujudnya Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Perencanaan Pendanaan
Pembangunan Integrasi, Pembangunan Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh - - | 90% - 6.575.000 | 6.528.750 | 7.005.188 | 7.505447 | 8030719 [ Pembanguna
Bidang Sinkronisasi, Jangka Panjang Deputi e n
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Unit
Organisasi
Pelaksana

Alokasi ([dalam ribu |:-|iJ|.'|'!!Z=-

Sasaran Program

Indikator UKE I

Sasaran ;
(Hasil Pemnbahasani 2021 ' 2021 2022

Strategis

Program/

R eolhtan [Outcome)/
wWChHlale

Cepi 20123
Sasaran Kegiatan :

Perencanaan
Pendanaan
Pembangunan

” cangan awal teknokratik RPJMN lingkup

dan Sinergi
Perencanaan Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang - - - 90% -
Pembangunan diterima oleh Deputi
Nasional % rancangan Perpres RPJMN lingkup
Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang - - - 95%
Rencara diterima oleh Deputi
Pembangunan % keselarasan Dokumen Perencanaan jangka
Jangka Menengah | menengah Pendanaan Dalam Negeri dengan 75% | B0% | 85% | 90% | 95%
RPJMN yang diterima oleh Deputi
% keselarasan Dokumen Perencanaan jangka
menengah Pendanaan Luar Negeri dengan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
RPJMN yang diterima oleh Deputi
% Keselarasan kegiatan dalam DKPPDN dengan o - " " ot
DKDPDN dan RKP yang diterima oleh Deputi T5% | 80% | 85% | 90% | 95%
% Keselarasan kegiatan dalam DRPPLN dengan i . 5 5
Rencana DRPLN-JM dan RKP yang diterima oleh Deputi | />0 | 80% | 85% | 90% | 95%
Pembang P
J ;;:.]gkr;n%;gr‘:::k % Keselarasan kegiatan dalam DPP-SBSN
(Tahunan) dengan RPJMN, Renstra K/L dan RKP yang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
diterima oleh Deputi
% keselarasan sasaran program dan kegiatan 1.925.000 | 2.021.250 | 2,122,313 | 2.228.428 | 2.339.850
Renja K/L dengan sasaran bidang RPJMN, RKP T5% | 80% | 85% | 90% | 95%
lingkup Kesekretariatan Negara
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pémantauan dan
; 80- 84- 88- 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana
) . 839 | B7.9 | 919 | 95,9 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Perencanaan Pendanaan o o 9 % %
Efektivitas Pembangunan Pembangunan " Y 9
P lali T A ;
Pinmglf;;gu::n % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
N é.sion al Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Percepatan sasaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas dan 839 | 879 | 919 ]| 959 100
Pembangunan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup % Yo Y % Yo snocioo0 |- 5000:000 | aiccsioan: | aensies | oneino
- Perencanaan Pendanaan Pembangunan
Terwujudnya Kebijakan o ! s - 85- 8§8- 91- 94,9 97-
Kebijakan Perencanaan bdimpanie e ;‘neb‘é?;ar?nfxff‘[{’:nfg"a” 879 | 909 [ 939 | 6,9 | 100
Pembangunan Pembangunan P gu yang P Yo Y% Yo %o %o
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Indikator UKE I
(Hasil Pembahasan)

2021

Target

2022

Alokasi (dakam ribia rupiah)

2021

Nasional yang % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Visioner Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L 8875;3 983‘9 9931‘9 96469 ?;('}
dan stakeholders pembangunan lingkup 4 5 ; : a
% % % % Yo
Perencanaan Pendanaan Pembangunan
% Rekomendasi inovasi pendanaan Sellli el ha 99,8 ] BT
ety ; 879 | 909/| 939 | 69 100
pembangunan yang diterima oleh Deputi % | 9% o, o %
% Rekomendasi kebijakan (Program/Kegiatan)
— ) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Rebijakan Inovast | gjep K/, dan stakeholders pembangunan 79,9 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100
e lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan Yo Yo Yo Yo Y
yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Perencanaan 100 100
kinerja Pendanaan Pembangunan yang sesuai dengan - - - o, o
Kementerian ketentuan dan aturan yang berlaku it i}
RN, Bap_pe e Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
yang bersih, I 4 Pe it Pend: Pesity - - - 92% | 95%
wrartabil, dan ntern rencanaan Pendanaan Pembangunan -
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang 3 ~ = 92% | 95%
kapabilitas SDM sesual dengan tugas dan fung

dan Pengendalian Pemgun

14.800.00

g ta bl dTul i

14.B00.00

14.800.00

Daerah 4] (4] 0 0 0
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Pemantauan, _
Pembangunan Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan - - - 90% -
Jangka Panjang Daerah yang diterima oleh Deputi
% rancangan awal teknokratilk RPJMN lingkup -
" ud Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian - T - 90% -
Slede s Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi
Pemantauan, Integrasi, = :
toygbant -dan Hinsivonishal Yo rancangan Perpres RPJMN lingkup
2o : ) Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian . - . - 95% )
Pengendalian dan Sinergi SRR Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi 3.000.000 | 4500000 | 4.500.000 | 4.500000 | 4500000
Pembangunan Perencanaan
Disrah PembBaneinen Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP dengan
Manton algu Jangka Menengah | sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi, T5% | 80% | 85% | 90% | 95%
dan Pengendalian Pembangunan Daerah
% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, 75% i} i y 80%

Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Daerah

Organisasi |
Pelaksana

Direktorat
Pemantauan
Evaluasi,
dan
Pengendaliar
Pembangunz
n Daerah
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o s ta:gt ﬁn as Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam

95%

koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90%
Rencana dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan
Pembangunan Pengendalian Pembangunan Daerah
Jangka Pendelk % keselarasan anggaran output prioritas dalam
(Tahunan) 'RKAddm;ghalm output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 26- 91-
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidan;
dalam RKP lingkup Pemantauan, Evalu asi,gdan FORG | SO Baik | TR e
Pengendalian Pembangunan Daerah
T % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan I
Pelaksanaan evaluasi atas pqlaksanaan rencana . 80- 84- 88- 92- 96-
Tervnjidigs Réncana pcmba.ngup_an Ilmglcup Pemantauan, Evaluasi, 839 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100
E fekufritas Pombsnginen dan Pen_gendahan Pembangunan Daerah yang Y% %o %o Yo Yo
Pangendalia diterima oleh Depuu_‘ !
Pembangunan % Rekomendasi kebij aqui lingkup Pemantauan,
Nesinial Kebijakan Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan 80- 84- 88- 92- 96-
Percepatan Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Pembangunan _yang dikoordinasikan dengan K/L mitra dan % Y % % %
Pemerintah Daerah
TR L L e ey cieeaian T30 4.000.000 | 5.800.000 | 5800.000 | 5.800.000 | 5800.000
Kebijakan Kebijakan Strategis Pernbangunan Nasional/ Major Project 85- 88- 91- | 94,9 | 97-
Pembangunan Perencanaan yang disampaikan kepada stakeholders 87,9 | 909 | 939 | 6,9 | 100
Nasional yang Pembangunan pembangunan lingkup Pemantauan, Evaluasi, % % Y% % %
Visioner dan Pengendalian Pembangunan Dacrah
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian i i 100 100
kinerja ‘Pembangunan Daerah yang sesuai dengan % % .
Kementerian ‘ketentuan dan aturan yang berlaku e
PPN/ Bappenas Warse % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
yang bersih, Sekapt Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian - = 92% | 95%
akuntabel, dan Pembangiinan Daerah i
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian L aon, | ams:
kapabilitas SDM Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas T A et H
dan fungsi
gi:igz.::at?uan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan 6.000.000 | 1;0.100.03 w.uao.og 10Aoco.og m.ﬂcm,Og Direktorat
Pemantauan, Terwujudnya Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Pemantauan, Pemantauan
Evaluasi,dan Integrasi, Pembangunan Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan - - 90% 5 } g:aluam,d_am
Pengendalian Sinkronisasi, Jangka Panjang Sektoral yang diterima oleh Deputi 1.202.950 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 3000000 p -n;?;zndaha:
Pembangunan dan Sinergi 9% rancangan awal teknokratile RPIMN lingkup i PIT n"‘g_ kf‘;‘]gl;‘la
Sektoral Perencanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian bl




Program/
Kegiatan

Sasaran
Strategis

Pembangunan
Nasional

Sasaran Program
{Outcome) f
Sasaran Kegiatan

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah
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Indikator UKE {I
{Hasil Peinbahasan)

Pembangunan Sektoral yang diterima oleh
Deputi

Target

2022

% rancangan Perpres RPJMN lingkup
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan Sektoral yang diterima oleh
Deputi

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Sektoral

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN linglkup Pemantauan,
Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Sektoral

75%

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Sektoral

75%

850%

85%

90%

95%

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Sekitoral

70-
T75%

76-
80%

81-
85%

86-
90%

91-
95%

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Sektoral yang
diterima oleh Deputi

80-
839
Yo

84-
87,9

88-
91,9
%

92-
95,9
%

96-
100
Yo

Penyelesaian Rancangan Lampiran Pidato
Presiden RI atas pelaksanaan rencana
pembangunan yvang diterima Deputi

Dok

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

Y% Rekomendasi kebijakan linglkup Pemantauan,
Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Sektoral dalam rangka pencapaian
pembangunan sektoral yang dikoordinasikan
dengan K/L

80-
83,9
%

84-
87,9
%

91,9
%

92-
95,9
%%

96-
100
Yo

Terwujudnya
Kebijakan
Pembangunan
Nasional yang
Visioner

Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan

% Rekomendasi kebijakan Penyelesaian Isu
Strategis Pembangunan Nasional/ Major Project
yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders
pembangunan lingkup Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Sektoral

85-
87,9
%

88-
90,9

91-
93,9
Yo

94,9
6,9
%

97-
100
Yo

Alokasi (

2021

lam ribu rupiahj

2022 2023

Terwujudnya
kinerja

Manajemen
Internal

% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup

Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

100
Yo

100

Unit
Organisasi
Pelaksana



Program/

Kegiatan

Sasaran
Strategis

Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh

kapabilitas SDM

Sasaran Program
(Outcome}/
Sasaran Kegiatan
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Indikator UKE Il
(Hasil Pemnbahasanj

Pembangunan Sektoral yang sesuai dengan
ketentuan dan aturan yang berlaku

2020

Alokasi (dalam ribu rd

2021

2022

ipiah)

2023

% pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan Sektoral

92%

95%

% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan Sektoral yang sesuai dengan
tugas dan fungsi

92%

95%

Unit
Organisasi
Pelaksana

Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

9.000.000

10.700.00
0

11.325.00
0

11.876.25 |

12.455.06

3

Pengembangan
Kebijakan dalam
Lingkup Sistem
dan Pelaporan
Pemantauan,
Evaluasi, dan
Pengendalian
Pembangunan

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

% rancangan UU RPJPN lingkup Sistem dan
Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan yang diterima oleh
Deputi

90%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Sistemn dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan yang diterima
oleh Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup Sistem
dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan yang diterima oleh
Deputi

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan

T5%

80%

85%

90%

95%

% kesclarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Sistem dan
Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan

5%

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan

70-
5%

76-
80%

81-
85%

86-
90%

91-
95%

2.000.000

2.200.000

2.000,000

2.000.000

2,000,000

Direktorat
Sistem dan
Pelaporan
Pemantauan
Evaluasi,
dan
Pengendaliar
Pembanguna
n
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% Ketersediaan informas P antauan dan

J'Ukﬂﬁnfﬁhu

B et

. Organisas
: Pelaksana.

evaluasi atas pelaksanaan rencana B0- 84- 88- 92- 96-
Informasi Hasil pembangunan lingkup Sistem dan Prosedur 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Pelaksanaan ‘Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian % % % % %
T . Rencana Pembangunan yang diterima oleh Deputi
Efektivitas. Pembangunan Penyelesaian Rancangan Lampiran Pidato 1 1
Y amastiadiai Presiden RI atas pelaksanaan rencana - - B Dok | Dok
Pemgbangunan pembangunan yang diterima Deputi j
Nagianal Kebijakan % Pelaksanaan sistem informasi pemantauan, 80- 84- 28- 92- 96-
Percepatan evaluasi, dan pengendahan pembangunan 839 | 879 | 91,9 | 95,9 | 100
Pembangunan nasional % %o %o Yo %
Sistem/Regulasi % Pengembangan prosedur pemantauan 80- 84- 88- 92- 96-
;’t‘]?gt‘ll Aalina evaluasi, dan pengendalian pembangunan 839 | 879 | 91,9 | 959 | 100
s nasional %o %Yo % Yo % 3.000,000 | 4.500.000 [ 5.025.000 | 5576.250 | 6.155.063
Terwujudnya % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan Kebijakan Nasional / Major Project yang dijalankan oleh K/L | 85- 88- g1- | 94,9 | 97-
Pembangunan Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup Sistem 879|909 | 939 | 69 100
Nasional yang Pembangunan dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Yo %o Yo %o %
Visioner Pengendaban Pembangunan
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Sistem dan
Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan 100 100
Pengendalian Pembangunan yang sesuai dengan £ I ) % %
T i ketentuan dan aturan vang berlaku
Kti::::gﬁudny a ———_ % pengelolaan realisasi anggaran lingkup Sistem
Krm‘ejri - Fistus ri al dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan - - 92% | 95%
P15N /Bappenas Pengendalian F'embanguriim’
yang Bersih % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Sistem
Aliyrtahal dan dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan i i 92% | 95%
- Pengendalian Pembangunan yang sesuai deng'm Y =
Profesional dan '
didukung oleh igasdanhingsl
Kanabilitas SDM % Penyusunan rekomendasi strategi Integmm
pabilitas
Stater Tnformas Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Permorintahan lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, T75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000
2 Evaluasi, dan Pengendalian Pemibangunan yang
diterima oleh Deputi
Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan 0.000.000 | 10-500.00 | 1050000 | 10500.00 | 10.500.00
Pembangunan =4iE o i o 0| Direktorat
Terwujudnya Rencana % Rancangan UU RPJP lingkup Evaluasi dan Tvaluasi dan
Evaluasi dan Integrasi, Pembangunan Pengendalian Penyusunan Perencanaan - - - 90% - Pengendaliar
Pengendalian Sinkronisasi, Jangka Panjang Pembangunan yang diterima oleh Deputi Penyusunan
Penyusunan dan Sinergi ficisas % Penyelesaian Dokumen Rancangan : ) ) 100 i Perencanaan
Perencanaan Perencanaan P; ) Teknokratik RPJM yang diterima oleh Deputi Y% Pembanguns
Pembangunan Pembangunan LaREan % Penyelesaian Dokumen Rancangan RPJM 100
e RGEEMEA. Jangka Menengah ol e Haen & : = 2 2 3
Nasional yang diterima oleh Deputi Yo




Sasaran.
Strateg

Sasaran Program
(Outcome) /-
Sasaran Kegiata)
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ndikator UKE 11
il Pembahasan)

% Pcny'elcsaian Dokumen Rangan Akhir
RPJM yang diterima oleh Deputi

2022

2023

Alokasi (dalam ribu rupiah)

2021

2022

2023

1 1 1
Jumlah pedoman penyusunan rencana yang Dok | Dok | Dok
diacu oleh stakeholders perencanaan 5 3 ume | ume | ume
Rencana n n n
Pembangunan % Penyelesaian Dokumen Rancangan RKP yang 100 100 100 | 100
Jangka l;'g:ndek diterima oleh Deputi « % % % o R oo el Rl By
(Tahunan) % Penyelesaian Dokumen RKP yang diterima I 100 100 100 100
oleh Deputi Yo Yo % %o
% Penyelesaian Dokumen Pemutakhiran RKP 100 100 100 100
yang diterima Deputi i % % % %
% Hasil informasi pengendalian perencanaan 84- 88- 92- 96-
Informasi Hasil pembangunan nasional yang diterima oleh = 879 | 91,9 | 95,9 100
Terwujudnya Pelaksanaan Deputi Yo % Yo Yo
Efektivitas Rencana Penyelesaian Rancangan Lampiran Pidato 1 1
Pengendalian Pembangunan Presiden RI atas pelaksanaan rencana - Dok - - 3,750,000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3,700,000 | 3.700.000
o y o Dok
Pembangunan pembangunan yang diterima Deputi
Hasbnal Rebijekan % Rekomendasi pengendalian perencanaan v [ibipcal 1 ocnll s
Percepatan embangunan nasional vang diterima sektor | 87,9 1919 | 959 100
Pembangunan p 8 yang Yo Yo %o %o
% Pelaksanaan Tata Kelola ingkup Evaluasi dan
. Pengendalian Penyusunan Perencanaan 100 100
Terwujudnya Pembangunan yang sesuai dengan ketentuan I i > % %
llzi,f;igx?terim dan aturan yang berlaku
PPN/ Bappenas _ % pengelolaan realisasi anggaran linglcup
Rt Manajemen Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan - - - 92% | 95%
1088 0 5 Internal Perencanaan Pembangunan
AKUIA, S % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingku
profesional dan E al.mt:l:lu g K B
didukung oleh valuasi dan Pengendalm.n Penyu sunan :
kapabilitas SDM Perencanaan Peprangu nan yang sesuai dengan - ¥ - 92% | 95%
tugas dan fungsi
Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan 3.510.930 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000
Terwujudnya % Rekomendasi Hasil Analisis dan Harmonisasi
Kebijakan - Penyusunan Kebijakan dalam rangka Perumusan 85- 88- | 91- 94+ 97«
Penyusunan Pembangunan Analisis Kebjjakan | Penyelesaian Isu Strategis Nasional / Major 879 | 90,2 | 93,9 | 969 | 100
Ana?s;s Nfa;lona.l yang - Analisis Kinerja Project yang akan dijalankan oleh Unit Kerja Yo Yo %o % Yo sxineno | aovenen: | wossoe | aooso00 | wussene
Kebijakan Visioner Eselon I dan Il
Pembangunan Terwujudnya y 9% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Analisis
Kinerja ?ﬂ?g‘:{;men Kebijakan dan Kinerja yang sesuai dengan . - - 13“0 130
Kementerian ketentuan dan aturan yang berlaku he

Linit
Organisasi
Pelaksians

Pusat
Analisis
Kebijakan
dan Kinerja




Program/
Kegiatan

Sasaran
Strategis

Sasaran Program
{Outcome)/
Sasaran Kegiatan
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Indikator UKE 11
(Hasil Pembahasan)

Alokasi {dalam riby rupiah}

022

2023

Unit
Organisasi
Pelaksana

yang sesuai dengan tugas dan fungsi

PPN/Bappenas % pengelolaan realisasi anggaran lingkup = i A 929 | 950
yang Bersih, Analisis Kebijakan dan Kinerja i
Akuntabel, dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Profesional dan Analisis Kebijakan dan Kinerja yang sesuai - - - 92% | 95%
didukung oleh dengan tugas dan fungsi 1 i)
. il U 4 i
Kopbiling EDM f‘)iugei?:laan dan Indeks kepuasan koordinasi dalam penyiapan
e bahan Menteri terkait pengelolaan kebijakan, 8 | 88 | 90 | 92 | 94
Kebijakan Mentesi analisis kebijakan, dan analisis kinerja
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan 210.612.7 | 221.143.3 | 2322005 | 243.810.5 | 256.001.1
Pelatihan 56 94 63 92 2 I_
Terwujudnya % Perencana yang lulus uji kompetensi 60% | 65% | 70% | 75% | B0%
Integrasi, Penyelenggaraan
Sinkronisasi, dan % karyasiswa yang lulus pendidikan 65% | 70% | 75% | 80% | B5%
dan Sinergi Pengembangan
Perencanaan Pendidikan dan % peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus : o o
Pembangunan Pelatihan program pelatihan 88% | 90% | 92% | 94% | 6%
Nasional
Perencanaan,
Terwujudnya ]L;.valuif:):ﬁnan % Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan
Kebijakan K‘;"‘f‘;kan B Fungsional Perencana dan Pengembangan 75- | 80- | 85- | 90- | 95-
Pembangunan P : '1} g Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang 799 | B49 | 899 | 949 | 100
Nasional yang enmgratan | gilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Yo Ya Yo Yo Yo Pusat
o Saa Kapasitas Institusi ;
Visioner Perencana Pembangunan Pembinaan
Penyelenggaraan Perencanaan Pendidikan
dan Pembangunan
: 210.612.7 | 221.143.3 | 232.200.5 | 243.810.5 | 256.001.1 | dan
Penggrr}bangan Pembinaan =6 04 63 92 21 | Pelatihan
Pend}dlkan dan .J‘abatz?n Tingkat penerapan transparansi dan standar Perencana
Pelatihan Fungsional i
pelayanan dalam Pembinaan Jabatan
. Perencana dan i 70 75 80 85 90
Terwujudnya Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan
Kinerja Penyclenggaraan | pon gigikan dan Pelatihan
Ke HE Pendidikan dan _
lJ;_}l'I:I'lEgTEI 1an Pelatihan
/ Bﬂpp.;:nas % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Pusat
i";'{“g e;gl’ l‘i Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana i v 100 100
uniabel, den yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang Yo Yo
Profesional dan bettala
didukung oleh Manajemen = it -
g iy e s Yo pengelolaan realisasi anggaran lingkup Pusat ) 4 ’ It m
Kapabilitas SDM | Internal Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana 2%, | A0
% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Pusat
Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana - - - 92% | 95%




Program /
Kegiatan

Strategis

Sasaran Program
{Outcome} /

Sasaran Kegiatan
Pembinaan
Jabatan
Fungsional
Perencana dan
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan
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Indikator UKE I1
{Hasil Pembahasan)

Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan
jabatan fungsional perencana dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

86

90

5 fopay

92

94

Alokast {dalam ribu rupiah)

2021

2022

2023

Organisasi
Pelaksana

Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang

588106.62
[

92.873.28
1

95.961.15
1

99.203.42
1

102.607.7
98

Perencanaan
Pembangunan
Nasional Lintas
Bidang

Perencanaan
Pembangunan
Nasional Lintas
Bidang

03- Tersusunnya
Rekomendasi
Percepatan
Pembangunan
sesuai lingkup
Perencanaan
Pembangunan
Nasional Lintas
Bidang

Indeks kepuasan layanan perencanaan,
organisasi, dan tata laksana

86

88

90

92

94

5H.810.62
5

92.B73.28
1

§5961.15
1

99.203.42
1

102.607.7
98

Biro
Perencanaan
, Organisasi,
dan Tata
Laksana




No

Arah Kerangka Regulasi

dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Pngaturan kelembagaan
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Matriks Kerangka Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Analisis dan
. Penelitian

Belum adnya pengaturan kelembagaan

Unit Penanggungjawab

Unit Terkait/Instansi

1. Biro Huku

Target
Penyelesaian

dalam melakukan exercise
alokasi anggaran K/L
mitra dengan Direktorat

negosiasi alokasi anggaran K/L mitra
dengan Direktorat Alokasi Pendanaan
Pembangunan. Selain itu perlu juga
penajaman dalam proses koordinasi antara
Kedeputian Bidang Pendanaan

Pendanaan Pembangunan

2. Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tata
Laksana

1 Biro Perencanaan, Organisasi 2020
Kementerian PPN/Bappenas dan Tata Laksana
2 | Pengaturan SOTK Berdasarkan analisis terhadap evaluasi Biro Perencanaan, Organisasi | 1. Biro Sumber Daya 2020
Bappenas kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi dan Tata Laksana Manusia
Bappenas yang masih belum terakomodasi 2. Biro Hukum
pada regulasi yang ada
' 3 | Pengaturan koordinasi Perlunya bisnis proses yangje}_as dan tegas | Birc Perencanaan, Organi:;asi 1. Biro Umum 2021
penyusunan anggaran di lewat SOP yang diatur dalam dan Tata Laksana 2. IBKK
Internal Bappenas Persesmen/Kepsesmen untuk penguatan 3. IBAU
dan sinergi Biro Perencanaan, Organisasi 4. Biro Hukum
dan Tata Laksana, Inspektorat Bidang
Kinerja Kelembagaan, dan Inspektorat
Bidang Administrasi Umum dalam
pengendalian penyusunan perencanaan
dalam pengendalian penyusunan
perencanaan dan penganggaran yang
efektif dan efisien pada unit-unit kerja di
Kementerian PPN /Bappenas secara
holistik dan terintegratif
4 | Pengaturan koordinasi Belum adanya regulasi yang mengatur Direktorat Alokasi 1. Biro Hukum 2021




No

Arah Kerangka Regulasi

dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Alokasi Pendanaan
Pembangunan

J 1

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Analisis dan
Penelitian

Pembangunan Kementerian
PPN/ Bappenas dengan Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan
dan koordinasi antara Kedeputian
Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas
dengan direktorat sektor.

Unit Penanggungjawab

Unit Terkait/Instansi

Target
Penyelesaian

5 | Pengaturan pengendalian Per]un_yh proses bisnis yang jelas dan tegas | Kedeputian Bidang 1. Biro Perencanaan, 2021
RPJMN dan RKP lewat SOP yang diatur dalam peraturan Pemantauan, Evaluasi, dan Organisasi dan Tata
Menteri PPN dalam rangka sinergi antar Pengendalian Pembangunan Laksana
unit-unit kerja di Kementerian 2. Biro Hukum
PPN /Bappenas untuk pengendalian
RPJMN dan RKP terutama terkait dengan
isu-isu substantif seperti PN, PP, KP, Major
Project secara holistik dan terintegratif.
Selain itu, diperlukan sinkronisasi data
sharing perencanaan dan penganggaran
serta realisasi belanja K/L
6 | Pengaturan SOP atau Belum adanya SOP atau panduan Pusat Analisis Kinerja dan 1. Biro Perencanaan, 2021
panduan perencanaan mengenai evidence base planning and Kebijakan Organisasi dan Tata
dan kebijakan policy Laksana
berdasarkan evidence 2. Biro Hukum
7 | Pengaturan tentang | Untuk memastikan pencapaian prioritas 1. Biro Perencanaan, 1. Direktorat Sistem dan 2021

pendampingan dan
penguatan terhadap K/L
dan pemerintah daerah
terkait pencapaian
prioritas nasional

nasional yang didukung oleh Pemerintah
Daerah, perlu ada regulasi yang mengatur
terkait dengan pendampingan dari
Kementerian PPN /Bappenas terhadap
daerah

Organisasi dan Tata Laksana
2. Kedeputian Bidang
Pengembangan Regional

Prosedur Pendanaan
Pembangunan
2. Biro Hukum




No |

. Arah Kerangka Reguﬁl_és._i'

~dan/atau Kﬁehutuhan
Regulasi' @

BT

Urgensi Pembentukan Berdasarkan

Evaluasi Regulasi Eksisting, Analisis dan |

. Penelitian

Unit Penanggungiaﬁ’ab

1. Biro Perencanaan,

it/Instansi

1. Unit Kerja Sektoral

Penyelesaian

Pengaturan tentang Perlu peraturan dan turunannya hingga
pengembangan inovasi petunjuk teknis dan lapangan untuk Organisasi dan Tata Laksana | 2. Biro Hukum
kebijakan yang bersifat kebijakan yang bersifat lintas sektor 2. Pusat Analisis Kinerja dan
lintas sektor sesuai seperti isu penyandang disabilitas, Kebijakan
dengan prioritas nasional | keberlanjutusiaan, dan isu lainnya

9 | Revisi PP 39 Tahun 2006 [ Tindak lanjut Peraturan Pemerintah 1. Kedeputian Bidang 1. Biro Perencanaan, 2021
tentang Tata Cara, Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Organisasi dan Tata
Pengendalian, dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Laksana
Evaluasi Pelaksanaan Penganggaran Pembangunan Nasional 2. Direktorat Sistem dan 2. Biro Hukum
Rencana Pembangunan Prosedur Pendanaan

10 | Pengaturan juklak Belum ada peratura_n }ﬁ_rﬁ_engétﬁr Biro Perencanaan, Organisasi | 1. Biro Hukum 2022
penyusunan RKP sebagai | turunan dari Permen PPN/Bappenas dan Tata Laksana
tindak lanjut Permen Nomor 5 Tahun 2018 mengenai juklak
PPN/Bappenas Nomor 5 atau penanggung jawab pembuatan RKP
Tahun 2018 secara jelas

' 11 | Pengaturan koordinasi Perlunya bisnis proses yang jelas dan tegas | 1. Kedeputian Bidang 1.Biro Perencanaan, 2022

penyusunan anggaran
dengan Kementerian
Keuangan dan K/L
lainnya

lewat SOP dalam pengendalian
penyusunan perencanaan dan
penganggaran yang efektif dan efisien
untuk K/L secara holistik dan terintegratif.
Proses sinkronisasi diperlukan untuk
menjaga target-target prioritas nasional
yvang sudah ditetapkan dalam RPJMN
2020-2024. Perlu segera disusun
peraturan yang menjadi acuan bagi para
penelaah Kementerian PPN/Bappenas
dalam menjaga konsistensi target prioritas

Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan
2. Direktorat Sistem dan
Prosedur Pendanaan

Organisasi, dan Tata
Laksana
2. Biro Hukum




Arah Kerangka Regulasi

No | dan/atau Kebutuhan
' Regulasi

< {ig

Urgensi Pembentukan Berdasarkan

Evaluasi Regulasi Eksisting, Analisis dan =
Penelitian i

nasional, utamanya pada saat
pelaksanaan anggaran. Karena saat ini,
peraturan yang ada masih terbatas pada
tataran perencanaan, sehingga ketika
proses pelaksanaan anggaran K/L,
Kementerian PPN /Bappenas tetap bisa
menjalankan perannya sebagai pengendali
pembangunan.

Unit Penanggungjawab

Unit Terkait/Instansi

Target
Penyelesaian

12 | Pengaturan tentang _ Regulasi yang ada belum menyebutkan 1. Kedeputian Bidang 1. Biro Hukum 2022
sinkronisasi dan langsung mengenai kegiatan lintas Ekonomi 2. Biro Perencanaan,
sinergitas kebijakan Kemenko 2. Kedeputian Bidang Organisasi dan Tata
strategis nasional, serta Kemaritiman dan SDA Laksana
kegiatan lintas Kemenko 3. Kedeputian Bidang
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
4. Kedeputian Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan dan
Keamanan
13 Pcngaturan‘ tentang Regulasi yang ada belum menjelaskan 1. Kedeputian Bidang 1. Biro Perencanaan, 2022

sinkronisasi kelembagaan
dan regulasi terkait
investasi publik yang
memadai

secara khusus terkait dengan investasi
publik

Pendanaan Pembangunan
2. Direktorat Kerja sama
Pemerintah-Swasta Rancang
Bangun

Organisasi dan Tata
Laksana
2. Biro Hukum




Arah Kerangka Regulasi

dan/atau Kebutuhan
Regulasi
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1. Kedeputian Bidang

Unit Penanggungjawab

Unit Terkait/Instansi

Target
Penyelesaian

Penyesuaian Permen No. Perlunya penyesuaian pedoman evaluasi 1. Biro Perencanaan, 2022
1/2017 tentang Pedoman | pembangunan nasional yang selaras Pemantauan, Evaluasi, dan Organisasi dan Tata
Evaluasi Pembangunan dengan perkembangan pada Peraturan Pengendalian Pembangunan Laksana
Nasional dengan PP No. Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang | 2. Direktorat Sistem dan 2. Biro Hukum
17 Tahun 2017 Sinkronisasi Perencanaan dan Prosedur Pendanaan
Penganggaran Pembangunan Nasional
15 | Penyusunan UU tentang UU ini untuk meng_akomodasi penyusunan | Biro Perencanaan, Organisasi | 1. Staf Ahli Menteri PPN 2023
RPJPN Tahun 2025-2045 | RPJPN Tahun 2020-2045 dan Tata Laksana Bidang Sinergi Ekonomi
dan Pembiayaan
2. Biro Hukum
16 _Penyusunan Penyes_ualian | Perlunya penyesuaian peraturan Jabatan Pusat Pembinaan, 1. Biro Perencanaan, 2023

Peraturan tentang
Pembinaan Jabatan
Fungsional Perencana

Fungsional Perencana dimaksudkan untuk
memenuhi tuntutan dinamika perubahan
yang ada serta menjamin kualifikasi dan
kompetensi Jabatan Fungsional Perencana
sesuai dengan standar.

Pendidikan, dan Pelatihan
Perencanaan

Organisasi dan Tata
Laksana
2. Biro Hukum




No

17

Arah Kerangka Regulasi

~dan/atau Kebutuhan
' Regulasi

Evluasi terhadap UU
SPPN dan peraturan

teknis yang telah ada dan | undangan yang diperlukan, dan

yang perlu diterbitkan
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Perlu dilakukan pemilahan, penyusunan, Biro Perencanaan, Organisasi
dan pembentukan peraturan perundang- dan Tata Laksana

mengutamakan pengawasan internal
sejauh mana implementasinya

Target

Unit Terkait/Instansi :
Penyelesaian

1. Kedeputian Bidang 2024
Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian

Pembangunan

2. Biro Hukum

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-—

P e

RR. Rita Erawati
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